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ABSTRAK 

Nama : Nophy T. Suolh 
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum dan Sistem 

Peradihm Pidana) 
Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak 

Pidana Korupsi 

Dewasa ini peranan dan aktivitas korporasi sangat strategis. Tidak jarang dalam 
praktiknya korporasi dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan dan 
memperoleh keuntungan dari hasU kejahatan. Tesis ini memhahas mengenai Jatar 
belakang penetapan korporasi sebagai sobyek tindak pidana dalam UU No. 31 
Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, proses penuntatan 
pidana terhadap korporasi, kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana 
terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dan upaya mengatasi 
kendala-kendala tersebut serta evaluasi terhadap jenis pidana denda terhadap 
korporasi dalarn UU tersebul Penelitian ini merupakan penelitian yuridis norrnatif 
yang didukung penelitian empiris. Sedangkan analisis hasil penelitian dilakukan 
dengan menggunakan data sakunder sebagai data utama dan data primer sebagai 
data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantatan dan penjatahan 
pidana banya terhadap pengurus kOipOrasi dalam perkara tindak pidana korupsi 
dianggap tidak adil sementara terhadap korporasinya tidak dilakukan penuntatan 
pidana. Secara umum, proses penuntutan pidana bagi subyek tindak pidana 
korporasi berlaku sama seperti halnya pada proses penanganan perkara terhadap 
subyek tindak pidana perorangan. Namun terdapat hal-hal yang berbeda 
khususnya dalain hal niengeriai- petwakilan korporasi, pencailtuma.n identitas 
tersangka/terdakwa, penyusunan konstruksi surat dakwaan dan mengenai 
pelaksanaan putusan pidana danda t:erhadap korporasi. Dalam praktiknya, terdapa! 
kendala-kendala dalam upaya penegakan hnkum pidena terbadap korporasi dalam 
perkara tindak pidana korupsi yaitu meliputi fakror hukum dan fllktor penegak 
hnkum. Penelitian ini menyarankan perlu adanya perubahan pola pikir dan pola 
tindak dari aparat penegak hnkum untak melakukan penuntatan pidana terhadap 
korporasi dahun perkara tindak pidana korupsi dan pentinguya upaya 
pembaharuan undang-undang tindak pidana korupsi yang meliputi materi 
tennasuk jenis pi dana terhadap korporasi maupun hnkum formilnya. 

Kata kunci: 
Korporasi, tindak pidana korupsi, penuntatan pidana 
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ABSTRACT 

: Nophy T. Suoth 
Master Degree in Law (Legal and Criminal Justice System 
Concentration) 
Criminal law enforcement against the corporation in the 
criminal act of corruption 

Today~ the role and the activity of the corporation are very strategic, not rare in 
practice tlle corporation could become means of carrying out the crime and 
obtaining the profit from results of the crime. This thesis throughly overview it 
backgrounds of appointment of corporation as a subject of criminal law in UU No. 
31/1999 and revised with UU No. 20/2001, criminal prosecution of corporation. 
obstacles and obvious hindrances in prosecuting corporation in infringement of 
corruption crimes with any effort to overcome such prosecute obstacles as well as 
evaluation of corporate criminal fine applied within the acts. This research 
represents nonnative juridical research using secondary data as primary data and 
primary data as supporting data. Research conclusion has indicated that 
prosecutions and criminal penalties to corporate managements considered as 
unfair without placing related corporation as a mutual subject of prosecution. In 
genera!, prosecute process for corporate crime subject is identical with prosecute 
process of personal crime. However, there are some dissimilarity, particularly 
with regards to corporation representationt identity exposure of defendant, 
configuration of allegation letter and concerning implementation of fine against 
corporation. In practical matters~ there are apparent obstacles within the Jaw 
enforcement process ii:t cOm:iption criminal cases by corporation namely the legal 
factor and the law enforcer factor. This research recommended need the existence 
of the clumge in the pattern thought and the pattern of the act from the upholder's 
apparatus of the law to carry out the criminal demanding against the corporation 
in the case of the criminal act of corruption and the importance of criminal efforts 
of corruption that cover material including the criminal kind against the 
corporation and his formal law of refonn of act regulations. 

Keywords: 
Corporation. corruption crime, prosecution 
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1.1 Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. 

Perkembnngannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus 

yang terjadl dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana 

yang ditakukan semakin sistematis serta Jingkupnya yang memasuki seluruh 

aspek kehidupan masyarakat. 1 

Transparency lntemattonai Indonesia (TII). pada tanggat 23 September 

2008 laiu, mengurnumkan Corruption Perception Indeks {CPI) atau lndeks 

Persepsi Korupsi (JPK) tahun 2008. Menurut Todung Mulya Lubis, Ketua Dewan 

Pengurus Til, tahun ini !PK Indonesia bernda diurutan ke-126 dengan skor 2,6 

atau naik sekitar 0,3 dibandingkan JPK 2007 lalu.' Tahun sebelumnya, nilai JPK 

Indonesia adalah 2,3 setelah sebelumnya sempat menurun dibandingkan penilaian 

pada tahun 2006 yang memperoleh nilal 2,4. 

Meskipun perlngkat Indonesia tersehut dalam rangking negara paling 

korop di dunia turun secara signifi~ 3 namun penilaia.n di atas menggambarkan 

bahwa kondisi korupsi di negara kita masih terg<>long parah. Sesungguhnya 

Indonesia Ielah berusaha melaJrukan pemberantasan tindak pidana korupsi sejak 

tahun 1950-an, namun ternyata dalam perlcernbangannya terus menunjukkan 

peningkatan. Hal ini tampak dengan dilakukannya korupsi dengan modus 

operandi yang semakin canggih dan runrit yang mengakibatkan kerugian negara 

yang sangat luar biasa. Tak hanya itu saja, korupsi pun telah melanda hampir di 

semua bidang dan kalangan, baik kalangan eksekotif, legislatif maupun yudikatif. 

1 Indonesia {a), Undang-zmdang Kamisi Pemberan.tasan Timlak Pidana Koropsi, UU No. 
30 Tahun 2002, IJ{ No. 137 Tahun2002, TI.N No. 4250,Peujelasan Umum. 

2 "lndeks Indonesia Naik Signifikan", <http;lfmw.·,ti.or.id/pressf9llt@tmf2QQ81bu1anf09/ 
tanggall23/idi3422Jhtm>, 23 September 200&. 
lPK merupakan instrumen untuk mengukur tingkat peosepsi kalangan bisnis atau ekspatriat atas 
kinetja pelayanan publik,. yang akhimya digunak.an sebagai indikator tingkat kornpsi suatu nega.rn. 
Skor nol bcmrti tingkat korupsi dianggap tinggi dan sepulub betarti tingkat korupsj dianggap 
paling rendah. 

3 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi {.Kl'K). Laporan Tahunan Ko.m.isi 
Pemb<rntasan TWdakPidana Kotupsi (KPK) tahun2008, bal. 15-16. 
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2 

Disa.mping perkembangan modus operandi korupsi di Indonesia sangat 

pesat dan signifikan dibandingkan dengan output penegakan hukumnya yang 

relatif sangat rendah4
, korupsi juga telah mempengaruhi kehidupan ketata­

negaraan dan merusak sistem perekonomian dan masyarakat dalam skala besar5
. 

Perkembangan korupsi yang sangat luas dan mengakibatkan kesengsaraan 

sebagian rakyat Indonesia merupa.kan alasan rasionaJ yang memadai untuk 

mencgaskan bahwa korupsi dewasa inl merupakan pelanggaran atas hak -hak 

ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.n Hal ini menyebabkan korupsi tidak dapat 

1agi digolongk:an sebagai kejahatan biasa melainkan telah. menjadi suatu kejahatan 

yang luar biasa (extra ordinary crimes). 

Meskipun pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah 

diupayakan secara maksimal, namun kenyataan menunjukkan bahwa jurnlah 

tindak pidana korupsi terus saja meningkat. Keadaan ini disebabkan karena 

adanya hamba!an-hambatan yang ditemui dalam upaya peneegaban maupun 

pemberantasan korupsi. 

Harkristuti Harkrisnowo menyebut beberapa variabel yang 

memberikan kontribusi terhadap terjadinya korupsi, yaitu :7 

I. Tidak adanya kebijakan yang jelas (lack of political will). 

2. Tidak ailanya contoh kepemimpinan (lack of exemplary) 

3. Tidak adanya profesionalisme terhadap sistim hukum (lack of profesionalism 

within the legal system) 

4. Tidak adanya partisipasi publik (lack of public partidpation) 

Pendapat yang hnmpir serupa dikemukakan oleh Moh. Yamin dengan 

mengidentifikasi hambatan-hambatan sebagai berikut: 

l'ertama, mengenai peraturan perondang-undangan yang l!l<11yaugkut upaya 
pemberantasan korupsi balk yang diatur daliun undang-undang maupun 
peratur.m di bawahnya mempuny.U kelemahan baik dan aspek substenai 
ID!lUpnn dari aspek telmis pelaksanaan sehingga memungkinkan terjadi 
kemaceuw dalam pem-berantasan korupsi bahkau bukan tidak mungkin 

4 Romli Atmasasmita (a), "Strategi Pembemnt.asan Korupsi di Indonesia", Media Jlukum, 
Vol.2 No.8 (22 November 2003): 10. 

5 IndriyanlO Seno Adji, Korupsi dan Hukwn Pidana, (Jakarta: Kantor Pcngacara dan 
Konsulliln Hukum "Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan'"'. 200 1), Bagian : Pembukaan (sampui 
buku). 

6 Romli Atmasasmita (a), foe.. cit .• hel. J J. 
1 Harkristnti Harkrisnowo (a}. "Combatting Corruption in Indonesia : An Imposible 

Mandate"!". News leiter KHN, Edist Mei..Ju.ni 2004, hal32. 
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seringkali dimanipulasi serla dimanfaatkan oleh koruplor untuk 
membebaskan diri dari hukuman. Selain itu tidak adanya undang-undang 
perlindm1gan saksi dan pelapor (pada saat itu belum ada UU Pedindungan 
Saksi dan Korban-penu(is) serta terlaiu ringannya bukurnan bagi koruplor 
menyebabkan lemahnya penanganan korupsi. Kedua, selain karena lemalmya 
sumber daya penegak hukum yang ada. penyebab lainnya adalah karena 
aparat penegak hukum itu scndiri merupakan faktor yang ikut menyuburkan 
korupsL Keliga, sudah membudayanya praktek korupsL Dalam praktekuya 
korupsi sudah dipandang sebagai sualu perllalru yang lazim dilakukan oleh 
masyarokat. Sikap skcptis terhadap pemberantasan korupsi dan budaya 
sungkan ewuh pakewull turut serta menyebarkan korupsi ke tengah 
masyarakat Keempat, tidak adanya political will dari para elit politik 
menjadi faktor penghambat dalam pemberanlasan korupsi, bahkan sering 
teQadi para elit politik ikut melindungi dan atau menjadi bagian, konspirasi 
tindak pidana korupsi. Kelima, karena rendahnra akuntabilitas publik 
penyelenggara negara dan tidak: adanya trnns:paransi. 

Pengalarnan selama ini, menurut Marwan Effendy, tidaklah mudah 

membuktikan seseorang memenuhi rumusan delik Undang~undang Tindak Pidana 

Korupsi. dengan hanya menggunakan metoda konvensional.9 Pada sisi lain, 

mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menga.kui, pemberantasan tindak 

pidana korupsi di Indonesia tidak mudah. Menurutnya, kendala paling berat 

adalah budaya korupsi sudah merasuk di harnpir seluruh sendi kehidupan 

masyarakat. Bahkan karena sedemilcian parahnya, maka akan dibutuhkan waktu 

yeng lama bagi Indonesia untuk dapat berhasil memberantasnya.10 

Dalam kenyataannya, korupsi merupakan persoa1an yang sangat sulit 

dilakukan pemberantasan. Korupsi di Indonesia berlangsung dari urusan yang 

melibatkan aparat pemerlnlllhan mulai dari tingkat yang paling bawah. Kenyataan 

tersebut digambad<an Abdul Rahman Saleh sebagai berlkut : 

Keti.ka wa.rga mengurus identitas diriuya, tennasuk meminta kartu tanda 
penduduk: dan surat izin mengemudi pun sering bersentuhan dengan korupsi. 
Korupsi dalam skala yang terkecil sekaliptm. seperti memberi.kan "uang 
lebih" kepada. aparat pemerintah supaya urusannya dlmudahkan. sudah 
menjadi "budaya" di negeri ini. Aparat negara juga cenderung meminta 
dilayani daripada melayani kepentingan warga. 11 

1 Mob. Yamin, "Dengan Dukungan Rakyat Membemntas Korupsi", (Makalah u.ntuk 
memenuhi Pers)'llmtan Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi, 
Jalw1a, 3 Nopember 2003), him. 3. 

9 Marwan Effendy, "Pen.erapan Perluasan Ajaran MeJawan Hukum Dalam Undang­
Undang Tindak Pidana Korupsl (Kajian Putusan No, 135/Pid/Bf2Q04/ PN.Cn dan Putusan Sela 
No. 343/Pid.B/2004/PN.Bgr)." Jurnnl Kajian Putusan Pengadilan Diclum (edisi S, 2005), hal 1. 

10 "10 !Cabinet Lagi Be1wn Tuntas'', Kompas, {27 Oktober 2008): 3 
II Ibid. 
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Di Indonesia, 12 kita menyebut korupsi dalam satu tarikan nafas sebagai 

"KKN" (korupsi, kolusi dan nepotisme). Dalam perkembangannya, korupsi di 

Jndonesia bukan lagi merupakan monopoli para birokrnt nkan tetapi juga sudah 

melibatkan para pelaku di sektor swasta. 13 Romli Atmasasmita mengungkapkan 

hasil penelitian Independent Commision of Anti Corruption (ICAC) di Hoogkong 

telah membuktikan bahwa korupsi dalam era perdagangan global dewasa ini 

adalah merupakan hasil kolaborasi antara sek!.or publik dan sektor swasta. 

Menurut penelitian tersebut pemberantasan korupsi jenis ini merupakan yang 

tersutit dibnndingkan dengan korupsi yang hanya terjadi di sektor pllblik. 

Perkembangan korupsi di lndooesia sudah merupakan kolaborasi antara para 

pelaku di sektor publik dan sektor swasta. Hal ini menyebabk:an pemberantasan 

korupsi di tanah air inl jauh lebih sulit dari Hongkong, Australia dan negara­

negara lain.14 

Berkaitan hal tersebut, di mata masyarakat Indonesia, sukses 

perusahaan bisnis merupakan basil dari suatu kolusi yang dilakukan di antara para 

pengusaha perusahaan dengan aparat di birokrasi pemerintahan.15 Mardjono 

Reksodiputro menyatakan bahwa menghllangkan kolusi antara pengusaha dengan 

anggota aparat birokrasi pemerintahan tidaklah mungkin. Menghadapi kondisi 

demikian, Reksodiputro mernberikan a!ternatif yaitu: 

Namun memperkecil kemungkinan terjadinya kolusi tersebut, melalui cam 
pr(Hl}ctlt dapat dilakukan. Tentu saja ada beberapa persyamtan dasar yang 
diperlukan. Untuk itu pert1lmlt-toma harus ada kesadaran dari masyarakat dan 
pemerintah akan besamya bahaya yang mengancam dari perbuatan kolusi ini 
'Wltuk pertutnbuhan yang sehat dari perek:onomiiltl bangsa. Selanjutnya haros 
dilakukan usaha-usaha pro-.aktif untuk mencegahnya~ tidak hanya dengan 
usaha-usaha re-aktif. Usaha pro-aktif tidak akan dapat terlaksana tanpa 
adanya kemauan polilik pemerintah yang sungguh-sungguh. Dan yang 
terakhir, diperlubm suatu bagian dalam aparatur panegak hukum (kepolisian 
dan k<;iaksaan) dan aparatur kehakiman (pengadilan) yang memang 
memahami pennasalahannya dan sendiri juga tidak telah tercemar oleb 
"polusi" kolusi/6 

12 Azyumardi Azra, "Korupsi Dalam Perspektif Good Governance", Jumaf Kn'minologi 
Indonesia Vol. 2 No. I (Januari 2002): 31. 

u Romli Atmasasmita (a),/oc. cit., bal. S:. 
14 Ibid., him. 6. 
15 Mardjono Reksodiputro (a), "Kolusi di Dalam Dunia Bi.snis: Ptaktek. Beotuk dan Usaha 

Penanggulangannya (Bebernpa Catatan) da1am "Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan 
Kf!;jahatan, K.umpulan Karangan. Buku Ke$11tu, (Jakarta : Pusat Pelayana.n Keadilnn dan 
Pengabdian Hukum (dlh l<mbaga Kriminologt) UDivenillas Jndonerua, 2007), bal. 117. 

14 Ibid. 
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Sejarah pCijalanan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah 

dilakukan sejak dekade pertama setelah kemerdekaan. Keadaan tersebut ditandai 

terbitnya s~umlah peraturan maupun pembentukan lembaga-lembaga (komlsi­

komisi khusus) yang bcrkaitan dengru1 upaya pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana korupst Peraturan-peraturan tersebut, diantaranya yaitu 11
: 

a. Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April !957 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; 

b. Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-08/1957 tanggal 27 Mei 1957 

tentang Penilikan Terbadap Harta Benda; 

c. Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-11/1957 tanggal I Juli 1957 

tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-barang, 

d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prtl 

Peperpu/0 13/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang 

Kopala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/1/7 tanggal 17 April 1958 tentang 

Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan 

Peni1ikan Harta Benda. 

e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undaag (PERPPU) No. 24 Tahtm 

1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana 

Korupsi (kemudian dengan UU No. 1 Tahnn 1961 ditetapkan menjadi UUNo. 

24 PI]> Tahun 1960), 

f. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

g. UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tmdak Pidana Suap . 

h. TAP MPR No. XIIMPR!1998 tentang Pemerintah yang berslh dan bebas 

KKN. 

i. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 

bersih daa bebas KKN. 

J. Undang-nndang No. 31 Tahun !999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (yang kemudian dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) 

k. Undang-Uudang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pernberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (KPK}. 

n Bandingkan dengan Lilik Mul~. nndak Pidana KQrUpsi di IndQnesia, Normalif 
Teorilis, Prakfik dan Masalalmya, (Dandung: Alumni, 2007), hal2~35. 
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l. lnstruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 

Kontpsi. 

m. Undang-Undnng No, 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi 

Perserikatan Bant,ssa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 

Lcmbaga-lcmbaga: atau komtsi-komisi khmms pemberantasan 

perbuatan korupsi telah dibentuk sejak periode awal kemerdekaan. Pada tahun 

1956, Gerakan antikorupsi pertama kalinya dipimpin Wakil Kepala Staf Angkatan 

Darat (Kolonel Zulkitli Lubis) bekelja sama dengan Jaksa Agung Suprapto dan 

melibatkan pemuda-pemuda eks tentara pelajar membentuk "pasukan khusus", U! 

Selanjutnya pada masa pemerintahan kabinet Djuanda (1960), dibentuk suatu 

badan pemberantasan korupsi yang disebut Panitia Retooling Aparatur Negara 

(PARAN). Badan inl dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu Profesor M. 

Yamin dan Roeslan Abdulgani." Pada lahun 1963, pemerintah menunjuk lagi 

A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri !Coordinator Pertahanan 

dan Kearnanan!Kasab, dibantu oleh Wiryono l'rodjudikusumo dengan lembaga 

bant yang dikenal dengan Operasi Budhi, kemudian dihentikan dengan 

pengumuman pembubarannya oleh Soebandrio kernudian diganti menjadi 

Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan Presiden 

Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad 

Yani.2° 

Pembentukan lembaga khusus itu berlanjut pada masa orde baru?1 

Pada tanggal 2 Desember 1967 Soeharto sebagai pejabat Presiden waktu itu, 

membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung 

Sugibarto. Karena kegagalan TPK tersebut, pada tanggal 31 Januari 1970 Presiden 

Soeharto membentuk Komisi Empat yang beranggotakan Wilopo, SH (ketua), I. J 

Kasirno, Anwar Tjokroaminoto, Prof. Jr. Jobarmes dan Mayjen Sutopo Juwono. 

Kemudian pada tahun 1977, Pemerintah mencanangkan Operasi Tertib (Opstib) 

yaug dipirnpin Sudorno. Tahun 1982, kembali dihidupkan Tim Pemberantas 

Korupsi (TPK) yang berauggotakan Sumarlin (MenP AN), Sudomo 

u ''PemberantasanKorupsi dati Masa ke Masa.'', Koran Tempo (25 Oktober 2004}. 
l9- "Sejatah pemberantasan korupsi di Indonesia'', <.brtp:/!id. wikipedia..Qf.P, diakses langgal 

12 Maret 2008 
10 ibid. 
21 Ibid, ban,dingkan juga den gao. Lilik Muiyadi, op.cil., bal. 2 
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(Pangkopkamtib), Mudjono (Ketua MA), Ali Said (Menteli Kehakiman), Ismail 

Saleh (laksa Agung) dan Jenderal (Pol) Awaluddin Djamin MPA (Kapolri)21 

Pada masa pemerintahannya, Presiden B. J. Habibie membenluk 

Komisi Pcmetiksaan Kekayaan Penyelcnggnra Negara (KPKPN). Tetapi dengan 

disahkannya UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (KPK), lernbaga ini dilebur rnenjadi bagian Bidang Pencegahan 

pada KPK. Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan 

Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK). Tim ini beranggotakan 25 

orang dnri unsur kepolisian, kejaksaan, dan masyarnkat yang diketuai mantan 

Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) Adi Andojo. Selain itu, Presiden 

Abdurrahman Wahid juga membentuk Kornisi Ombudsman Nasiona1 (KON)­

Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, terbentuk 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002. Lembaga terakhir dibentuk oleh Presiden Susi1o Bambang 

Yudhoyono, pada tangga1 2 Mei 2005, yaitu Tim Koordinasi Pernberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor). Tim ini di bawah kendali Jaksa Agung 

Muda Tindak Pidana Kbusus Hendarrnan Supandji. 

Beikaitan dengan perkembangan dalam regulasi pemberantasan 

korupsi, salah satu perkernbangan baru yang diatur dolam UU No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 

Tahun 2001 (UU PTPK} sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1971 adalah 

menyangkut perluasan subyek tindak pidana korupsi dengan menerima korporasi 

sebagai subjek tindak pidana korupsi. Perkembangan ini mengandung 

konsekuensi yaitu terhadap korporasi juga dapat dilakukan penuntutan pidana dan 

apabila teroukti me1akukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanlrsi. Hal ini 

tidak diatur dalam UU korupsi sebelumnya. Mengenai hal ini, disamping 

dirumuskan dalam pengertian "setiap orang"", penuntutan dan pertanggung­

jawaban pidana korporasi sebagai subjek hukmn pidana dlatur dalam Pasal20 UU 

PTPK. 

'll Jurnal Tnmsparansi online, Edisi No. 26 (November 2000), diakses dari 
<bttp:/!www.~.or.id:> 

23 Setiap oraog adalah orang perseomnga:n atau termasuk lrorporasi. indonesia (b), Undung~ 
undang Pemberantasan Tindak PidQ1Ul Korup.ri, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 
!999, 1LNNo. 3874, Pasallll!lgka3. 
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Dewasa ini pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan 

berkaitan dengan pertanggungjawabannya sudab diterima dalarn hukum pidana di 

lndonesia,24 Pengaturan masalah ini terlihat pada beberapa hukum positif kita, 

tennasuk dalam UU PTPK. Hal ini merupakan landasan bagi apara:t pencgak 

hukum untuk semaldn memnntapkan upaya menuntut pertnnggungjawaban pi dana 

dari korporasi yang melakukan tindak pidana, Kenyataan lainnya, tak dapat 

disangkal bahwa konsepsl korpornsi sebaga:i subyek hukum pidana, terutama 

berkembang dengan adanya kejabatan yang menyangkut korporasi sebagai subyek 

tindak pidana, yang disebabkan adanya pengaruh perkernbangan dunia usaba 

nasionai yang begitu pesat. 

Di Indonesia diakomodasinya korporasi sebagai subyek huku.m pi dana 

dalam perundang-undangannya baru muncul dan dikenal pada labun 1951 yaitu 

dalam UU Darurat No. 17 Tabun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang25 dan 

mulai dikenal secarn 1uas dalarn UU Darurat No, 7 Tabun 1955 tentang Tindak 

Pidana Ekonnmi. Selanjulnya dapat juga ditemukan antara lain dalam UU No. 11 

PNPS Tabun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, UU No. 9 Tabun 1976 

tentang Penyimpanan Narkotika, UU No.6 Tabun 1983 tenlang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telab diubab kedua kaHnya 

dengan UU No, 16 Tabun 2000, UU No.8 Tabun 1995 tentang Pasar Modal, UU 

No. 10 Tabun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 11 Tabun 1995 tentang Cukai, 

UU No. 5 Tabun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 22 Tabun 1997 tentang 

Narkotika, UU No. 23 Tabun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU 

Z4 Hal ini berbeda dengan dengan konsepsi bukum pidana umum (KUHP) yang sdama ini 
berlalru yang mengakul bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana hanyalah manusia 
(natuurlijke persoon). 

25 UU ini merupakan undang~undang positif pertama yang secara resm.i menerima pcndirian 
bahwa suatu korporasi dapat menja.di pelaku tindak pidana, lihat Sutan Remy Sjahdeini, 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), haL 130-131. Juga dapat 
dilihat dalam Muladl, Dwidja Priyatno, Pertanggungjmvaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, 
(Bandung: Sekolah Tinggi Huk:um Bandung, 1991), bal. 4, 
Pasal 11 UU Darurat No. 17 Tahun 1951 tenlang Penimbunan Bara.ng~barang berbunyi sebagai 
berikut: 
L Bila.mana suatu perbuatan yang boleh dihuku.m berdasarkan undang-unda.ng ini, dilak:ukan 

oleh S"Ua.tu badan bukum, :maka tuntutan itu dilelruka.n dan hulruman dijatuhkan terhadap 
badan·badan hukum itu atau terhadap orang~onmg: dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, atau 
terhadap kedua-duanya. 

2. suatu perbuatan yang dapat dihulwm berdasarknn undang~undang ini dilalrukan oleh suatu 
badan buJcum. jika dilakukan oteh soonmg atau Jebih yang dapat dianggap bertindak masing­
masing atau bersama-sama melakukan atas nama badan hukum itu. 
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No. 5 Talmo 1999 tentang Prnktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 

UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 31 Tahun 1999 

teJltang Pemberantasan Tindal< Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 

20 Tahun 2001, UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

yang tclah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003. 

Selain telah dinyatakan secara tegas dalam sejumlah undang-undang 

sebagaimana tersehut diatas, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(Rancangan KUHP Nasional) juga menganut pendirian korporasi sebagai subjek 

tindak pidana.u' Berkaitan dengan hal itu, menurut Mardjono Reksodiputro, 

bahwa dengan akan diterimanya korporasi sebagai subyek hukurn pidana, maka 

hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian pelaku tindak pidana.27 

Dengan diatumya korporasi sebagai subyek hukum pidana Indonesia, 

tennasuk da1am UU PTPK, temyata menimbulkan pennasalahan da!am 

penegakan hokum pidana terhadap korporasi. Permasalahan tersabut, selain 

mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenabn kepadanya, 

juga khususnya mengenai proses penuntutan pidana terhadap korupsi. Dengan 

kata lain, menyangk:ut hukum pidana fonnil. 

Menurnt I 8. Susanto, seeara konseptua1, k~ahatan yang menyangkut 

korporasi perlu dibedabn antara :28 

a. Kejahatan kurporasi, yaitu yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya 

mencapai tujuan korporasi untuk memperoleb keuntungan, 

b. Korporasi jaha~ yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan 

kejahatan (dalam hal ini korporasi dipakai sebagai alat atau kedok untuk 

melakukan kejahatan), dan 

c. Kejahatan terlllldap korporasi, seperti penenrian atau penggelapan terbadap 

milik korporasi, disini yang menjadi korban justru korporasi itu sendirL 

26 Rancangan KUHP (draft Februaru 2008), pengaturan meJlgenai koiporasi sebagai subjek 
tindak ~idana terdapat dalam Pasal47 s/d Pasa153. 

Mardjono Reksodiputro {b). "Tindak Pidana KotpOrasi dan Pertanggungjawabannya · 
Perubahan Wajah Pelaku. Kejabatan di Indonesia. dalam Kenrojuan Pemb071gunan Ehmomi dan 
Kejtihatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan 
PengabdiM Hakum (dlh Lembaga KrimiDologi) Univerni!as Indonesia, 2007), hat IOL 

23 L S. Susanto (a), Krimonologi, (Semanm:g : Fakultas Hukwn Universitas Diponegoro, 
1995), hlm. 83. 
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Oleh karena penelitian lni bennaksud untuk meninjau korporasi 

sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam penelitian ini penulis banya akan 

rneninjau kejahatan yang menyangkut korporasi yang meliputi konsepsi a yakni 

kejahatan ynng dilakukan oleh korporasi dalam usahanya mencapai tujuan 

korporasi untuk memperoleh keuntungnn, Sedangknn menyangkut konsepsi b dan 

c tidak akan dibahas dalam penulisan tesis ini. 

Dalam hukum pidana pada dasarnya setiap tindak pidana akan 

melahirkan pertanggungjawahan pidana (criminal liability), kecuali terdapat hal­

hal atau keadaan yang menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban 

pidana tersebut. Sesuai dengan prinsip Jegalitas dalam hukum acara pidana, maka 

setlap kaH tetjadinya pelanggaran terhadap nonna hukum pidana (ius Poenale) 

akan melahirl<an hak negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan 

tindakan menurut hukum (ius puniendz). Terjadinya pelanggazan tezhadap norma 

huknm pidana akan mengal<ibatkan belierjanya aparatur hukum pidana dalam 

suatu proses hukum pidana sampai terdapatnya suatu putusan yang mempunyai 

keknatan hukum yang tetap (in kracht) serta terlaksananya putusan tersebut." 

Sebagaimana dikernukakan di atas, bahwa korporasi selmgai subyek 

hukum pidana dalam perundang-undangan Indonesia telah diatur secara tegas 

sejak tahun 1951, namun temyata dalam praktek peradilan di Indonesia, 

penuntutan terhadap korporasi sebagai terdakwa sangat minim. A. Pohan yang 

rnelakukan penelitian yurisprudensi, hanya dapat menemukan satu perkara saja 

yang menernpatkan korporasi sebagai terdakwa (yaitu perkara NV. Kosmo dan 

NV. Sahara dlllam putusan Pengadilan Negeri Ekonomi Jakarta No. 31Efl965).30 

Perkembangan terbaru upaya penuntutan terhadap korporasi yaitu didakwanya PT 

Newmont Minahasa Raya dalam kasus lingkungan hidup yang disidangkan di 

Pengadilan Negeri Manado. 

Pada proses penuntutan terhadap beherapa kasus tindak pidana 

korupsi, terdapat terdakwa yang diajukan ke persidangan dalam kapasitas sehagai 

29 Sulwizal, "Kajian Terhadap Putusan Perkara No. 125/Pid.B/2005/ PN.PDG Tentang: 
Proana Peromkan", Jumal Yudisial (Vol-l/No-01/Agustus/2007), hal. 55-56 

)() Mardjono Rekwdlputro (c), "'Pertangguogjawaban Pidana KotpOnlSi dalam Tindak 
Pidana Korporasi", dalem.Kemqjuan Pembangunan Elwnomi dan Kejahalan, Kumpul.an Karangan 
Buku Kesatu, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (dlh Lembage. 
Kriminologi) Universitas: Indonesia, 2007), hat 66-67. 
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pengurus korporasi, diantaranya: Direktur PT Mahakam Diastra Intemasional 

(terdakwa V AP), rekanan terdakwa Bupati Kutai Kartanegura yang disidangkan di 

Pengadi1an Tindnk Pidana Korupsi terkalt proyek Pembangunan Bandara Loa 

Ku!u, Kutai> Kalimantan Timur. 31 Selain itu, Pengadilan khusus Tindak Pidana 

Korupsi juga telnh mcngadili rekannn Pcmerintah Provinsi DKl Jakarta terkait 

Proyek Pengndaun Busway (terdakwa BS}t Direktur Utama PT Armada Usaha 

Bersama.32 

Meskipun pera terdakwa ternebut didakwa dau diruntut dalam 

kapasitasnya sebagai pengurus korporasi. namun terhadap korporasinya tidak 

dilakukan penuntutan (pertanggungjawahan pidana). Dalam salah satu putusan 

perkara korupsi, yaitu perkara terkait Proyek Pengadaan Busway (terdakwa BS), 

Direktur Utarna PT Armada Usaha B.,..,a (PT AUB)," Majelis Hakim telah 

mempertimbangkan kedudukan terdakwa selalrn Direktur Utarna PT AUB 

sehingga menurutnya dalam perkara tersebut terdakwa dapet bertindak selaku 

perseorangan dan dapat pula bertindak untuk dan alas nama korporasi (PT AUB). 

Lebih lanjut, dalam pertimbangan hukum mengenai unsur "rnelakuk:an perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi'1 pada putusannya 

itu~ Majelis Hakim secara tegas telah menyatakan bahwa kerugian negara harus 

ditanggnng oleh korporasi (PT Armada Usaha Bersama).34 

Selain itu, dengan mengli<.'U kepada ketentuan Pasal 20 ayat (7) UU 

No. 31 tahun 1999'', Majelis Hakim juga menyatakan bahwa pidana denda harus 

dikenakan kepada korporasi terSebut." Namnn dalam amar putusannya tersebut, 

yang nantinya dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi 

ll "Rekanan Bupati Kutai Mulai Diadili", Koran Tempo {22 Fehruari 2008) 
n "Rebman Busway Dlvonis Lima Tatum Penjara", Kompas {5 April2007) 
Jl l.ihat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

No. 19/PID.B/IPK/2006/PN.JKT PST tru!ggal 04 Apri12001, bal. 302. 
l'* Kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp.7 .237.061.972,32 (tujuh milyar dua mtus tiga 

puluh juta enam pu[uh satu ribu sembilan ratus tujuh pu!uh dua rupiah tiga puluh dua sen) barus 
di~ng oleh korpora.si (PT Armada Usaha Bemama). Ibid. 

5 Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhndap korporasi hanya pidana ilenda, dcngan 
ketentuan makslmum pi dana ditambah 1/3 (satu pertiga). Indonesia (b),loc. it. 

3li Majelis Hakim menyatakan bahwa pidana denda yang hams dikenakanldiganti kepada 
dan oleh korporasi tersebut adalah Rp,7,237.06L972,32 dita.mbah 113 (sepertiga) dari 
Rp.7.237.061.972,32 yaitu sebesa. Rp.2.4!2.353.990,77, sehlngga keselurubannya menjadi 
sebesar Rp,9 .649, 415.963,09 ( sembilan milyar enam mtus empat puluh sembilan juta empat :mtns 
1ima helas n'bu sembilan ratus enam pu1uh tiga rupiah sembilan sen). Lihat putusan No. 
19/PID.B/IPK/2006/PNJKT PSTtanggal 04 Apri12007, op.cit., baL 302. 
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terhadap putusan itu, Majelis Hakim temyata tidak secara tegas menjatuhkan 

pemidanaan terhadap korporasi (PT. AUB) sebagaimana telah diuraikannya dalam 

pertimbangan hukum di atas. Hal ini menjadi problematik bagi Pcnuntut Umum 

untuk melakukan eksekusl putusan tersebut. 

Gambamn ini menunjukkan bahwa walaupun sudah diakui secara tegas 

sejak sembilan tahun yang Jalu yaitu sejak ditetapkan dalam UU PTPK, ternyata 

penegakan hukum pidana terhadap korporasl daJam tindak pidana korupsi belum 

nampak secara jelas dalam praktek peradilan di Indonesia. 

Belum jelasnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi di 

Indonesia, tennasuk dalam perkara tindak pldana korupsi. akan menimbulkan efek 

teahadap penegakan hukum, terutama berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan 

oleh korporasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh I. S. Susanto dengan 

pernyataan 37
: 

Tidak adanya tindakan hukum yang berupa penjatuhan sa:nksi pidana 
terhadap korporasi bukan saja menghasilkan semakin meluasnya kejahatan 
korporasi, akan tetapi juga timbulnya pandangan bahwa kejahatan korporasi 
tidak membahayakan masyara.kat, dan akibat selanjutnya membentuk 
persepsi dan pandangan masyarakat yang bernt sebelah, yaitu bahwa 
kejahatan yang membahayakan dan mengancam kehidupan masya:rakat 
adalah- kejahatan warungan dengan pelakunya yang terutariJ.a berasal dari 
masyarakat bawah (the powerless). 

Pentingnya melakukan penegakan hukum pidana terhadap korporasi 

juga dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini dengan mengemukakan alasan­

alasan sebagai berikut ;38 

Pertama, seka1ipun korporasi dalam melaksanakan kegiatannya tidak 
melakukannya -Sendiri tetapi melalui ata.u oleh orang Jain atau orang-orang 
yang rnerupakan pengurusnya dan para pegawainya, namun apabila 
petbuatan itu dilakukan dengan maksud memberikan manfaat, terutama 
berupa memberikan keuntungan finansial atau pun menghindarkanl 
menguraogi kerugian finansial bagi korporasi yang bersangkutan. maka tida.k: 
adil bagi masyarakat yang dirug:ikan baik berupa kerugian nyawa, badaniah 
(menimbulkan kecacatan jasmani), maupun materiil apahila korporasi tidak 
harus ikut bertanggungjawab alas perbuatan pengurus atau pegawainya. 
Kedaa, bahwa tidaklah cukup hanya membebankan pertanggangjawaban 
pidaoa kepada pengurus korporasi alas tindak pidana yang dilakukannya 
karena pengurus ja:rang memilild harta kekayaan yaog cukup lU1tuk mampu 
membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya untuk: biaya sosial yang 
harus dipikul sebagai akibat perbua!annya itu. Ketiga, membebankan 
pertanggungjawahan pidana hanya kepada pengurus korporasi, tidak cukup 

31 L S. SUS8IItO (a), op. cit,, hlm. 86. 
JX Sutan Remy Sjahdeini, c_p. cit., haL 51-58 
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rnenjadi pendorong untuk dilakukannya tindakan--tindakan pencegahan 
(precautionary measures) sehingga mengurangi tujuan pencegafum 
(deterrence) dari pemidanaan. Keempat. pembehanan pertanggungjawaban 
pidana kepada korporasi aknn menempatkan a.set perusahaan ke dalam resiko 
berkenaan dengan perbua!an~perbuatan tidak terpuji dari para pengurus 
korporasi (harus memikul bcban pidana denda yang berat, kemungkinan 
dirampas oleh negara, dan lain~lain) sehingga akan mcndorong para 
pemegang saham dan para komisarislpeugawas korporasi untuk melakukan 
pemanlauao/pengawasan yanglebih ketat terhadap kebijakan dan kegiatan 
yang dilakukan oleh pengurus. 

Dalam praktiknya, tak dapat disangkal bahwa upaya penegakan hulrum 

terhadap korporasi merupakan kesulitan yang luar biasa bagi aparat penegak 

hukum (polisi dan kejaksaan). Selain merupakan bidang baru yang perbuatannya 

sangat sukar diketahui dan kalaupun diketahui untuk dibuktikan di muka 

pengadilan masih menghadapi banyak pennasalahan hukurn,39 juga belum adanya 

yurisprudensi dalam praktik peradilan Indonesia mengenai penuntutan 

pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, Padahal kerugian yang 

diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan korporasi sangat besar40 

Kesuli!an ini sesungguhnya telah diingatkan oleh krlminolog 

Mardjono Reksodipul:ro sejak belasan tahun yang lalu dengan menyatakan : 

Kesulitan dalam penegakan hukum ataupun pengendalian terhadap kejahatan 
korporasi sudah dapat dibayangkan, Pada umumnya dapat dikemba!ikan 
kepada dua permasalahan, pertama, korporasi, sebagai pelaku ksjahatan yang 
potensial, mempunyai "lobby" yang efek!if da!am usaha perumusan delik 
(atao pelutuusan kembali) tindak pidana yang dapat diancamkan lr.epada 
mereka m.isalnya dalam bidang perseroan ataupw bidang keuangau dan 
permodalan). Hal yang kedua adalah b.ahwa menentukan pertanggw1g~ 

jawaban pidana korpornsi maupun menentukan kesalaha.n korporasi (melalui 
pembuktian) tidak1ah mudah. Dibutubkan ahli-ahli yang khusus terdidik 
untuk hal ini. 41 

Konsep pemidanaan korporasi yang melakukan tindak pidana korupai 

seperti diatur dalam UU PTPK, hanya mengatur pidana denda sebagai pidana 

pokok (Pasal 20 ayat 7). Seeara konseptual, berkaitan dengan penjatuhan pidana 

39 Suk:ar diketahui, karena selalu dilakukan secara rahasia dan sering sekali korba.n 
kejahatan tidak rnengetnhui kerugian yang telah dialaminya. Sukar dicarikan bukti-bukti 
berdasarkan hukum. k.arena memang delik yang kbusus untuk kejabatan korporasi memang: sukar 
dibuat (dan a1mn tetap problematis) dan pula sulcar menentukan siapa yang harus bertaogguog~ 
jawab atas perlmatan kejahatan kotpornsi itu. Lihat Mardjono R.ek.sodiputro {c), op. cit., hal. 68. 

41) Kerugian tetsebut dialami oleh individu, masyaraknt dan negara. Ibid. 
" Manljono Rda!odipulro (d), "~ Kejehatan Kmporasi Untak Pembllngunan 

(Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan)", Ibid. hal. 133. 
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terhadap k01porasi perlu juga mempertimbangkan kerugian yang telah diakibatkan 

oleh aktifitas tindak pidana ini. 

Permasalahan Jain yang terkait dengan pengaturan korpornsi scbagai 

subyek tindak pidann dalam tindak pidana korupsi yakni mengenai pi"Oses 

penuntutan terhadapnya. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) sebagai hukurn fonnil maupun UU PTPK, tidak mengatur mengenai 

hal ini secara rinci. Dengan demikian maka kemungkinannya hal ini akan menjadi 

kendala, terutruna hagi aparat penegak hukum, untuk melakukan penegakan 

hukum terhadap korporasi. 

Sehubungan ha!Mhal tersebut di atas maka penting untuk melakukan 

penelitian penegakan hukum pidan& terhadap korporasi yang melakukan tindak 

pidana korupsi. 

1.2 Pokok Permasalaban 

Dengan mendasarkan pada uraian di atas maka permasalahan utama 

yang akan diteliti adalah mengenai penegakan huknm pidana terhadap korporasi 

dalam tindak pidana korupsi. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka 

penelitian ini akan dibatasi oleh pertanyaan-pertanyaan sehagai beriknt: 

1. Apa Jatar helakang pembuat Undang-undang merumuskan korpora.si sebagai 

subyek tindak pidana dalam UU PTPK? 

2. Bagaimanakah proses penuntutan pidana terhadap korporasi yang 

melakukan tindak pidana korupsi? 

3. Kendala apa saja yang diternui dalam penegakan huknm pi dana terhadap 

korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi? serta bagaimana upaya yang 

dapat dilakukan mengatasi kandala tersebut'l 

4. Apakah konsap pemidanaan terhadap korporasi dalam UU PTPK sudah 

memadai ditinjau dari perspektif penegakan huknm? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan dari penelitian yang telah di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah sehagai bcrikut : 

l. Mengetahui dan mcnganalisis Jatar belakang pembuat Undang-undang 

merumuskan korporasi sebagai subyek tindak pidana datam UU PTPK 

2. Mengetahul dan menganalisis proses penuntutan pidana terhadap korporasi 

yang melakukan tindak pidana korupsL 

3. Mengetahui dan menganallsis kenda!a yang ditemui dalam penegakan hukum 

pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi serta upaya 

yang dapat dilakukan mengatasi kendala tersebut. 

4. Mengetahui dan menganalisis konsep pemidanaan terhadap korporasi dalam 

UUPTPK. 

1.4 Kcgtlllaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh dua kegunaan, yaitu 

kegunaan praktis dan akademis: 

I. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran huknm 

seeara praktis mengenai latar be!akang pembuat Undang-undang merumuskan 

k01porasi sebagai subyek _tindak pidana dalam UU PTPK, proses penuntutan 

pidana tethadap korporasi yang melakukan tindak pidana kompsi, kendala 

yang ditemui dalarn penegakan huknm pidana terhadap korporasi dalarn 

perkara tindek pidana korupsi dan upaya yang dapat dilal..-ukan mengatasi 

kendala tersebut serta konsepsi pemidanaan terhadap korporasi dalarn UU 

PTPK. 

2. Kegunaan Akademis 

Hasil penelillan ini diharapkan dapat bennanfaat bagi kalangan akademisi, 

sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan terkait sistem peradilan 

pi dana. 
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1.5 Kerangka Teori 

Menurut Soexjono Soekanto, secara konsepsiona1, inti dan arti 

penegakan hukum terletak pada kcgiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

terjabarkan di dalam kaidahwkaidah yang mantap dan mcngejawantahkan dan 

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.42 

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitiannya Soekanto 

berkesimpnlan bahwa masalah pokok penegakan hokum sebenarnya terletak pada 

faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor~faktor tersebut scbagal 

berikut :43 

l. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja ; 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum ; 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ; 

4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum rersebut berlaku atau 

ditmapkan; 

5. Faktur kebudayaan, yakni basil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor tenJebut saling berl<aitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan-hukum, juga merupakan tolok ukua daripada 

efeklivitas penegakan hukum.44 Namun demikian, dalam penelitian ini dibatasi 

pada faktor hukum dan faktor penegak hukum. Hal inl, karena kedua faktur ini 

merupakan faktor yang utama dalam penegakan hukum. Dengan demikian, dalam 

penelitian ini akan memfokuskan pada pengkajian mengenai faktor hukuan 

(Undang-undang Pernberantasan Tindak Pidana Koropsi) dan peranan penegak 

hukum dalam menerapkan ketentuan penmdang-undangan dimakand, 

Berkaitan dengan faktor hukum (undang-undang), Soekanto 

mengemnkakan penyebab gangguan penegakan hukum mungkin disebabkan 

ka.rena :45 

n Soeljono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 
Radja GralindoPersada, 2007), bal. 5. 

43 Ibid., ba18. 
~Ibid., hal9. 
u Ibid., hall7~18. 
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1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, 

2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk 

menerapkan undang-undang, 

3. Kctidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan 

kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. 

Sedangkan terkait dengan faktor penegak hukum, utamanya penegak 

huk:um yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang 

mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, 

kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan, menurut Soekanto, pcmbahasan 

penting adalah mengenai rnasalah peranan penegak hukum, yaitu menyangkut 

diskresi. 46 

Di dalam penegakan hukum, mengutip LaFavre, Soerjono Soekanto 

menyebutkan diskresi sangat penting karena :47 

l. Tidak ada perundang-undangan yang sederniltian lengkapnya, sehlngga dapat 

mengatur semua perilaku manusia, 

2. Adanya kelamhatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan 

dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat sehingga 

menimbulkan ketidakpastian, 

3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang 

dikehendalti oleh pembentuk undang-undang, 

4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan pananganan secara khusus. 

Pada akhir penelitiannya, Soekanto menjelaskan behwa kelima faktor 

yang disebutkan di atas, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. 

Mungkln pengaruhnya adaleh positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di 

antara semua faltior tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik 

sentra1.48 

Berdasarkan konsep tersebut, dengan dernikian, penegakan hukum 

terhadap kotporasi dalam tindak pidana kompsi tidak dapat dipisahkan dari 

Sistem Peradilan Pidana. Menurut Mardjono Reksodipulro, sistem peradilan 

pidana (criminal justice system) adaleh sistem dalam suatu masyarakat untuk 

"ibid., haUl. 
411bid. 
"IbUI., hal. 69 
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rnenanggulangi masalah kejahatan.49 Sistern ini dianggap berhasil apabila 

sebagian besar dari Japoran maupun keluhan masyarakat yang menjadi kotban 

kejahatan dapat "diselesaikan", dengan diajukannya pclaku kejnhaton kc sidang 

pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. 50 

Oleh karena itu tujuan sistcm pcradilan pidana dapal dirumuskan 

sebagai berikut :51 

a. mencegah masyarakat menjadi korba.n keja:hatan; 

b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa 

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; 

c. mengusahakan agar mereka yang pemah melakukan kejahatan tidak 

mengulangi lagi kejahatannya, 

Sehubungan dengan hal tersebut, rnaka kornponen-komponen yang 

beke!jasama dalam sistem ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengudilan, dan 

(lernbagu} pemasyarakatan. Empat komponen in:i diharapkan beke!jasama 

membentuk suatu '"'integrated criminal justice system" ,52 Dengan demikian sistem 

peradilan pidana juga berkaitan erat dengan pernbahasan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini. 

1.6. Kerangka Konseptual 

Mernbicarakan masalah korporasi tidak bisa melepaakan pengertian 

tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab kotporn.si merupakan terminologi yang 

erat kaitannya dengan badan hukum (rechtpersoon) dan badan hukum itu sendiri 

merupakan terminologi yang era! kaitannya dengan bidang hukum perdata. 53 

Rudy Praselyo, sebubungan dengan kotporasi menyatakan babwa, kata 

kotporasi sebutan yang lazim diporgunakan di kalangan pakar hukum pidana 

untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya hukum 

perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda clisebut sebagai 

49 Mardjono Reksodiputro (e), «Sistem Pemdilan Pidana Indonesia (Peran Penegak: Hukurn 
Melawan Kejahatan", dalam 1fak Asasi manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan 
Karangan Buku Ketiga, (Jakarta : Pusat Pelayarum Keadilan dan Pengabdian Hukum (dlh 
Lembaia Kriminologi) Universitas Indcmesia, 2007, hal. 84. 

Ibid. 
st Ibid. 
52 ibid. 
53 Muladi. Dwidja Priyatoo, op.cil., hal 1:2. Hal ini juga dapat dilibat da1am Mard}ono 

Reksodiputro (b), op. cit., hal. 106, 
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rechtpersoon, atau yang dalam bahasa lnggris disebut legal entities atau 

corporation. 54 

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 

memberlkon pcngertian scbagai berikut: korporasi adalah kumpulan orang 

danlatau kekayaan yang tcrorganisasi baik merupnkan badan hukum maupun 

bukan badan hukum. ' 5 

Berdasarkan bentuk hukumnya. Sutan Remy Sjahdeini membedakan 

korporasi dalam arti sempit dan dahun arti luas. Dalam arti sempit, korporasi 

adalah badan hukum. Dalam artinya yang luas, korporasi dapat berbentuk badan 

hokum maupun bukan badan hukum."' 

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, korporasi dalam hukum pidana 

lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum 

perdata. Sebab korporasi bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, 

sedangkan menurut hukum perdata korporasi adalah badan hukum.57 

Dalam membahas mengenai k'liahatan korporasi, Mardjono 

Reksodiputro membedakan kejahatan korporasi dengan kejahatan lain pada 

umumnya. Menurutnya. perilaku kejahatan ini termasuk apa yang dikenal sebagai 

White Collar Crime (WCC)." 

Sebagaimana dikutip Reksodiputro, Sutherland (1949) seorang ebli 

kriminologi Amerika Serikat telah meneliti dan menulis tentang "while collar 

criminality", mendefinisikannya sebagai : '"a crime committed by a person of 

respectability and hig social status in the course of his occupatioli'.S9 WCC 

memang oleh Sutherland ditujukan kepada para pengnrus (manajer) perusahaan. 

Narnun dalam perkernbangan selanjulnya dianggap juga melaknkan perbuatan 

tercela dan karena itu harus dimintakan pertanggungjawabannya adalah 

perusahaan atau korporasi tempat para manajer tersebut bekerja. 

54 Rudy Prasetyo, "Perkembang:an Korporasi dalam Proses Modemisasi dan Penyimpa.nganw 
penyimpanganoya" • makalab disampaikan pada Seminar Na.sional Kejalmlan Korporasi. FH 
UNDIP, 23~24 November 1989, hal. 2. 

~~Indonesia (b}. op. cit .• Pasall angka 1. 
$4 Sntan Rerny Sjahdeini. op. cit., hat 43, 
fl Muladi, Dwidja Priyatno, op. cit., ha12()... 21 
" Kru!sepsi ini pertama kali d!petgunakan oleh Edwin !L Sutherland. Lilia! ' Mmrljono 

Reksodi,f.'!"' (e), op. cit., bal. 65. 
Mardjono Rek:sodiputro (f), "Kejahatan Korporui Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk 

Barn", indonesia Journal of Irrtemational Law, Volume l Nomor4 {Juli 2004'), hal. 694. 
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J. E. Sahetapy membagi kejahatan korporasi sebagai berikut : 60 

a. Ada korporasi yang didirikan secara legal dengan tujuan legal pula, namun 

dalam kegiatan aktivitasnya. mungkin atau terpaksa atau terdorong 

mcnjalankan suatu kegiatan yang kernudian dikualifikasikan sebagai kejnhatan 

korporusi, 

b. Ada pula korporasi yang tampak didirikan secara legal, padahal dinding 

luarnya saja yang Jegal, Tujuannya adalah meJakukan kejahatan) sehingga 

sejak semula muatan dan kegiatannya pun bersifat illegal yang ditutupi oleh 

dinding korporasi yang legal. 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian diperlukan guna mendapatkan data yang 

dipergunakan sebagai hahan pembahasan dan analisis untuk menjawab 

pennasalahan yang dirumuskan sahingga dapat dipercaya serta dapat 

dipertanggungjawabkan. Untuk kepentingan itulah maka metodologi penelitian 

yang digunakan terdiri dari sistematika sebagai berikut: 

1.7.1 Bentuk danJenis Penelitian 

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian ynridis norm.atif yang 

dilengkapi dengan penelitian empiris. Pemilihan jenis pene!itian ini 

didasarkan pada pernikiran bahwa pada dasamya' penelitian ini hendak 

menganalisis pandangan alat penegak hukum (Polisi, Jaksa/Penuntut Umum, 

Hakim dan Advokat) mengenai penegakan hukum pidana terbadap korpornsi 

dalam tindak pidana kompsi. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekalan historis 

dan komparatif. Pendekatan ltistoris diperlnkan untuk mendapatkan 

gambaran mengenai Jatar belakang perahuat undang-undang merumuskan 

korporasi sebagai subyek tiudak pidana dalam UU PTPK. Sedangkan 

pendekatan komparatif menjadi pentiug nntuk mengetahui perumusan 

subyek tiudak pidana korporasi dalam pernndang-undangan lain atan dalam 

rancangan peraturan nndang-undang. 

"'J. E. Saheiapy,K'qahatan Korporosi, (Bm>dung: PTEreseo, 1994), bal. 29. 
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L 7.2 Mctode Pengumpulan Data 

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sek:under dan da!a primer. 

a. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data utama dalam penelitian ini. Data 

sekunder diperoleh meJalui studi kepustakaan yang dikumpulkan dari 

sumber primer dan sumber sekunder berupa peraturan perundang­

undangan, rancangan perundang-undangan, putusan pengadilan, 

karangan ilmiah, Hteraturlbahan kepustakaan maupun bacaan dari media 

massa seperti majalah bukum, artikel dari surat kabar, karya tulis ilrniah, 

kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, hasil-hasi1 penelitian, hasi1 

seminar. naskah seminar, maupun buku-buku yang dapat digunakan 

sebagai informasi tambahan daJam penelitian ini. 

b. Data Primer 

Sebagai data pendukung maka data primer penelitian ini diperolch 

melalui penelitian lapangan dengan wawancara tetStruktur yang 

menggunakan· pedoman wawancara. lnforman yang diwawancarai 

berasal dari lembaga-1embaga yang terkait dalam penegakan hukum 

dimana fokus utamanya, antara lain 1 (satu) oranll penyidik tindak 

pi dana korupsi dari Mabes Polri, 2 ( dua) orang penyidik tindak pi dana 

korupsi dari Kejaksaan Agung, 2 (dua) orang Penuntut Umum Tindak 

Pidana Khusus Kejaksaan Agung dan 1 (satu) orang pcnuntut umum dari 

KPK, I (satu) orang bakim pada pengadilan tindak pidana korupsi serta 

2 (dua) orang akademisi. Sedangkan untuk mengetahui Jatar belakang 

penelapan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU PTPK 

maka telah dilakukan wawancara kepada I (satu) orang Tim Pcnyusun 

Rancangan UU PTPK Dalam me1akukan wawancara terncbut, peneliti 

menggunakan pedoman wawaneara yang berisi pertanyaan yang 

kemudian dikembangkan sesuai dengan jawaban dari informan. 

Putusan kasus PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) meropakan satu­

satunya kasus yang menjadikan lrorporasi sebagai terdakwa (terpisah 

dari pengurusnya). Oleh karcna pembahasan dalam penulisan ini 
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berkaitan dengan putusan pidana terhadap korporasi, maka telah 

dilakukan wawancara dengan 1 (satu) orang Jaksa/Penuntut Urnurn dan 

I (satu) orang advokat PT NMR tersebut sebagai bahan pendukung 

maupun perbaodingan. 

Di samping itu terdapat putusan yang berkaitan dengan penjatuhan 

pidana tcrhadap korporasi (al Jamaah al lslamiyah) dalam kasus 

Terorisme yang disidangkan di PN Jakarta Selalan dalam perkara alas 

nama terdakwa Zuhroni als Zainudin Fahrni als Oni als Mbah als Abu 

lrsyad als Zarkasih als Nu'aim dan terdakwa Ainu! Bahri als. Yusron 

Mahmudi als. Abu Dujana als. Abu Musa als. Sorim als. Sobirin als. Pak 

Guru als Dedy als Mahsun bin Tamli Tamami. Karena itu> telah 

dilakukan wawancara kepada Jak:sa/Penuntut Umum kasus tersebut 

terkait dengan pelaksanaan putusan itu. 

I. 7.3 Penyajian dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan data yang diperoleh dari lapangan 

kemudian dianalisis secara kualitatif selanjutnya dipaparkan. Analisis 

dilakakan seoara kualitatif karena data yang diperoleh dari penelitian 

lapaogan tidak dihitung secara statistik, melalokao dikailkan dengan teori­

teori dan peudepat para pakar yang diperoleh dari penelitian pustaka agar 

&pat menjelaskao atau menjawah permasalahan yang dikernukakan. 

1.8 Slstematika Penulisan 

Hasi1 penelitian ini ditulis dalam bentuk dan susunan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan Jatar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujnan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, 

kerangka konseptual dan rnetode penelitiao serta sisteroatika 

penulisan penelitian. 
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BAB II KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINOAK PIOANA DAN 
PERTANGGUNGJAW ABAN PIOANA KORPORASI. 

Pada bab ini dlbahas mengenai korporasi sebagai subyek tindak 

pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, konsep 

pcmidanaan bagi korporasi dan pertanggungjawaban pidana 

korporasi dalam praktik peradilan pidana. 

BAB III PllNEGAKAN HUKUM PIOANA TERHAOAP 
KORPORASI OALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 

Bab ini berisi ha:sil penelitian dan analisis mengenai latar 

belakang pernmusan korporasi sebagai subyek tindak pidana 

dalam UU PTPK, penuntutan pidana terhadap ko.porasi dalam 

tindak pidana korupsi, kendala penegakan hukum pidana 

terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dan 

upaya mengatasi kenda!a serta evaluasi konsep pemidanaan 

korporasi dalam UU PTPK. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran 

yang terkait dengan hasil penelitian dan analisisnya. 
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BAB II 

KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI 

Scbagai suatu kcnyataan sosiologis, pcngaruh korporasi dalam 

kchidupan masyurakat dewasa ini 111erupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri 

lagL Korpon1si telah mcmasuki bcrbugai \vilayah bidang kchldupan. Pendeknya, 

peranan korporasi dapat dirasakan dari pemenuban kcbutuhan sehari-hari sampai 

kepada pembangunan ekonoml. Kenyataan ini menunjukkan bahwa korporasi 

memegang peranan pcnting dalam kehidupan masyarakat. Selain memberikan 

kontribusi positif, tetapi juga tidak jarang dalam mencapai tujuannya. aktivitas 

korporasi telah menimbulkan datnpak negatif atau bahkan meJakukan kejabatan. 

SejaJan dengan dinamika ekonomi, sepak terjang korporasi pada awal 

tahun 1960-an mu1ai menjadi perhatian para ahli sosiai ekonomi. Fenomena dan 

sepak terjang korporasi itu telah berlangsung sebelum Perang Dunia ke-2~ namun 

studi yang sistematis dan mendalam baru dirnulai pada awal tahun itu.61 

Sementara itu di kalangan kriminolog, studi kritis terhadap peranan 

korporasi sudah dimulai setidaknya pada tahun 1939, melalui suatu pidato 

bersejarah Edwin H. Sutherland beJ:judul The White Collar Criminal. 61 Sahetapy 

mengemukakan bahwa pidato Sutherland itu didasarkan atas suatu peneJitian 

mengenai perilaku melawan hukurn dari 70 perusahaan di antara 200 "largest 

non-financial corporations".63 

Menurut Green, sebagaimana dikutip Sahetapy, terdapat tiga tujuan 

Sutherland ketika menyrunpaikan pidatonya itu. Pertama, Sutherland ingin 

menegaskan bahwa "white-collar criminality is real criminality" sebagai 

pelanggaran huku.m oleh para pimpinan korporasi, meskipun dalam lapangan 

hukum administrasi. Berbeda dengan "lower class criminalitl' yang merupakan 

pelanggaran terhadap hukum pidana yang diselesaikan melalui suatu sistem 

peradilan pidana (criminal justice system). Kedua, Sutherland ingin membantah 

61 Yusuf Shofie. Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi (Jakarta: Gbalia 
lndoncsia, 2002), bat 20. 

~ Pidato ini dipresentasikan pada tanggal27 Desember 1939 dal:am "' ..• at the thirthy-fourth 
annual meeting cf the American Sosirological Society in Philadelphia. Uhat : J. E. Sahetapy, 
ap.cit,haU 

H Ibid., hal 16 
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anggapan bahwa kejahatan berkaitan dengan kemiskinan yang menyebabkan 

orang melakukan kejahatan. Penegasan yang ingin disampaikan oleh Sutherland 

arlalah hahwa mereka yang bcrkeduduklln sosialnya terpandang dan yang 

dipandang tcrhormat, juga melakukan kejahatnn. Kctiga. konscp "1t'hi1e (;a/lar 

crime" itu ingin memberi dasar yang lebih kokoh bertalian dcngan it:orinya 

"differential association~'M yang dikemukakannya kurang lebih s:atu dckadc 

scbelumnya. 65 

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa konsep "white collar 

crime" {WCC) yang didefinisikan oleh Sutherland sebagai : "a crime commilled 

by a person of respectability and high social slaws in rile course of his 

occupation)) memang ditujukan kepada para pengurus {manajer) perusnhaan. 

Namun dalam perkembangan selanjutnya., perusa:haan atau korporasi tempat para 

manajer tersebut bekelja dianggap harus dimintakan pertanggungjawabannya 

juga. 66 Rumusan pengertian WCC di atas kemudian berkemhang dengan 

penambahan unsur "'penyalahgunaan kepercayaan" (violation oftmst).61 

Bertalian dengan itu maka pedu dil>cdakan : pertama, kejahatan yang 

dilakukan terhadap perusahaan (korporasi). Pada jenis ini, kejahatan dilakukan 

oleh pegawai atau anggota staf perusahaan. Artinya, pelaku melakukan untuk 

keuntungan pribadi dengan merugikan perusahaan tempatnya bekerja. Ini disebut 

<•occupational crime'' Kedua, kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan 

(korporasi) terhadap masyarakat, perusahaan lain ataupun terhadap pemerintah. 

Pelakunya adalah eksekutif perusah.aan untuk manfaat perusahaan dimana dia 

bekeija yang merugikan pihak ketiga. Ini disebut "corporate crime" (dan 

korporasi harus turut bertanggungjawab).68 

64 Sutherland memperkenal.kan "Differential Association Theory'' daiam bu.ku teksnya 
Principles of Cdminology pada tahun 1939. Sutherland menggunakan teori ini untuk menje1askan 
proses belajar tingkah laku kriminal melalui intetaksi sosial. Setiap orang, menurutnya, mungkin 
saja melakukan kontak (hubungan) dengan "definition favorable to violation of law" alau dengan 
"definition unfavorable to violation of law". Teorl ini didasarkan pada sembilan preposisi (daHl). 
Lihat: Topo Santoso, Eva Acbjani Zuifa, Kriminologi (Jakana: PT RajaGrafmdo Persada, 2006), 
haL 74-75. 

65 Sahetapy., op, cit., hal. 19-:W 
66 Mardjono Reksodiputro (c), op. cit., bal. 65. 
67 Mardjono Reksodiputro (f), op. cit., bal. 694. Dapatjuga dibaca: Edwin H. Sutherland, 

White Collar Crime (New York; The Dryden Press. 1942}, Chapter IX, p. 153-158. 
c>a Mardjono Reksodiputro (g), "Penyidika.o. Tindak Pidana Ekonomi'\ da1am Bunga. Rampaf 

Pennasalahan Dalam Sisiem Peradilan. Pidana, Kumpulan Kanmgan Bul11 Ketimn, (Jakarta: 
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Kejahatan korporasi umumnya berhubungan dengan kegiatan ekonomi 

ataupun kegiatan yang berkaitan dengan dunia bisnis (b11sincss related activities). 

Korbunnyu bbm perusahann sendiri, perusahaan lain, pemerintah ataupun 

masyarakat um.um {publik).6
'
1 Oleh kanma dulum kejahatan yang berkaitan dengan 

tindak pidana korupsi, darl sisi hukum kcrugian keuangan negara (pemerintah) 

selalu menjadi Uilsur pcnting, maka dalarn hal ini negara (pcmcrintah} pun 

merupakan salah satu korbarmyn. Dari sisi masynrukat, pcrbuatan korupsi 

dianggap merugikan masyarakat, meskipun secara tidak lnngsung. 

2.1 Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pi dana 

Kejahatan korporasi juga telah menjadi perhatian internasionaL 

Kongres PBB V ten tang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum 

(The Prevention of Crime and Treatment of Offender) tahun 1975 di Jenewa 

kemudian dipertegas kembali dalarn kongres PBB VII (1985), mengingatkan 

bahwa terdapat kejahatan·kejahatan bentuk baru yang dilakukan o\eh korporasi 

yang digerakkan o\eh pengusaha terhormat yang membawa dampak yang sangat 

negatif pad a perekonomian negara yang bersangkutan.10 

Dalam kaitannya dengan perilaku korporasi (melalui pengurosnya) 

yang dapat mengganggu pemhangunan ekonomi di Indonesia, kriminolog 

Mardjono Reksodiputro menyebut koropsi sebagai salah satu kejahatan 

konvensional yang '1-awan" dintervensi oleh kejahatan korporasi. Berkorelasi 

dengan itu. pengertian korupsi tidak hanya terbatas den gun penggelapsn keuangan 

negarn, tetapi juga penyuapan (bribery) dan pemberian komisi (kickbacks) yang 

dilakukan oleh korporasi untuk memperoleh proyek-proyek.11 

Peringatan yang disampaikan oleh Reksodiputro pada limabelas tahun 

yang lalu dalam Seminar Sehari "Dampak Kejahotan KoJ.llorasi Terhadap 

Pembangunan" yang dise\enggarakan Pusdiklat Kejaksaan Agung Rl di atas, 

akhlr-akhir ini telah menjsdi kenyataan. Fakta mengenai hal ini diantaranya 

Pusat Pelayanan KeadUan dan Pengabdian Hukum {d!h Le:mbaga Krimlnologi) Universitas 
Indonesia, 2007), bat 148-149. 

li? Ibid. 
10 Dwidja Priyatno, Kebijakiln Legislasi Tentang Sistem .Pertanggungjawaban Pitlana 

Korporasi di Indonesia (Bandung: CV. Utomo, 2004), haL 2. 
11 Mardjono Reksodiputro (d), op. ciL, hat 132, 
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terlihat dalam perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 72 

Pada tahun 2008, KPK mclakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi 

(TPK) terhadap 53 perkara, Dari jumlah perkara itu, 12 perkara melibatkan 

pengurus korporasi sebaga.i tersangka. Perkara TPK yang berkaitan dcngan 

penyuapanlpenerimaan suap maupun pemherianlpenerimaan komisi sebanyak 12 

perkara. Pada kegiatan penuntutan (43 perkara}. 14 pcrkara yang ditangani 

berkaitan dengan penyuapanlpenerimaan suap, pemberianfpenerimaan komisl" 

Sebanyak 7 perkara melibatkan pengurus korporasi sebagai terdakwa. 

Meski demikian, faktanya hingga sekarang penuntutan pidana dalam 

perkara tindak pidana kornpsi yang melibatkan korporasi masih terbntas terhadap 

pengurus korporasi (Direktur Utama, Direktur atau Komisaris). Sedangkan 

terhadap korporasinya belum tersentuh. Nampaknya terdapat kesulitan (atau 

keraguan?) di kalangan aparat penegak h\d<Um menuntut pertanggungjawaban 

pidana terhadap korporasinya. 

2.1.1 Pengertian Korporasi 

Secara harfiah korporasi (corporatie, Belanda). corporation (fuggris). 

corporation (Jennan) berasal dari kata ~·corporatio" dalam baha<ia latin. Seperti 

halnya dengan kata-kata Jain yang berakhir dengan "tid\ kata '"corpOratio" 

sebagai. kata benda (substaniivum) berasal dari kata kerja "'corporare" yang 

banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. 

"Corporare" sendiri berasal dari kata "corpus" (Indonesia = badan) yang berarti 

memberikan badan atau membadankan. Dengan demik:ian "corporatio'' itu berasal 

dati basil pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang 

diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang 

terjadi menurut alam. n 

Membicarakan masalah kOiporasi tidak bisa melepaskan pengertian 

tersebut dati hidang hukum perdata." Korporasi merupakan terminologi yang erat 

kaitannya dengan badan hukum (rechtpersaon) dan hadan hukum itu sendiri 

merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. 

n Komisi Pemberantasan Korupsi, op.cit., haL 28-39. 
13 Soetan K Malikoel Adil, Pembaharuan Hukum Perdaia Kita (Jakarta: PT. Pembangunan, 

1995), bat. 83. 
14 Muladi, Dwidja Priyatno, op.cit., hat 106. 
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Rudy Prasetyo menyatakan bahwa kata korporasi merupakan sebutan 

yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa 

yang biasa daiam bidang hukum. la\n khususnya hukum pcrdata, scbagai badau 

hukum, utau yang dalam bahasa Bclanda dlsebut sebagai rechtpersoou, atau yang 

dalarn bahasa Jnggris disebut legal cmilies atau corporatio11. Sccara istilah 

korporasi diartikun scbagai suatu gabungan orang yang dulam pcrgaulan hukum 

bertindak bersnrna-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. 

Korporasi adalah badan hukum yang beranggota scrta memi!iki hak dan 

kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajlban anggota masing-masing.75 

Pengertian korporasi dalarn Black's Law Dictionary diartikan sebagai: 

An Entity (usually a bussines) having aurhority under law to acl as a single 
person distinct from the s!Jareltolders who ow11 it and /raving riglrts to issues 
stock and to exist indefinitely, a group or succession of persons established 
in accordance with legal niles into a legal or jrtristic person that has legal 
personality distinct from the natural persons who make i1 up. Exist 
indcifinitely apart from llrem, and has tire egal powers that is comtitution 
gives it. 16 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korporasi : (1) badan 

usaha yang sah; badan hukum; (2) perusahaan atau badan usaha yang san gat besar 

atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai suatu perusahaan 

besar.17 

Sa!jipto Raha.-djo mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan basil 

ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari >~corpus'\ yaitu 

struk:tur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur "animus'' yang 

membuat badan itu mempunyai kepribadian. Olah ka.-ena badan hukum itu 

merupakan ciptaan hukum., kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga 

ditentukan oleh hukum.'8 

Pengertian korporasi dapat juga ditemukan dalam perumusan undang~ 

undang. Dianta.-anya, pada UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Pesal I 

butir 13) yang memuat rumusan serupa UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 

ts Rudy Prasetyo, op.cit .• hlm 2. 
70 Bryat~ A.Gamer, (Editor in Chief}, Black's Law, Seventh Edition, (St.Paul, Minim: West 

Publishing Co.,l999), baL341. 
n Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2001 ). hat596. 
7t Satjipto Rahardjo (a),I/mu Hukum (Bandung: Alunmi,l986), hal.J 10. 

Universitas Indonesia 
Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth, FH UI, 2009



29 

(Pasal 1 butir 19) berbunyi : Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari o:rang 

dan/atau kekayaan, haik merupakan badan hukum maupun bukan. 

Rumusan istilah "korporasi'' dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pcmbenmtasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diu bah dengan UU No. 

20 Tahun 200! (Pasa! ! angka !) mirip dengan rumusan pada UU No. !5 Tahun 

2002 tcntang Tindak Pidana Pcncucian Uang scbagaimana telah diubah dengan 

UU No. 25 Tahun 2003 (Pasa! I angka 3) dan \JU No. 15 Tahun 2003 tentang 

Penetapan PERPU No. ! Tohun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorismc Menjadi Undang~undang (Pasal l angka 3}. Demikian juga Rancangan 

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal I angka I) memberikan defirtisi 

serupa, yakni: korporasi adalah kumpulan orang dan!atau kekayaan yang 

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 

Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(Rancangan KUHP) mencantumkan pengertian istiloh korporasi sebagai 

kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan 

bukum maupun bukan baden hukurn.79 

Meskipun berbeda dalam peristilohannya, UU No. 8 Tohun 1999 

Ten tang Perlindungan Konsumen (Pasal I angka 3) menyebut sebagai berikut: 

Pela.ku usaba adalah setiap orang perseorangan atau bada.n usaha, baik yang 
berbentuk. badan hulrum maupun bukan badan huknm yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukwn negarn 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersaroa~sama me1aiui peijanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonorn.i. 

Demikian juga dengan rumusan yang terdapat dalam UU No. ! 1 

Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi E1ektronik (Pasal I angka 22) tidak 

menyebut istiloh "kmporasi" melainkan menggunakan istiloh "badan usoha": 

Badan Usaha adllloh perusahaan peroeorangan atau pcrusohaan pernekutuan, 
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, 

Pada beberapa undang-undang ditemukan tidak terdapat adanya 

perumusan mengenai batasan korporasi, melainkan hanya menyebut bentuk~ 

bentuk koi]>orasi {seperti: badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau 

7'J Rancangan KUHP Pasal 182 (Draft Tahun 2008). Dmft ini bersumber dari website : 
www.Jepli!retrug yang diterhitkan dan dikelola oleh Ditjen. Pcraturan Perundang-undangan 
D"!lartemen Hukum dan HAM. 
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organisasi lain). Padahal peraturan itu, disamping rnenyebut korporasi sebagai 

tennasuk subyck hukum (selain perorangan), juga berisi ketentuan mengenai 

pertanggungjawaban pidam:mya. Perumusan dcmikiau akan menimbulkan 

pennasalahun dalam praktek penuntutan pidana terhadap korpomsi. Sclain 

menimbulkan penafsira.n yang berbeda (terulama pcncgak hubm1), hakim juga 

dituntut untuk menetapkan pengertian atau batasan korporasi (lerbatas pada 

undang-undang yang bersangkutan) dalam putusannya. 

Perumusan demikian, dlantaranya ditemukan pada UU Tindak Pidana 

Ekonomi No.7 Drt Tahun 1955 dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Pasal I angka 24 UU No. 23 Tahun 1997 menyebut: "Orang 

adaiah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang. dan/atau badan hukum''. 

Sedangkan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dirumuskan 

dalam ketentuan Pasal 46, yaitu : 

Jika tindak: pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini d11akukan oleb. atau 
atas nama suatu badan hukum. perseroan. perserikatan, yayasan atau 
organisasi lain. tuntutan pidana dilak:ukan dan sanksi pidana serta tindakan 
tala tertib dijatuhka.n baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, 
yayasan atau organisasi lain ters:ebut maupun terhadap mereka yang memberi 
perinlah untuk meJakukan tindak pidana tersebut atau yang bcrtlndak sebagai 
pemimpin da!am perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. 

Perurnusan mengenai istilah ••korporasi" di herbagai undang-undang di 

atas memperlihatkan terdapat adanya pengertian yang beroeda-beda. Gambaran 

101 menunjukkan ketidakkonsistensinya pembuat undang-undang dalam 

peromusan peristilaha.n undang-undang. Pada rnasa mendatang, sudah sernestinya 

pengertian yang beragam tersebut disinkronisasikan sehingga dengan demikian 

tidak bersifat multi-tafsir (terutama bagi penegak bukum) yang akhimya akan 

mempengaruhi proses penegakan hukum (pidana) dalam sistem peradi!an pidana. 

Merujuk pada uraian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pada 

dasamya korporasi merupakan gabungan atau kumpulan orang yang membentuk 

suatu badan, baik berbadan hukum dan bukan badan hukum. Dengan demikian, 

pengertian korporasi dalam hukum pidana dapat dipandang lebih luas 

pengertiannya dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. 

Menurut hukum perdata, pengertian korporasi dibatasi berbentuk badan hukum."' 

m Muladi, Dwidja Priyatno, op. cit., hal 'l0-21. 
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Berkaitan dengan uraian tersebut. L S. Susanto mengemukakan clri 

penting korporasi, sebagai berikut: 81 

l. Mcrupakan subjek hukum buatan yang memiliki kcdudukan hukum kbusus. 

2. Mcmiliki jangka waktu hid up yang tak tcrbatas. 

3. Mcrnpcro!ch kekuasaan (dari negara) untuk mclakukan kegiatan bisnis 

tettentu. 

4. Dimiliki olch pemegang saham. 

5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerughm korporasi biasanya 

sebatas saham yang dimilikinya. 

Selain dapat dibedakan sebagai badan publik dan badan swasta, 

berdasarkan bentuk hukumnya, korporasi dapat dibedakan dalam arti sempit 

maupun dalam arti luas. Dalam arti sempit, korporasi adalah badan hukum. Dalam 

artinya yang luas, korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan 

hukum, Dengan demikian. menurut Sjahdeini, bukan saja badan~badan hukum 

seperti perseroan terbatas~ yayasan, koperasi, atau perlrumpulan yang telah 

disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut 

hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer (CV) dan persekutuan 

{maatschap), yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu 

badan hukum. Juga termasuk dalam pengertian itu, sekumpulan orang yang 

terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melak:ukan perbuatan-perbuatan hukum, 

misalnya melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial 

yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut 82 

Berkaitan dengan kmporasi yang berstatus bukan berhentuk badan 

hukum, timbul partanyaan bagaimana penerimaannya dalam praktek peradilan 

(pidana)? Jawaban alas pertanyaan ini, menurut penulis penting mengingat 

kenyataannya daJam masyarakat terdapat ·~kumpu1an orang atau organisasi'), yang 

statusnya !idak berl>adan hukum dan kemungkinan dapat terlibat dalam 

melakukan tindak pidana. Tentunya dapat dibayangkan kesulitan untuk 

menentukan status suatu .. kumpulan orang atau organisasi" tersebut dalam 

kaitannya dengan pengertian "korporasi". Hal ini menyangkut partanyaan, apakah 

31 I. S, Susanto (b), Kejah.atan Korporasi (Semarang: Bada.n Penerbil Universitas 
Dipon1oro, 1995), hal.l5. 

Sutan Remy Sjahdeini, op. cil., hal. 43-4:5. 

Universitas Indonesia 
Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth, FH UI, 2009



32 

tcnnnsuk bentuk korporasi atau bukan. Singkatnya, kriteria apakah yang 

diperlukan u:ntuk dapat dikatakan "kumpulan orang atau organisasi" itu sebagai 

·"korporusi" dalatn pengertlan hukum? 

Dalam perkembangannya, prnktek peradilan pidana temyata telah 

mencrima organisasi a/ Jamaah allslamiyalt scbagai tem1asuk daiam pengertian 

'
1korporasi''.83 Mengenai hal ini. Majclis Hakim dalam pertimbangan hukut:nnya 

menyatakan : 

Menimbang, bahwn pembelaan tersehut menurut hemal Majelis hanyalah 
sebagai pengabura:n makna dari organisasi atau korpornsi sebagaimana 
dimaksud dalam Undang~undang tcntang Pemberanrasan Tindak Pidana 
Terorismc, padahal kenyataannya di dalam organisasi (a/ Jamaah a/ 
lslmm)'ah, pen) tersebut, sudah pasli tidak terdaftar pada lcmbaga resmi 
pcmerintah, namun mempunyai struktur dan pembagian tugas (job 
description) yang jelas.S4 

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut, diperoleh 

kesimpulan bahwa menurut pengadilan kriteria suatu "kumpulan orang atau 

organisasi" bukan berbentuk badan hukum untuk dapat disehut tennasuk dalam 

ruang lingkup pengertian llkorporasi~' adalah pertama, mempunyai struktur dan 

kedua, terdapat adanya pembagian tugas (job description) yang jelas. Dengan 

demikian, pengadllan telah melakukan terobosan hukum dalam memecahkan 

permasalahan di atas. 

Berkaitan dengan putusan pengadilan pidana tersebut~ Matdjono 

Reksodiputro rnenyatakan sependapat bahwa pengertian korporasi harus diartikan 

luas yaitu juga meliputi korporasi yang tidak berbentuk badan hukum. Di sarnping 

itu, propinsi dan kabupatenjuga tennasuk dalam pengertian korporasi. 85 

Dalam penulisan ini, fukus penelitian adalah korporasi dalam arti 

sempit (berbentuk badan hukum). Terutama kajian akan dibatasi pada korporasi 

berbentuk Perseroan Terbatas (perseroan). Pembatasan ruang lingkup pengkajian 

dan pembahasan ini mengingat keterbatasan waktu penelitian dan berdasarkan 

n Putusan PN Jakarta Sela!.ao No. 2191/Pid,B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal2I Aprll200& dalam 
perlwa atas nama terdakwa ZUHRONI als ZAINUDIN FAHMI als ONI als M:SAB: als ABU 
IRSY AD aJ, ZARKASUl ALS NU' AIM. Bandingkan juga dengan Putusan PN Jalwta Selatan 
No. 2139/Pid.Bf20071PNJkt.Sel tanggal21 April200S datam perkara atas nama terdakwa AINUL 
BAHRl als. YUSRON MAHMUDI aUt ABU DUJANA a1s. SORIM als. SOBIRIN als. PAK 
GURU als DEDY als MAHSUN BlNTAMU TAMAMI. 

u PutusanPN Jakarta Sel.atan No. 2l91/Pld.B/2007fPN.Jkt.Se1, ibid., hal. 89. 
ts Pendapat Prof. Matdjono Reksodipu1ro, SH, MA ternelmt disampaikan pada sldang ujlan 

tesis tanggaliO Juli 2009. 
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pengamatan penulis bahwa eksistensi perseroan dalam aktifitas pcrekonomian di 

Indonesia sangat mendominasi. Alasan lainnya, berupa alasan praktis. 

Mcntlasarkan pada jenis tindak pidana (dclik) dalam perkara tlndak pidana 

korupsi, maka hmnpir tidak n1ungkin dapat dilakukan oleh korporasi yang 

statusnya bukan berbentuk badan hukum. Meski dcmikian tidak mc:nutup 

kcrnungkinan hal tcrsebut bisa tcrjadi. Karena itu. walaupun sifatnya terbatas, 

selain hcrbcntuk pcrseroan, korporasi yang bukan berbentuk badan hukum juga 

akan dibahas tctapi dalam skoJa tertentu saja. 

Kebcradaan pcrscroan diatur dcngan UU No. 40 Tahun 2007 tentang 

Pcrseroan Terbatas. Berkaitan dengan pengertian istilah ""korporasi", UU ini 

menggunakan istilah 1'Perseroan Terbatas (perseroan)". Dalam ketentuan Pasal 1 

angka I istilah itu dia.rtikan sebugai berikut : 

Perseroa.n T crbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum 
yang mcrupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 
melakukan kegiatan usah:a dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi 
dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang­
Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 

2.1.2 Perkembangan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana 

Timbulnya kejahatan yang melibatkan korporasi tidak dapat dilepaskan 

dati pertumbuhan korporasi itu sendiri. Konsep korporasi sebagai subyek hukum 

pidana merupakan perkembangan yang diakibatkan adanya perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam masyru:akat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada 

masyarakat yang sederhana, kegiatan usaha hanya dijalankan secata perorangan. 

Namun karena mengalami perkembangan yang menimbulkan kebutuhan untuk 

mengadakan kerja.sama dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal-hal yang 

merupakan faktor pertimbangan untuk mengadakan keljasama kegiatan-kegiatan 

usaha itu, mungkin atas dasat "terhimpunnya modal yang lebih besar, atau 

maksud tergabungnya ketrampilan sehingga akan lebih berhasil dibanding jika 

dijalankan secara perorangan, dan m1.utgkin pula atas pertimbangan dapat 

membagi resiko kerugian ... 86 

Pemikiran pemberian status subyek hulrum khusus berupe badan 

tersebut, dalam perkembangannya dapat teljadi karena berbagai macrun alasan 

dan motivasi. Diantaranya, untuk memudahkan menentukan siapa yang harus 

s.E Rudi Prasetyo, op.ciL, bal. 3 
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bertanggungjawab diantara mereka yang terhimpun dalam badan tersebut, yakni 

secara yuridis dikonstruksikan dengan menunjuk badan hukum sebagai subyek 

hokum yang haru.s bcrtanggungjawab. H7 

Berhubungan dcngan itu, J. E. Sahetapy mcngcmukakan bahwa pada 

awalnya yang menjadi sorotan dalam kejahatan korporasi ialah perbuatru1 -­

apakah itu suatu perbuatan tidak bennorat atau tidak etis, suatu tindak pi dana atau 

hanya suatu perbuatan sosial ekonomi yang kurang terpuji--kemudian dalam 

perkembangannya, perhatian diarahkan pada manusia yang melakukan perbuatan 

kejahatan korporasi tersebut" Dengan demikian telah terjadi pcrubahan "wajah 

pelaku kejahatan" dari wajah "manusia" menjadi wajah ·'korporasi, badan 

hukum".a9 

Pertumbuban yang akhimya memberikan pengakuan dan penerimaan 

korporasi sebagai subyek tindak pidana (tanggung jawab pidana korporasi) pada 

dasarnya dapat dihedakan atas tiga tahap: 

TAHAP PERTAMA 

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar perbuatan pidana yang dilakukan 

badan hukum, dibatasi pada perorangan (natuurlijk persoon). Sejak KUHP tahun 

1389 dibentuk, pembentuk undang-undang telah memulai memasukkan dalarn 

beberapa peraturan dan undang-undang khus~ tertentu1 hmmgan-larangan dan 

perintah·perintah terhadap para pengurus yang bertanggungjawab, berupa 

kewajiban~kewajiban, supaya rnereka itu menjamin pelaksanaan peraturan­

peraturan tersebut dalam badan atau perusahaan yang dipimpinnya. Pada tahap 

ini, konsep behan "tugas mengurus" (zorgplicht) suatu "kesatuan-orang" atau 

korporasi berada pada pengurusnya. Dengan begitu, maka apabila pengurus tidak 

memenuhi kewajiban yang mernpakan beban "kesatuan-orang~~ atau korporasi itu, 

maka penguruslah yang bertanggungjawah menurut hukum pidana. 90 Dengan 

demikian, apabila snatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka 

suatu tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. 

01 I, S. Susanto (c), "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam 
Kegialan Ekonomi Masyarnkat dan Penanggulangannya", Makalah Semlnar Nasional "Penman 
Hukum Pidana Dalam Mennnjang Kebijakan E:konomi", Semara.ng, 7 Desember 1990, haL 4. 

811 J. E. Sahetapy, op.cil., hal. 4 
119 Mardjono Reksodiputro (f). op.clr., hal. 69&. 
90 Mardjono Reksodiputro (b), op.cit., hal.99. 
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TAHAPKEDUA 

Tahap lnl ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia l datam 

pcrumusan undang-undangj bahwa suatu pcrbuatan pidana dapat dilakukan olch 

korporasi. N::unun tanggungjawab untuk itu mcnjadi bcbm1 dari pcngurus badan 

hukum tcrsc:but. Terutama dikaiikun kenyutaan prakteknya, konsep di utas tersebut 

menimbutkan pennasalahan hcrkaitan dengan pertanyaan: bagoimana kalau 

kctentuan pidana yang bcrsangkutan menmng tclah memberikan k:ewajiban 

kepada seon:mg pemilik perusahaan atau pengusaha, sedangkan pemilik atau 

pengusahanya adalah korpomsi, akan tetapi ketentuan pidana 1ersebut tidak 

me1~yatakan bahwa penguruslah yang harus bertanggungjawab. Dalam hal ini, 

siapakah yang harus dianggap sebagai pelaku tindak pidana itu? Untuk mengatasi 

hal tersebut, menurut Mardjono Reksodiputro. timbul ajaran kedua yang 

menyatakan bahwa "korporasi dapat diak:ui sebagai pelaku (dader), tetapi 

pertanggungjawaban pidananya (penuntutan dan pemidanaan) berada pada 

pengurus"." Berkaitan dengan hal ternebut, ditegaskannya ketentuan Pasal 59 

KUHP harus ditafsirkan menurut ajaran kedua ini, yaitu bahwa korporasi dapat 

melakukan lindak pidana1 hanya saja pertanggungjawaban pidananya dibebankan 

kepada pengurus. Sehingga yang dapat dihapus pidananya hanyalah pengurus 

yang dapat membuktikan dirinya tidak terlibat92 Secara perlahan-lahan tanggung 

jawah pidana beralih dari anggota pengums kepada mereka yang memerintahkan, 

atau kepada mereka yang secara nyata memimpin melakukan perbuatan yang 

dilarang tersebut Tegasnya, pada tahap kedua inilah korporasi sudah diak:ui dapat 

sebagai pelaku namun pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada 

pengurus korporasinya. 

TAHAP KETIGA 

Perkembangan selanjutnya ditunjukkan dengan adanya pengak:uan tegas bahwa 

korporasi dapat menjadi pelak:u tindek pidana dan sekaligus bertanggungjawab 

atas tindakan tersebut. Ajaran ketiga ini tampak pada peraturan-peraturan 

yang berada diluar KUHP .93 Dalam tahap ketiga ini dibuka kemungkinan 

9t lbid. 
91 Ibid, 
91 ibid,, hallOO 
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untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggun,gjawabannya menurut 

hukum pidana. !ni dapat dilihat dengan berlakunya UU No. 7 Drt Tahun 

1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang mengambil alih Undang-Undang 

Delik Ekonomi Belanda lahun 1950 (Wet op de Economische Delicten). 

Alasan lain'J4 adalab karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal 

keuntungom yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat 

dapat dcmikian besamya, schingga tidak akan mungkin seimbang bilamana 

pidana hanya dijatuhkan kcpada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan 

balnva dengan hanya memidana para pengurus tidak alau belum ada jaminan 

bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan rnemidana 

korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, 

diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan. 

Menurut Muladi, sebenamya sekaJipun masih bernpa konsep 

Rancangau KUHP, terdapat pcrkembangan TAHAP IV, yaitu melembagakan 

perkembangan yang ada di luar KUHP, dengan mengatur pert.anggungjawaban 

korporasi secara umum dalam Buku I KUHP, sehingga berlaku untuk semua 

tindak pidana.9:> 

Perkembangan di Belanda bertalian dengan dapat dipidananya 

korporasi dapat dilihat pada waktu sebelum dan sesudah tahun 1976. Tahun 1976 

dapat dikatakan sebagai tonggak s~arah, sebab melalui Undang-undang tanggal 

23 Juni 1976 (Stb. 377, mulai berlaku l September !976) sifat dapat dipidananya 

korporasi sebagairnana diatur dalam bagian umum KUHP Belanda dianggap 

berlaku untuk keseluruhan sistem hukum pidana. Pada saat yang sama, semua 

peraturan lain yang secara langsung menetapkan korporasi sebagai pihak yang 

dapat dipidana juga dihapuakan, termasuk peraturan-peraturan yang menetapkan 

pengurus sebagai pihak yang harus bertanggungjawab alas tindak pidana yang 

dilakukan korporasi.96 

94 Dwidja Priyatno, Op.Cil., hal. 24-29. 
91 Muladi, ''Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal 

Liobifif)J)", makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana 
Dalam Kebijakan Publik dari 1'indak Pidana Korupsi", Semamng, 6~7 Mei 2004, haL 16. 

* Jan Remmelink, Rukum Pidana (Komentar atos Pami-Pasal Te~penting dan' Kifab 
Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kftab Undang-undang Hukum 
Pi dana Indonesia), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.all02. 
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L 1.3 Korporasi dalam Hukum Pidona Indonesia 

Pencmpatan korporasi sebagai subyek dnlam hukum pidana tidak Jepas 

dari modemisasi sosial. 97 Dalam kaitun dcngan hai tersebut, Satjipto Rahardjo 

mengemukakan bahwa modemisasi ::;:osial membaw:1 dampak terhadap .sistcm 

sosial, ckonorni dan po!itik. Hat ini bcrakibat tcrdupntnya kebutuhan akan sistem 

pcngendalian kehidupan yang formn! dalam bentuk pemturan yang jelas dan 
" • ')/! terpenncL 

Perubahan bentuk masyarakat Indonesia dari masyarakat agrans 

menjadi masyarakat .inrlustri, juga bcrpcngaruh terhadap pcrubahan wajah 

kejahatan. Masyarakat industri akan memiliki wajah kejahatan yang berbeda 

dengan masyarakat agraris sehingga pada era industrialisasi wajah kejahatan akan 

berbeda dengan kejahatan sebelumnya. Berkaila.n itu, L S. Susanto 

mengemukakan ciri-ciri masyarakat industri, antara lain: 99 

a. meningkatnya kebutuhan modal dalam jumlah yang besar sehingga 
meningkatkan usaha untuk mengumpulkan dan meletakan pemilikan 
(uang} di tangan orang lain; 

b. meningkatnya ketidakseimbangan dalam pembagian pendapatan dan 
menumpuknya kekayaan dalam jumlah yang besar di tangan sebagjan 
kecil masyarakat; 

c. perubahan dalam pola pem.Hikan, yaitu dari m11ik yang dapal dilihat 
seperti tanah, rumah ke datam kekuasaan dan hak-hak yang lidak. tampak 
seperti saham dan surat-surat berharga lainnya; 

d. teJjadinya perpindahan pemilikan, yakni dari milik pribadi ke milik 
k.Qrporasi; 

e. keglatan ekonomi yang berorientasi ke pasar (internasional); 
f. semakin meluasnya dan berkuasanya korporasi sebagai pelaku da1am 

kehldupan ekonomi dan sosial, 

Perkembnngan pengakuan dan penerimaan korporasi sebagai subyek 

hukum pidana di Indonesia tidak dapat diiepaskan dari KUHP Belanda (Sr.). 

Sehagaimana dijelaskan oleh Remmelink, pada awalnya, pembuat undang-undang 

berpandangan bahwa hanya manusia (orong per oranglindividu) yang dapat 

menjadi subjek tindak pidana. Jadi korporasi tidak dapat menjadi subjek tindak 

pidana. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 Sr. (Pasal 

59 KUHP) terutama dari cara delik dimmuskan (yang selalu dimulai dengan frasa 

91 Muladi, Dwidja Priyatno, op. cit, hal. 28 
95 Saijipto Rahardjo (b),llukum, Masyarakat dan Pembangtman (Bandung; Alumni, 1980), 

bal. 34. 
99 I. S. Susanto (a), op.cit., hal. 15. 
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ilij die, "barangsiapa'). Dari tinjauan sejarahnya terungkap kenyataan bahwa 

gagasan menuntut pcrtanggungjawaban pidana korporasi ditolak dengan merujuk, 

antara lain, pada ungkupan tmfversitas delinquere non polesl (korporasi tidak 

mungkin mclakukan tindak pidana). Menurut Rcmmelink, pada sant itu 

pemerintah Belnnda berptl!tdangan, mengikuti pandangan pemikiran Von Savigny 

yang mcnyatakan bahwa korporasi scbagai suntu fiksi hukum yang diterima dalam 

lingkup hukum kepcrdataan, merupakan gagasan yang tidak cocok diambil alih 

begitu saja untuk kepentingan hukum pidana. 100 Berdasarkan asas konkordansi, 

maka hukum pidana Indonesia mcngikuti pandangao lersebut Dari penafsiran 

umum yang bcrlaku berdasarkan sifat KUHP, maka yang dapat menjadi peJaku 

kejahatan hanyalah manusia. Bcrdasarkan Pasal 59 KUHP itu, pengurus 

korporasilah yang harus bertanggungjawab.101 

Ketentuan umum KUHP Indonesia masih dianut asas umum bahwa 

suatu tindak pidana banya dapat dilakukan manusia (natuurlijke persoon), 

sehingga fiksi badan hukum102 (rechtspersoon) tidaklah berlaku dalam hukum 

pidana. Namun demikian dalam perkembangannya (tahap ketiga), beberapa 

peraturan perundang-undangan Indonesia yang berada di luar KUHP telah 

menyimpang dari asas umum tersebut A. Pohan menguraikan penyimpangan itu 

sebagai berikut :103 

a. Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggrmgjawaban 

pidana masih dibebankan pada pengurus korporasi (a.L Pasal 35 UU No. 3 

Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan); 

b. Sebagai variasi dari (a) pertanggungiawaban pidana dibebankan kepada 

"mereka yang memberikan perintah" dan atau "mereka yang bertindak sebagai 

100 Jan Remmclink, op.cit., hal. 97. 
l(lt D. Scbaffineister, et aL Hukum Pidana (Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidrma 

Dalam rangka Ket:fasama Hukum lndonesia-Belanda). Ed. J.E. Sabetapy, (Yogyakarta: Liberty, 
1995). hal. 274-277.llandingkanjuga denganMa.rdjono Reksodiputro (e), op.cit,, hal 97. 

u:n Teori fih>i d:ipengaruhl dari pemikiran Von Savigny, Dalam tulisannya W. Friedmann 
menulis bn.hwa leori ini menganggap kepribadian hukum merupakan kesa.tuan-kesatuan dati 
manusia ndalab basil suatu khayalan. Kepribadian sebenamya hany:a ada pada manusia. Negera· 
ne;gara, korporasi-korporasi, lernbaga-lembaga, tidak dapat menjadi subjek hak dan persrorangan, 
tetapi diperlakukan seo!ah·olah badan-badan itu manusia. Lihat: Hamzah Hatrik, Asas 
Pertanggungjau;aban Kcrporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (StricJ Liability dan Virnrious 
LiabiliW, (Jakarta, PT RajaGrnflndo Penmda, 1996), hal. 30. 

03 A. Pahan dalam MMdjono Reksodiputro (a), OJU:it., bal. 70 
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pcmimpin" (Pasal4 ayat (I) UU No. 38 Tahun !960 tentang Peoggunaan dan 

Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu); 

c. Vuriasi yang lain tagi tetapi tetap belum melimpuhkun pcrtanggungjawabnn 

pidana kcpada korporasi adalah deng;:m merumusknn lcbih rinci mcrcka yang 

harus bertangt:.>ungjawab, yaitu: pengurus badan hukum, sckutu akti(, peng.urus 

yayasan, wakil atau kuusa di Indonesia dari perusahmm yang berkedudukan di 

luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan 

bersangk:utan (Pasal34 UU No.2 Tahun !981 tentang Metrologi Legal); dan 

d. KoipQrnsi secara tegas diakui· dapat menjadi pelaku dan dipertanggung­

jawabkan dalam hukum pidana (aJ. Pasal 15 UU No. 7 Drt Tahun !955 

tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Pasal 49 UU No. 9 tahun i 976 ten tang 

Narkotika). 

Berkoreiasi dengan pendapat Pohan tersebut, pengatunm kotporasi 

sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan dl Indonesia 

pada dasamya dapat digolongkan da1am dua kategori pengaturanl yaitu :104 

a. Yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pi dana, akan tetapi 
~· ------· ----

pertanggungjawaban pidananya dibebankan terhadap para anggota atau 

pengurus korporasi. Termasuk kategori ini antara lain terdapat dalam : 

L UU No. I Tahun 1951 tentang Pemyataan Berlakunya Undang-undang 

Kmja Tahun 1948 Nomor 12 dari Rl untuk seluruh Indonesia (Pasal 19) ; 

2. UU No. 2 Tahun 1951 tentang Pemyataan Berlakunya Undang-undang 

Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Rl untuk seluruh Indonesia (Pasal 

30); 

3. UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pemyataan Berlakunya Undang-undang 

Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nornor 23 dari Rl untuk seluruh 

Indonesia (Pasal 7) ; 

4, UU No. 12 Drt Tahun 1951, Undang-undang tentang Senjata Api (Pasal 

4); 

5, UU No.3 Taham 1951, Undang-Wldang tentang Pembukaan Apotik (Pasal 

3 ayat (2) dan ayat (3)); 

104 DwidjaPriyatno, op.cit.,haL 163~166. 
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6. UU No.2 Tahun 198! tcntung Metrologi Legal (Pasal 34); 

7. UU No.3 Tahun 1982tentong Wl\iib Daftar Perusahaan (Pasal 35); 

8. UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. lO Tahun 1998, Undang~undang tcntang 

Perbankan (Pasal 46 aynt (2)). 

Padn kotcgori ini korpornsi diukui sebagai suhyek tindak pidana, nmnun y<mg 

dapat dipertanggungjawabkan secara pidamJ adalab pcngurus, atau pemimpin 

dari korporasi, atau ya11g herl.indak berdasarkan kuasa dari korporasi. 105 Disini 

terlihat adanya pelirnpahan tanggung jawab yang dibebankan kepada parn 

pengurus/pemimpin/pcmcgang kuasa dari korpornsi dengan mcngabaikan 

apakah yang bersangkutan mengctahui atau tidak tentang tindak pidana yang 

dilakukan korporasi tersebut, 

b. Kategori kedua, peraturon perundang~undangan yang menyatakan korporasi 

sebagai subjek tindak pidana dan secara tegas dapat dipertanggungjawabkan 

secara pidana. Diantaranya dapat ditemukan daiam : 

l. UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan 

Tindak Pidana Ekonomi (Pasall5 ayat (1)); 

.2. UUNo. 6_Tahunl984tentangPos (Pasal19 ayat (3)); 

3. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tenlang Pemberanlasan 

Tindak Pidana Kornpsi (Pasal20 ayat (1)); 

4. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 4 

ayat (1 )); 

5. UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 

6. UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ; 

7. UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 

8. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 

9. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; 

l 0. UU No. 23 Tahun 1997 ten tang Penge1o1aan Lingkungan Hid up ; 

11. UU No.5 Tahun 1999 tentong Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat ; 

12. UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 

13. UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. 

tt~S Muladi, Dwidja Priyatno, op.cit., hal, 47 
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Hal di atas menunjukan, pengaturan korporasi sebagai subjek hukurn 

pidana terbatas dan hanya berlaku terhadap beberapa perundang~undangan khusus 

diluar KUHP. tM Perkembangan lebih maju tampak dalam penyusunan Rancangan 

KUHP. Berbeda dcngan KUHP yang sekarang berlaku, pcngkajian dan 

penyusunan Rancangan KUHP baru sudah sampai pada tahap menerima 

'korporasi sebagai pembuat dan juga scbagai yang bertanggungjawab' dalam 

ketentuan umumnya. 107 Tegasnya, Rancangan KUHP secara tegas menerinm 

korporasi sebagai subyek tindak pidana. Konsekuensinya, korporasi dapat dituntut 

dan dijatuhi pidana. 

Perhatian internasional terhadap korporasi dalam perkara tindak pi dana 

korupsi terungkap dalam Kongres PBB ke-9/1995 di Kairo. Seperti ditulis Barda 

Nawawi Ariet: dalam dokumen kongres berkode rVCONF.l69/5 antara lain 

ditegaskan. bahwa: 108 

Korporasi mungkin terlibat dalam 'penyuapan para pejabat' untuk 
memberikan berbagai bentuk perlakuan khususlistimewa (preftntial 
treatment) antara lain: 
a. memberikan kontrak (awarding a con.tract); 
b. mempercepat/rnemperlancar izin (expediting a license}~ 
c. membuat perkecualian-perkecualian atau menutup mata terhadap 

pelanggaran peraturan (making exception to regulatory standards 
or turning a blind eye to violations of those standards). 

2.1.4 Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dalam 

hukum pidana dikenal ajaran mengenai "pelaku fungsional" (functional dader). 

Menurut Reksodiputro, kriteria pelaku korporasi berdasarkan "pelaku fungsionaP' 

yang dikemukakan oleb B.V.A. Roling mensyaratkan babwa perbuatan yang 

dipertanggungjawabkan kepada lrorporasi haruslah masih dalam batas-batas tugas 

dan tujuan korporasi. 109 Dengan mendasarkan pada ajaran ini1 maka dalam 

lingkungan sosial ekonomi seorang pembuat (korporasi) tidak:lab perlu selalu 

1116 Dwidja Priyatoo, op.cit .• bal. 167. 
1
(;1 Dalam :Rancangan KlJllP, korporasi sebagai subyek tindak pidat!a diatur dalam Pasal41 

wd PasnJ 53 (Dm!t Ulhun 2008). 
IllS Barda Nawawi Arief (a), Masalal1 Penegakan Hulmm dan Kebijakan Hukum Pidana 

dalam Penanggufangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2007), hal, 148. 
JM Lihat; a~tatan kaki Mardjono Reksodipulro (b), op.cit., haL 108. 
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melakukan perbuatan tindak pldana secara fisik, Tegasnya. perbuatan tersebut 

dapat saja dilakukan oleh pegawainya, asat saja perbuatan itu dilakukan dalam 

lalu lintas bermasyaraknt herlnku sebagai perbuatan korpornsi yang 

bersangkutan, 110 

Mardjono Reksodiputro mcngcmukakan bahwa pcrbuatan korporasi 

yang diwujodkan melalui perbuutan manusia schingga dapat dipertanggung~ 

jawabkan kepadu. korporasi dapat dipisahkan : (a) dilakukan oleh petlb'Urus; (b) 

dilakukan oleh orang diluar badan pengurus tetapi mcmpunyai wewenang 

mewakili korporasi berdasarkan anggarnn dasar dan (c) dllnkukan oleh mereka 

yang mewakili korporasi secara Jain. 111 

Terhadap perbuatan (a) dan (b) dapat menggunakan konstruksi hukum 

ajaran teori fungsional. 112 Namun dernikian, teori itu tidak dapat digunakan terkait 

dengan perbuatan mereka yang mewakili korporasi secara lain (c). Mengenai hal 

ini berkatalah Reksodiputro demikian : 

Dalam pralct:ek: sering terjadi bahwa pelaku secara fisik adalah orang (dapat 
manusia atau korporasi lain) yang secara organlsatoris tidak mempunyai 
hubungan sama sekali dengan korpo.rasi yang dituduhkan melak:ukan tindak 
pidana. Dalam hal ini maka konstruksi hukum perdata mengenal 
"perwakifan1

' ( vertegenwoordiging) dan "'pemberian kuasa" ( tastgeving) juga 
dapat dipergunakan. Dan karena. itu, melalul konstruksi hukum: "siapa secara 
nyata mem:impin atau memberi perintah'' (feicelJjke leidinggever en 
opdrachtgever), yaitu orang dalam korporasi, maka perbuatan .. orang lain" 
tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi yang 
lwrsangkutan.113 

Chairul Huda menegaskan bahwa tindak pidana korporasi hanya dapat 

teijadi dalam bentuk penyertaan, Dengan dcmikian kesalahan korporasi 

merupakan lanjutan dari kesalahan pelaku materiilnya. 114 

Di dalam praktek peradilan di negeri Belanda, dalam menentukan 

kriteria kul])orasi sebagai pelaku tindak pidana didasarkan pada kasus hukum 

perdata "kleuterschoo/ Babbef' (Taman Kanak-kanak Babbel) yang menyatakan 

bshwa perbuatan dari perornngan dapat dibebankan pada badan hukum, apabila 

110 Ibid., hat 107-108. 
111 Ibid., hat 109. 
HZ Ibid, 
11j Ibid, 
114 Chairul Huda, Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menu}ll kepada 'Twda 

Pertanggungj<m-aban Pidana Tanpa Kesalahan ',(Jakarta: Kencana, 2008}, bal. 119_ 
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perbuatan-perbuntan tersebut tercennin dalam lalu lintas sosial sebagal perbuatan~ 

perbuatan dari badan hukum. 1 15 

Pada pcrkembangannya, pendapat rentang korporasi sebagai pclaku 

tindak pidana terHhat pada Putusun Kawat Bcrduri (ijzerdraad arrest). Putusan 

H.R 23 Pehruari 1954 herpendapat, perbuatan-perbuatan bawahnnnya tcrsebul 

hanya dapat ditetapkan sebagai perilaku terdakwa, apabila terdakwa dapat 

mengatur apakah perbuatan itu akan terjadi atau tidak dan perbuatan-perbuatan itu 

termasuk perbuatan-perbuatan yang terjadi menurut perkembangan selanjutnya. 

oleh terdakwa diterima atau biasa diterima. Sebagai dasar pertimbangan tcrsebut. 

menurut H.R bahwa dalam hukum pidana Belanda seseorang pribadt tidak pemah 

dianggap mernpunyai maksud dan tujuan tcrtcntu apabila keadaan kejiwaannya 

tidak hadir secant pribadi. Perbuatan pegawai hanya dianggap sebagai perbuatan 

pemilik perusahaan dengan pemilik tunggal, jika pemilik itu dapat mengaturnya, 

walaupun tidak terjadi dan kecuali perbuatan itu termasuk yang sedernikian rupa 

diterima oleh dia atau biasa diterima oleh dia. 116 

Berdasarkan putusan H.R terse but di atas, dapat diambil dua kri tcria 

untuk menetapkan tanggung jawab pemilik perusahaan sebagai pemilik tunggar 

terhadap suatu lindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Kriteria tersebut 

adalah kesatu, terdakwa dapat mengatur apakah perbuatan-perbuatan tersebut 

tetjadi atau tidak: dan kedua, perbuatan-perbuatan itu tennasuk perbuatan­

perbuatan yang tetjadi menurut perkembangan selanjutnya oleh terdakwa diterima 

atau biasa dlterima.117 Dikaitkan dengan korporasi, maka konstruksinya adalah 

badan hulrum ba:ru dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan 

hukum tersebut: 

a. berwenang untuk melakukannya, terlepas dari teijadi atau tidak teljadinya 

tindakan, dan 

b. tindakan dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya dan 

diterima atau biasanya diterima secara demikian oleh badan hukum. 118 

liS D. Schaffmeister, et. al .• cp.cit •• hal. 279. 
116 D1Nidja Priyatno, op.dt., hat /L 
ll1 Ibid, 
HE Ibid., bat12. 
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J. E. Sahetapy mengomentari putusan yang terkcnal dengan nama 

"ijzerdraad arrest" atau .._i}Zerdraad criterium" dengan mengatakan bahwa dalam 

menganalisa putusan itu tidak boleh dilepasknn dari interprctasi fungsional 

{fnnclionale intcrprelalic). Menurut Wolter sebagainwna dikutip Sahctapy, 

kepelakuan fungsional merupakan karya intcrpretasi kehakiman. Hakim 

menginterpretasi tindak pidana itu sedcmikian sehingga pe1nidanaannya 

memenuhi persyaratan dari masynrakat. Tidak mudah (bagi hakim), demikian 

Sahetapy menjelaskan, untuk mendapatkan kompromi, apalagi kalau hcndak 

berpegangan pad a ungkapan "germ strafzonder sclw!d" atau "lidak dipidana jika 

tidak ada kes:alahan". Namun demikian, !criterium yang bersifat kompromistis itu 

akhimya diketemukan atau dicapai dalarn putusan itu. Putusan tersebut dapat 

memenuhi adagium "'tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" dan pada plhak lain 

dapat terselesaikan konstruksi interpretasi fungsional, yaitu pelaku fungsional 

tidak sebagaima.na biasa terikat secara fisik terhadap tindak pidana yang 

dituduhkan. 119 

Pada akhirnya, doktrin hukum pidana mengajarkan bahwa, pada 

umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah si pembuat (pelaku tindak 

pidana). Namun secara khusus tidaklah selatu demikian. Hal lni tergantung pada 

cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang <iitempuh oleh pembuat 

undmlg-undang. Berkaitan dengan hal ini, dikemukakan basil penelitian Elwil 

Danil yang menunjukan cara perumusan yang diternpuh oleh pembuat undang­

undang terdiri ti ga cara, yaitu : 

a. ada yang merumuakan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana dan yang 

dapat dipertanggungjawabkan adalah orang. Perumusan ini diatur oleh KUHP; 

b. ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana adalah 

orang dan atau badan hukum. Akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan 

hanyalah orang, dan dalam hal badan hukum yang melakukan, maka yang 

dapat dipertanggungjawabkan adalah anggota (pengums) badan hukum yang 

bersangkutan. Perumusan seperti ini misalnya terlihat pada Ordonasi Devisa; 

119 
], E. Sahetapy, op.<:it., hal. 37-39. 
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c. ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana maupun 

yang dapat dipertanggungjawabkan adatah orang dan atau badan hukum itu 

scndiri. Pcrumusan seperti ini dupat dilihat, misalnya dalnm Undang-undang 

Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Narkotika, dan sebaga\nya. 120 

Bcrtolak dari sistcm penunusan pertanggungjawaban lersebut, UU No. 

3 I Tahun I 999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 200 I teutang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengikuti bentuk yang ketiga (c). Hal ini 

dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (I) dan (2). Ketentuan itu 

menyebutkan : 

( l) Dalam hal tindak pi dana korupsi dilakuk:an oleh a tau at as nama suatu 
korporast, maka tuntutan dan penjatuhan pidana rlapat dilakukan 
terhadap korporasi dan atau pengurosnya. 

(2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana 
terSehut dilakukan oleh ornngwerang baik berdasarkan hubungan kerja 
maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingku:ngan 
korporasi tersehut baik: sendiri maupun bersama-sama. 

2.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Penegakan hukurn pidana terhadap korporasi mesti dikaitkan dengan 

tiga persoa1an mendasar yang p1enjadi bahasan pokok dalam hukurn pidana, yaitu 

meliputi: tindak pidana (perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana dan 

pemidanaan. Pada bagian ini akan diuraikan dua persoalan pertama, sedangkan 

mengenai pemidanaan akan diuraikan pada bagian lain. 

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan 

pidana (kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut) disebut perbuatan 

pidana (delik}."' Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai 

perbuatan pidana, kita menganut asas legalitas, yakni asas yang menentukan 

bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagsi demikian oleh suatu 

aturan undang-undang. 122 

120 Elwi Danil, 1-Jmgsionalisasi Hulrum PidafW. Dalam Penanggulangan Tindak Pidona 
Korupsi (Studi Tentong Urgensi Pembaharuan Hukum Pfdana Terhadop Tfndak Pidana Korupsi 
di Indonesia), Di.sertasi, (Jak:arta: Program Pascasatja.na Fakultas Hukum UI, 2001), hal 156~157. 
Liliatjuga Bachtiar Agus Salim, Masa/ah Perlanggungjawahan Pidana, Simposium Pembaharuan 
Hukum PidanaNasionaJ, (Bandung: Binacipta, 1986), hal.ll7. 

121 Moeljatno, Asas-usas Hukum Pi dana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 24. 
124 Roeslan Sateh, Perbuatan Pidana dan Pertonggungjawaban Pidana (Dua pengerlian 

Dasar Da/am Hukum Pidana), (Jabrta: Aksara Baru, 1983). hal14, 
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Konsepsi mengenai pertanggungjawaban pidana dalarn perkembangan 

pendidikan ilmu hukum pidana di Indonesia terdapat dua aliran. Aliran pertama 

berpcndapat bahwa pertanggungjawaban pldana (unsur subycktif, terdaput pada 

pelaku) melckat pada perbuatan melawan hukumnya (unsur objektif), scdangkan 

aliran kcdua memlsahkannya (duaiistis). Ajaran yang banyak dianut sekanmg ini 

adatah memisahkan antara perbuatannya yang melawan hukum {menurut hukum 

pidana) dengan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. 123 

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya 

seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mcngatakan, ·'"orang tidak 

mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan 

perbuatan pidana1'.rz4 Dengan demikian, menelusuri apakah seseorang dapat 

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, pertama-tama dilakukan dengan 

menjawab pertanyaan, apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana. 

Namun demikian, hal ini tidak berarti orang yang melakukan tindak pidana 

dengan sendirinya dapat dipertanggungjawabkan. 12
:; 

Meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu pembuatnya dapat 

dipidana (dapat dipertanggungjawabkan). Untuk memidana seseorang, disarnping 

melakukan perbuatan yang dilarang~ masih perlu adanya syarat bahwa orang yang 

melakukan pedmatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). 

Dengan kala lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan alas 

perbuatannya. Disini berlaku asas yang berbunyi: 'liada Pidana Tanpa 

Kesalahanu.IZii Berkaitan dengan hal itu,. seseorang mempunyai kesalahan, apabila 

pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat 

dicela oleh karenanya, sebah dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin 

berbuat dernikian.127 

m Di Indonesia ali.mn p:ertama (monistis) dianut Prof. Satocllld Kananegara, gumbesar 
hukum pidana di UI, PTIK dan PTHM:. Aliran kedua (dualistis) dikemukakan oleh. Prof, 
Moeljatno, guruhesar hukw:n pldana di UGM dan UNAIR. Lihat catatan kaki : Mardjono 
Rekstn;~ulro (e), op.cir., hal. 101. 

1 Moeljatno, op.cit., bal. 155. 
125 Chairul Huda, ap.cit., hal. 22. 
liG Moeljatno menyebutnya asas itu dengan sebutan 'Tiada Dlpldana Jika Tak Ada 

Kesalahan", Moeljatno, op.dt., hai. 5. Libatjuga Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang:Yaya...an 
Sudano, 1990), bal. 85. 

127 Roeslan Saleh. ap.cit., hal. 77. 
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Akan tetapi di dalam hukum pidana di ncgara Anglo Saxon (lnggris) 

ternyata tcrdapat penyimpangan terhadap asas kesalahan. Penyirnpangan tersebut 

discbutkan oleh Barda Nawawi Aricf sebngai berikut : 

Sepcrti diketahui syurat atau prinsip umum untuk adanya kesalalmn, yang di 
ncgara-ncgara Anglo Saxon dikenal dengan asas mens rca. Namun dcmikian 
syarat umum adanya kcsalahan itu menurul doktrin yang dianut di beberapa 
negara dapat dikecualiknn untuk Hodak pidana tertentu, yaitu apa yang 
dikenal dengan (1) "Stricf Uobilily" dan (2) "Vicarious Liability". Daiam 
p:engcrtian strict liability, seseorang sudah dipertanggungjawabkan wulaupun 
pada diri orang !tu tidak ada mens rea untuk tindakAindak pidana tertentu. 
Vicarious liability biasa diartikan pertanggungjawaban secarn hukum dari 
sescorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (the !ega{ 
resposibility of one persmrfor rile wnmg(ul acts of another). 128 

. 

Rancangan KUHP juga menganut strict liability sebagai pertanggung~ 

jawaban pidana berdasar kesalahan. Ditentukan bahwa : "bagi tindak pidana 

tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa sesoorang dapat dipidana 

semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa 

memperhatikan adanya kesalahan».129 

Tegasnya, da1am pertanggungjawaban pidana diperlukan adanya unsur 

kcsalahan (baik kesengajaan atau dolus ataupun kelalaian atau culpa) pada pelaku. 

Dalam keadaan pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan 

celaan (verwijtbaarheid; blameworthiness) dan karena itu berhubungan dengan 

mentalitas atau psyche pelaku. 130 

2.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Kalau demikian, bagaimana menentukan kesalahan pada subyek 

hukum korporasi? Reksodiputro menjelaskan, pengertian kesalahan korporasi 

dilihat dari dicelanya perbuatan tertentu, Mengenoi hal ini dkatakan demikian : 

Karena korporasi mempunyai kcrnungkinan (dalam situasi perbuatan 
tertentu) untuk bertindak lain (tindakan altematit) sedanglrnn tindakan 
altematif tersebut secara wajar dapat diharnpkan untuk dilakukan oleh 
korporasi (dalam situasi perbuatlln bemangkutan). Karena tidal<: dipillhnya 
tindakan alterna.tif tersebut, rnaka korporasi dapat diccla atau 
dipersalahkan.131 

l2a Barda Nawawi Arief (b), Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan 
Kriminalitas dan Perkembangan Delik~Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern, (Bandung: 
Binaci~ta, 1982), hal. 110-111. 

2
'} Libal Pasal38 ayat (1) Rancangan KUHP (Draft lahun 2008). 

1;m Mardjono Reksodiputro (e), op,cit., haL 102 
m Ibid., hal. 109-110. 
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Menuru! Suprapto, kesalahan korporasi dihubungkan dengan 

kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang~orang yang menjadi alat~alatnya. 

Dengan demiklan, kesalahmmya tidak bersifat individu melainkan bersifat 

kolektit: yang dapat dibebankan kepada pengurusnya. 132 

Bcrkaitan dengan hal tersebut. Chairul Huda juga mcnyatakan bahwn 

kesalahan pada korporasi dalam kepustakaan disebut dengan syarat kekuasaan 

(machtsvereiste). Bertalian dengan itu. Van Strien sebagaimana dikutip Huda 

mengemukakan bahwa syarat kekuasaan terpenuhi hila terbukti bahwa badan 

hukum dalam kenyataan kurangltJdak melakukan danlatau mengupaynkan 

kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak 

terlarang. en 

Masih berkaitan dengan syarat kekuasaan sebagai syarat kesalaban 

pada korporasi, dapat dikutip pendapat Muladi yang menga!akan : 

Syarat kekuasaan rnencakup : wewcnang mengatur/menguasai dan/atau 
memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang 
tersebut; mampu melaksanakan kewenangannya dan pada dasarnya mampu 
mengambil keputusan~keputusan tentang hal yang be.rsangkutan~ dan mampu 
mengupayakan kebijakan atau tindakan pengarnanan dalarn rangka mencegah 
dilakukannya tindakan tcrlarang. D4 

Huda menyatakan tidal< sependapat dengan Muladi. Menurutnya, tidal< 

semua hal yang dikemukakan tersebut dapat dikatakan sebagai syarat kekuasaan. 

Mengenai "mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam 

rangka mencegab dilakukannya tindakan terlarang" memang merupakan syarat 

yang haros ada agar korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya dapat 

dijatuhi pidana. Namun~ "wewenang mengatur/menguasai dan/atau memerlntah 

pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang tersebut" 

menurutnya merupakan kriteria untuk menentukan suatu tindak pidana telah 

dilakukan oleh korporasi, sedangkan mengenai "mampu melaksanakan 

kewenangannya dan pada dasamya mampu mengambil keputusan-keputusan 

tentang hal yang bersangkutan" bukan merupakan syarat tetapi da!am hal 

menentukan kesa1ahan korporasi. 135 

132 Muladi, Dwidja Priyatno, cp.cit,, hat 83-84. 
m Jbid., haL 104. 
i:H ibid. 
llS Ibid,, haL 104-105. 
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Bagaimannkah meiihat adanya kesengajaan pada korporasi? Mengenai 

hal ini, Schaffmeister. Keijzer dan Sutorius menyatakan apabila kesengajaan pada 

kenyutaanny11 l~cakup dalam ''politik" perusahaan atau berada dolam kegiatan 

y.ang ny;;tn dari tlCrt!salumn tertentu. Tetapi juga, dalam kejadian-kejadian lain 

pcnyeiC$aian harus dilakukan dcngan konstruksi pertanggungjawaban, kcsengaja­

an dari perscorangan {natuurli}ke persoon) yang berbuat atas nama korporasi 

schingga dianggap juga dapal menimbulkan kesengajaan badan hukum. Bahkan 

dalam hal-hal tertentu, kesengajaan dari seonmg bawahan bahkan dari orang 

ketiga (orang ''lunr") dapat mertgakihatkan kesengajaan badan hukum."ll6 

Schaffincister, Keijzer dan Sutorius berpendapat meskipun jarang 

terjadi. namun dalam korporasi mungkin terjadi keafpaan. 137 Berkaitan dengan hal 

tersebut, dengan mendasarkan pada asas identifikasi, Mardjono Reksodiputro 

borpendapat bahwa kesengajaan (dolus) a(au kelalaian (cu/po) dari pengurus harus 

dianggap sebagai kesengajaan atau kelalaian dari badan hukum sendiri.ns 

Seperti halnya pada subyek hukum manusia, bagi korporasi juga 

berlaku asas "tiada pidana. tanpa kesalahan". Dengan dernikian,. maka k:orporasi 

juga dapat mengajukan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana 

tersebut ha:rus dicari pada korporasi sendiri dan bukan mclalui pelaku manusia 

yang bertindak. Dengan begitu, menurut Reksodiputro, apablia pelaku manusia 

(yang mewakili korporasi) tersebut mengajukan alasan penghapus pidana, maka 

belum tentu hal tersebut dapat diajukan oleh korpornsi sebagai pembelaannya. 139 

Muladi mengemukakan, di Belanda terdapat pedoman pemikiran untuk 

dapat mempertanggungjawabkan korporasi dalrun hukum pidana. Pedoman itu 

disebutnya sebagai berikut :140 

1. Perlluatan dan perorangan dapat dlbebankan pada badan hukum, apabila 
perbuatanrperbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai 
perbuatan-perbuatan badan hukum; 

2. Apabila sifat dan tujuan dari pengaturan lebib menunjukkan indikasi 
utnuk pelaku tindak pidana, untuk pembuk:tian akhir, disamping apak.ah 
perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statuta dari badan hukum dan 
atau sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (bedn)fpolitiek}. maka 

126 Schaffmeister, eJ. a!, op.cit.,Iml. 283-284, 
1 ~7 Ibid., hal. 284. 
m Mardjono Reksodiputro (e), op.clt., hal. 107, 
l1

9 lbid., hal. 110. 
lW Muladi, op.cit, hall7~19. 
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yang terpcnling adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan nmng 
lingkup pekerjaan lfqilelijkewerkzaamlu!rlt:n) dari badan bukum; 

3. Badan hukum dapat dlperlakukan sebagai pelaku lindak pidana bilamana 
perbuatan yang lcrlarang--yang untuk pertanggungjawabannya 
dibcbankan atas badan hukum-dilakukan dalam rangka pelaksanaan 
tugas dalllatau pcncapa!an tujuan-tujuan badan hukum ter$ebut; 

4. Badan hukum bnru dupnt diberlakukan sebagni pelaku tindak pidana 
apabila badan tcm:but "berwenang untuk melakukannya tcdcpas dari 
tcrjadi atau tidak terjadinya perbuatan, dan di mana perbuatan dllakukan 
atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya" dan "dilerima alau 
biasanya diterirna secara dcmikian" oleh badan hukum (ijzerdroctd·arnm 
HR. 23 Fcbruari 1954). 

5. Kesengajaan badan hukum te!jadi apabiJa kesengajaan itu pada 
kenyataannya tercalrup dalam politik perusahaan atau berada dalam 
kegiatan yang nyata da:ri perusahaan. 

6. Dalam hal-hal tertentu, kesengajaa.n dari seorang bawahan. bahkan dari 
orang ketiga, dapat mengakibatkan kcsengajaan badan hukum, 

7. Pertanggungjawaban juga bergantung dari struktur organisasi internal 
dalam korporasi dan earn bagaimana tanggungjawab di bagi. Demikian 
pula apabila berkaitan dengan masalah kealpaan; 

8. Pengetahuan bcrsama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap 
sebagai kesengajaan badan hukum; bahkan sarnpai pada kesengajaan 
lo>mungkiruln; 

9. Tindalmn badan hukurn publik yang mcnyangkut urusan tugas 
pemerintahan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban (HR. 27 
Oktober 1981). Pengecualian odapat dibuat bilamana muncul situasi 
berbeda, misalnya organ administratif melibatkan diri dalam lalu lintas 
ekonomi atau perdagangan umum.. Dalam hal ini- ada kemungklnan 
terjadi pelangganm terhadap ketentu:an pida:na yang meiarang persaingan 
curang dengan usaha-usaha swasta. 

2.2.2 Model-model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro rnengenal 

basil analisa Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana pada BPHN, herdasarkan 

sistem-sistem yang pemah ada dalam hukum pidluta Indonesia, berkllitan dengan 

kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi, 

menemukan adanya tiga sistem :141 

a. pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslab bertanggungjawab; 

b. korporasi sebagai pembuat dan pen gurus bertanggungjawab; 

c. korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai bertanggungjawab. 

Hasil analisa Tim ten;ebut kemudian diadopsi oleil Tim Perumus ke dalam 

Rancangan KUHP Nasional. 142 

141 Mardjono Reksodiputro (c), cp.cil., hal. 72 
141 Hal ini tampak dalam penjclasan Pasal50 Rancangan KUHP (Draft tahun 2008) 
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Mengenai sistem pcrtanggungjawaban pidana korporasi, menurul 

Sutan Remy Sjahdeini tcrdapat empat kemungkinan sistem yang dapat 

diberlakukan, yaitu : 14
J 

L pengurus korporusi scbagai pclaku tindak pidana, schingga karcnanya 

pcnguruslah yang barus mcmikul pcrtanggungiawaban pidamt 

2, korporasi scbagai pelaku tindak pidann, tetapi pengurus yang harus mcmikul 

pertanggungjawaban pidm1a. 

3. korporasi sehagai pelaku tindak pidana dan korporast itu sendiri yang harus 

memikul pertanggungjawaban pidana. 

4. pengurus dan korporusi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya 

pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. 

Sutan Remy Sjahdelni menekankan pentingnya memberlakukan sistem 

ke-(4). Mengenai alasannya dikemukakan sebagai berikut: 

Alasan pertama, apabila hanya pengurus yang dibebani pcrtanggungjawaban 
pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita 
kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk 
dan atas nama korporasi serta dirnaksudkan untuk memberikan keuntungan 
atau menghindarkanlmengurangi kerugian finansial bagi korporasi. 
Alasan kedua, apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya 
korporasi sedangkan pengurus tidak ha-rus memikul tanggung jawab, maka 
sistem ini akan dapat memungkinkan pcngurus be:rsikap "lempar batu 
sembunyi tangan'•. Dengan kata Jain, pengurus akan selalu dapat berlindung 
di balik punggung korpnrasi untuk melepaskan di.rinya dari langgung jawab 
dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi 
dan bukan untuk: kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang 
dilak:u:kannya. untuk dan atas nama korporni dan untuk kepentingan 
korporas.i. 
AJasan ketiga, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi 
hanya mungkin dilakukan secara vik.arius, atau bukan langsung, Sehingga 
untuk: dapat membehankan pertanggungjawaban pidana kepada kQrporasi. 
hams tcrlebih dahulu dapat dibuktlkan bahwa tindak pidana benar dilakukan 
olch pengurus korporasi dan sikap kalbo pengurus dalam melakukan tindak 
pidana itu adalah benar bersalah dan karena itu pengurus yang bersangkutan 
hams bertanggungjawab atas tindak pidana itu. Baru kemudian pertanggung­
jawaban pidana dapat dibebankan secara vikarius kepada korporasi. Dengan 
demiklan, tidak seyogyanya sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut 
adalah bahwa hanya korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban 
pidana sedangkan manusia pelakunya dibebaskan. Ini adalah sistem yang 
dianut dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang justru ingin 
ditinggaikan. 144 

10 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., bal. 59. 
144 Ibid,, hal. 62-63. 
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Penulis mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Sjandeini di atas 

bahwa pengurus dan korporasi yang melakuka.n tindak pidana dan keduanya pula 

yang h.arus mcmikul pcrtanggungjawaban pidana. Hal ini didasarkan pada 

pcmikiran hahwu pcngurus bcrtindak dalam kapasitasnya sebagai organ korporasi. 

Schaliknya, 1indakan pengurus tcrschut juga tclah mcmberikan kcumungau kepndn 

korporasi. Ocngan demikiao sangal wajar!ah apabila pcngurus dan korporasi yang bcrbuni 

tiudak pidmm juga merekaJah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. 

T eori-tcori Pcrtangguog}awaban P!dana Korporasi 

Mas Achmad Santosa mengemukakan dua tahapan untuk menentukan 

pcrtanggungjawaban pidana dari suatu badan hukum. Demikian dikatakannya: 

Pada tahap pertama terdapat 3 (tiga) kriteria yang perJu diperhatikan, yaitu 
pertama, apakah badan hukum dapa.t dijadikan obyek dari norma hukum 
yang bersangkutan?, kedua, apaknh manajemen badan hukum yang 
bersangk:utan memiliki kewenangan tethadap orang...orang yang terdapat 
dalam organisasi {tennasuk pelaku fisik atau physical dader) dan ketiga, 
apakah manajemen badan hukwn yang bersangkutan dapat dikatakan 
"rnenerima.11 atau ucenderung menerima" perilaku menyirnpang yang 
didakwakan. 
Tahapan kedua untuk membuktikan tindakan pidana korpornsi adalah 
pertama, apabila manajemen dari badan hukum telah mengetahui tindak 
pidana yang telah dilakukan, apakah manajemen memiliki kewenangan untuk 
menghentikan tindakan pelaku fisik tersebut dan kedua, apabila rrumajemen 
men:riHki kewenangan untuk itu akan tetapi tidak melakukan tindakan 
pencegahan. maka badan hukmn tersebut dapat dikategorikan melakukan 
tindak pidana korporasi.145 

Pada dasamya, pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap 

korporasi setidaknya menjawab pertanyaan: bagaimana perbuatan yang dilakukan 

oleh satu orang atau lebih pengurus, atau o]eh seorang pegawai korporasi1 atau 

oleh seorang yang bukan pegawai korporasi tetapi mempunyai koasa hillllS 

dianggap sebagai perbuatan korporasinya sendiri? Singkatnya, bilamanakan 

korporasi bersangkutan telah melakukan tindak pidana? 146 

145 Mas Achmad Santosa, Good Gover11ance dan Hukum Lingkungan, (Jakarta: ICEL, 
2001 ), baL 241. 

146 Mardjono Reksodiputro (b), cp. cit., hal. 106, 
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Pembahasan menyangkul pertanggungjawaban pidana korporasi, 

dalam hukum pidana setidaknya dikenal tiga ajaran pokok, yaitu doktrin 

identifikasi~ tloktrln srric£ liabilty dan doktrin \'icarious liability. 141 

2.23.1 Doktrin ldentifikasi 

Sistem hukum pidana Anglo Snx.on {ln.ggris) 1ncngenal konscp direct 

cmporatc criminal liabili{v utau doktrin pcrtnnggungju\vaban pidana langsung. 

Menurut doktrin ini, perusahaan dapat melakukan sejumlah dclik secara la:ngsung 

melalui onmg-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan 

dipandang sebagai perbuatan perusahaan itu scndiri. Dalam keadaan demikian, 

mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karcna itu pertanggungjawaban 

perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Doktrin ini juga dikenal 

dengan nama the identification doctrine (doktrin identifikasi). gg Tegasnya, 

doktrin ini mengajarkan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, 

diidentifikasikan sebagai perbuatan korporasi itu sendirL 149 

Oleh karena perusahaan merupakan kesatuan buatan, maka ia hanya 

dapat bertindak melalui agennya. Menurut doktrin ini, agen tertentu dalam sebuah 

perusahaan dianggap sebagai directing mind atau alter ego. Perbuatan dan mens 

rea para individu itu kemudian dikaitkan dengan perusahaan. Bila individu diberi 

wewenang untuk bertindak atas nama dan selama. menjalankan bisnis perusahaan 

itu, maka mens rea para individu merupakan men.s rea perusahaan, 150 Dengan 

perkataan lain., apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan 

directing mind dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban pidana itu dapat 

dibebankan kepada korporasi."' 

Ajaran ini tampak digunakan dalam kasus di lnggris H.L. Bolton 

Engineering Co. Ltd v T.J. Graham&:Sons Ltd. (1957). Dalam menentukan apakah 

seseorang bertindak sebagai perusahaan atau hanya sebagai karyawan atau 

agennya, barns dibedakan antara mereka yang mewakili pikiran perusahaan dan 

147 Selain tiga ajaran tersebut, Sutan Remy Sjahdeinl mengemukakan empat doktrin lain, 
yaitu : Doarine of Delegation, Doctrine cf Aggregation, The Corporate Culture Model dan 
Docrrin Reactil!e Corporate Fault. Selengkapnya baca: Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., bal97-113. 

1" D .d. P. . hal89 WI J& nyatno, op. elf., . 
149 Mardjono Reksodiputro (b), foe. cit. 
150 Dwidja Priyatno, loc. cU. 
151 Sutan Remy Sjahdeini, op. eft., hallOO. 
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mereka yang hanya mewakili tangannya. Hakim Denning L. J sebagaimana 

dikutip Dwidja Priyatno da1am putusan itu meoyatakan :151 

A company may in mrwy ways be fikenetl fO a human body, It has a brain & a 
nene cemre ll'lrich <'OU!rols what it does. !r also ha:; hamls which lwld Ihe 
tools and act in cu:cordance with directions from the centre. Some of the 
people in tlte company are mere sencmls and agems who are norlting more 
rhin Jumds m do the \l'ork ant! cannot be said lo represent llw mind or will. 
Othel's are directors mrd managers who represent lire directing mind and 
H'ill u{ rile company. and coutrol whal if does. The state of mimi of these 
managers is the state of mimi of tlte company ami is treated by I he law as 
such. 

{Teljemahnn bcbas: suatu perusahaan daltnn banyak hal dapat dipersamakan 
dcngan tubuh manusin. Perusahaan merniliki otak dan pusat syaraf yang 
mengendaliknn apa yang dilakukan perusahaan itu. Perusahaan juga merrUliki 
tangan·tangan yang mcmegang peralatan dan bertindak sesuai dengan araban 
dari pusat syaraf ilu. Beherapa orang di perusahaan hanyalab karyawan dan 
agen yang berfungsi tidak lebih dari tangan dalam melaku.kan pekerjaan dan 
tidak dapat dikatakan bahwa mereka itu mewakili pikiran dan kehendak dari 
perusahaan. Pihak lain rnerupakan direktur dan manajer yang mewakili 
pikiran dan kehendak dari perusaha:m itu dan bcrwenang mengendalikan apa 
yang dilakukan oleh perusahaan tersebut Sikap batinjiwa dari para manager 
ini merupakan sikap batin dari perusahaan itu sendiri dan hukum 
mernperlak:ukan seperti itu). 

Berkaitan rlengan cara bagaimana menentukan directing mt'nd suatu 

perusahaan, menurut Sutan Remy Sjahdeini, hal ini bukan saja rlilih.at secara 
formal yuridis yaitu dari anggaran dasar korporasi tersebut. tetapi juga dapat 

diketahui qari menurut kenyataan dalam operasionalisasi kegiatan perusahaan 

tersebut secara kasus demi kasus. Cara lainnya, dapat pula diketahui dari surat 

keputusan mengenai pengangkatan pejabat-pejabat atau para managers untu.k 

mengisi jabatan tertcntu dan pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban yang terkait dengan jabatan tersebut. 153 

Perundangan-undangan di Jnggris juga helakangan mengakui bahwa 

perbuatan dan sikap hatin dati orang tcrtcntu berhubungan ernt dengan korporasi 

dan dengan pengelolaan urusan korporasi, dipandang sebagai perbuatan dan sikap 

batin korporasi. Orang-orang demikian disebut sebagai "senior officer" dari 

perusahaan. Sehubungan dengan hal itu, perusahaan bertanggungjawab atas 

tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang 

ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan trnnsaksi 

Ill Dwidja Priyatno, op. cit., bal9l. 
In SutanRerny Sjahdeini, op,cit., ball04. 
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perusahaan. Menurut Peter Gillies seperti dikutip Priyatno, perbuatan dan 

kesalnhan pejabat senior dlpandang sebagai perbuatan pcrusahaan. Unsur-unsur 

dari 1indak pidana dapat dikumpulknn dari perhuatnn dan sika(J dnri beberapa 

pejabat scnior. 154 

Doktrin indcntitikasi juga berlaku di Knnada. Sebagaimuna dikutip 

Sjahdcini. Mahkamah Agung Kanada dalam memutus kasus Canadian Dregde 

and Dock l'. The Queen mencrapkan doktrin ini. Pembedaan faktor antora 

pegawai yang merupakan directing mind dan pegawai biasa terletak pada derajat 

kewenangan untuk membuat keputusan yang dilaksanakan scsconmg. Scscorang 

yang hertanggung-jawah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan korporas:i 

adalah merupakan directing mind dari suatu pcrusahaan. Sebaliknya, sesoorang 

yang sehari-harinya hanya melaksanakan kebijakan tersebnt tidak dapat dikatakan 

sebagai directing mind. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung berpendapat 

bahwa directing mind dari suatu kmporasi adalah the 'ego', the 'center', and/or 

the 'vital organ of corporation.155 

Reksodiputro berkaitan dengan doktrin ini mengemukakan bahwa 

karena pengertian korporasi dan badan hukum {rechtpersoon) merupakan konsep 

hukum perdata, maka perlu cara berpikir dalam hukum perdata dapat diambil alih 

ke dalam hukum pidana. Demildan dikemukakannya : 

Pada mulanya dalam hukum perdata juga terjadi perbedaan pendapat apakah 
suatu harlan hukum dapat melakukan perbuatan rnelawan hukum 
(onrecltlmatig handelen). Narnun, melalui asas kepatutan (doelmail'gheid) 
dan keadilan (bil/jkheitf) sebagai dasar utama, mala; ilmu hukum perdata 
menerirna bahwa suatu ba.dan hukum harus dapat dianggap bersa1ah 
merupa'kan perbuatnn melawan bukum, lebih~Jebih dalam laJu Jintas 
perekonomian. Ajaran ini menrlasarkan diri pada pemiliran hahwa apa yang 
rlilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan 
h~ karena pengurus dalam bertindak tirlak melakukannya atas hak atau 
kewenangan sendiri, tetapi atas bak atau kewenangan badan hukum 
her:saoglrutan. Dengan demikian. mala; badan hukum juga tidak dapat 
melepaskan diri rlari kesalahan yang dilakukan oleh pengurus. Kesengajaan 
(dolus) atau kelalaian (culpa) dari pengurus harus dianggap sebagai 
kesengajaan dan kelalaian dari badan hukum sendiri.156 

Dengan cara bcrpikir yang demildan serta dikaitkan dengan tcori 

kepelakuan fungsional, maka terhadap korporasi dapat dilakukan penuntutan 

1
j

4 Dwidja Priyatno, op.cit., hat 89~90. 
m Sutan Remy Sja.bdeini. op.cit, hall05. 
lY.i> Mardjono Reksodiputro {b}, op.cit .• haL !06-107. 

Universitas Indonesia 
Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth, FH UI, 2009



56 

untuk pertanggungjawabun pidana. Cukup apabila dapat dibuktikan bahwa 

perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat 

berlaku sebagai perbuatan korporusi yang beosangkutan. 157 

Bertalian dengan UU No_ 31 Tahun 1999 yang te1ah dirubah dcngan 

UlJ No. 20 Tahun 2001 tentang Pcmbcrantasan Tindak Pidana Korupsi., doktrin 

pertanggungjawaban pidana tcrhadap korpornsi ini tcrakomodir dalam ketentunn 

Pasul 20 ayat (2). Doktrin ini Uitunjukkan dari frasa '"·apabila tindak pidana 

tersebut dilakukan oleh orang-orang baik bcrdasarkan hubungan kerja rnaupun 

berdasarkan hubungan lain". 153 Scdangkan pnda Rancangan UU Pemberantasan 

Tindak Pi dana Korupsi hat ini tampak jelas daiam rumusan ketentuan PasaJ 26 

ayat (1) yang menyebut : "Pemimpin, direktur atuu dewan komisaris suatu 

korporasi yang memimpin atau memerintahkan tindak pidana korupsi yang 

tercantum dalam Pasal 2 sampai Pasal 12 atas nama korporasi. dipidana orang 

yang memhnpin, orang yang memerintahkan tersebut atau korporasi atau 

koduanya". 

2.2.3.2 Doktrin Strict Liability 

Menurut doktrin ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan 

kepada pelalru lindale pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan 

adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pe1alrunya-'" Oleh karena 

menuwt doktrin ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak 

dipermasalahkan, maka doktrin strict liability Jni disebut juga ab.solute liability. 160 

Doktrin yang bema! dari pemikiran para ahli hulrum Anglo-Amerika 

(common law countries) ini mengajarkan adanya pertanggungjawaban tanpa 

kesalahan (liability without fault) dan ditujukan kepada tindak pidana yang tidak 

membutuhkan mens rea (keadaan batiniah yang salah). Karenanya, lronsep ini 

hanya digunakan untuk tindak pidana ringan (regulatory offenses) yang hanya 

mengancam pi dana denda, seperti pad a kebanyakan public welfare offences. 

lSi Ibid., bal. lOS. 
1
" Sutan Remy Sjahdeini, op.cit .• haL 151 ~ 152. 

139 Ibid., hal. 78. 
160 Sutan Remy Sjahdeini menggunakan istilah ''pertanggungjawaban mutlak" untuk 

menyebut doktrin ini. Ibid. 
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Namun demikian, konsep ini diterima untuk memungkinkan pemidanaan terhadap 

korporasi. 161 

Hmnzah Hatrik mengutip L B. Cut7.on yang mengcmukakan tiga 

alasan dianutnya doktrin ini. Alasan tersebut scbagai berikut: 162 

L Adnlt~h sangat esensial untuk mcnjamin dipatuhinya pen:uurnn pcnting 
tertentu yang dipcrlukan untuk kesejahten:wn masyarakat; 

2. Pembuktian adanya mens rea akan rnertjadi sulit untuk pelanggaran yang 
berhubungan dengn.n kesejahternan masyaraknt; 

3. Tingginya lingkat bahaya sosinl yang ditimbulkan oleh perbualan yang 
bersanglrutan. 

Barda Nawawi Aricf mengemukakan kebanyakan strict liability 

terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang {statutory offence; 

regulatory offonces; mala prohibita) yang pada umumnya merupakan delik-dellk 

yang berkaitan dengan kesejahteraan umum (public welfare offences). 163 

Sejalan dengan itu, menurut Romli Atmasasmita, pembentuk undang­

undang telah menetapkan hila aturan tentang strict liability crimes dapat 

diherlakukan sebagai berikut : 164 

a. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat. 

b. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan. 

c. Syarat adanya mens rea akan menghambat tujuan perundangan. 

d. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan pal<saan terhadap hal<­

hak orang 1ain. 

e. Menurut undang-undang yang berlaku mens rea secara kasuistis tidak perlu 

dibuktikan. 

Berkaitan dengan doktrin strict liability, penting diperhatikan pendapat 

John C. Coffee sebagaimana dilrutip Ban:la Nawawi Arief yang menyatakan 

bahwa korporasi tidal<lah bertanggungjawab hanya karena seorang agen 

melalcukan perbuatan terlarang (actus reus). Namun harus terbukti tiga unsur: 

(I) agen itu telah melakukan kejahatan, 

(2) perbuatannya dilalcukan dalam ruang lingkup kewenangannya, dan 

161 Mardjono Reksocliputro (b). op.cit., hal. 110« 1 11. 
m Hamzah Hatrik, op.cit., hat 113. 
tM Barda Nawawi Aricf (c), Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: R(\jawali Pers, 1990), 

hal. 29. 
!(.4 Rom.U Atmasasmita (b), Perbandingan flu/rum Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 

hal. 78. 
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(3) dilakukan dengan tujuan/sengaja untuk menb'llntungkan korporasi. tt.s 

Dalam praktek di Indonesia, doktrin ini berlaku antara lain untuk 

pelanggan:m lalu lintas. Pam pcngcmudi kendaraan bennotor yang mclanggar 

lampu lalu Hntas akan ditilang polisi Hakim dalmn memutuskan hukuman atas 

pelanggaran tersebut tidak akan mcmpersoalkan ada tidaknya kesalahan padu 

petlgemudi yang melanggar pcraturan lafu linws itu.w' 

Dalam perkcmbangannyu, Tim Pcl'umus memasukkan doktdn strict 

liability dalam Rancangan KUHP (draft tahun 2008), Hal ini tercantum pada 

ketentuan Pasal 38 ayat (I) yang bcrbunyi: "bagi tindak pidana tertentu, Undang­

Undang dapat menentukan bahwa sescoraog dapat dipidana semata-mata. karena 

telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidanu tcrsebut tanpa mernperhatikan 

adanya kesalahan". Namun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana 

berdasarkan doktrin ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang secara tegas 

ditentukan oleh undang-undang, Hal ini terlihat daJam penjelasannya pasal itu: 

Ketentuan pada ayat ini mcrupakan pengecualian tcrhadap asas tiada pidana 
tanpa kesalahan. OJeh ktu:ena itu, tidak berlaku bagi semua tindak pidana, 
melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh Undang­
Undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidana telah 
dapat dipidana hanya karena te!ah dipenuhinya wtSUr-unsur tindak pidana 
oleh perbuatannya, Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melaku­
kan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas: ini dikenal sebagai asas 
<~strict liability" 

2.2.3.3 Doktrin Vicarious Liability 

Selain konsepsi strict liability di atas, di negara-negara Anglo Saxon 

dan Anglo American mengenal pula konsep pertanggungjawaban pidana yang 

disebut vicarious liability, yaitu pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan 

pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (a vicarious liability is one 

where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct 

of another), 167 Sutan Remy Sjahdeini menyebut doktrin ini sebagai pertanggung-

165 Barda Nawawi Arief {d), Sad Kulia!J Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Pernada, 2002), hal. 142, 

166 Lobby Loqman, Pertanggungan Jawab Pidana Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana 
Linglam1,an Hidup, (Jakarta: Kantor Meneg KLH, 1989), haL 93. 

1 Dwidja Priyatno, op.cil., haL l 00. 

Universitas Indonesia 
Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth, FH UI, 2009



59 

jawaban vikarius, yaitu pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak 

pi dana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B. 1611 

Berkenaan dengan doktrin ini, Roes!an Saleh mengatakan bahwa pada 

umumnyu sesoorang bertanggungjawab atas pcrbuatannya semJiri. Akan tetapi 

pada doktrin ini, ada orang yang bertanggungjawab atas pcrbuatan omng lain. 

H<1nya saja, dalam hal ini aturan umlangkundanglah yang menetapkan siapa­

siapakah yang dipandang bertanggungjawab sebagai pembuat 169 

Sejalan dengan itu, di lnggris, pertanggungjawaban ini parla umumnya 

berkaitan dengan tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang (stalutmy 

offences). Hal ini biasanya diterapkan dalam hubungan antara pcmberi kerja dan 

bawahan (employer and employee). pemberi kuasa dan penerima kuasa (principal 

and agent) dan antara para mitra (between partners). Selain itu, pertanggung~ 

jawaban jenis ini dapat dibebankan atas seseorang karena dengan tegas suatu 

undang-undang menentukan demikian. 170 

Menurut undang~undang, vicarious liability dapat terjadi dalam hal-hal 

sebagai berikut :171 

I. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan alas perbuatan-perbuatan yang 

dilakukan orang lain, apebila seseorang itu telah mendelegasikan kewenangan­

nya menurut undang-undang kepada orang lain. Dalam hal ini diperlukan 

suatu sym:at atau prinsip tanggung jawab yang bersifat dilimpahkan (the 

delegation principle). 

Contoh prinsip pendelegasian adalah kasus Allen v. Whitehead (1930), sebagai 

berikut : X adalab pemilik rumah makan yang pengelolaannya diserahkan 

kepada Y (sebagai manajer). Berdasarlcan peringatan dari polisi, X telah 

mengirurtruksi-kan dan melarang Y untuk mengijinkan pelacuran di rnmab 

makan itu, yang temyata dilanggar oleh Y. 

161 Doktrin ini juga &kenai dengao. sebutan respondeat wperior. Li.hat: Sutan Remy 
Sjahdeini., cp.cit., hal. 84. Sedangkan Dwidja Priyatno roenyebutnya deogan istilah perta.nggung­
jawaban~gganti. Dwidja Priyatno, Joe. cit. 

16 Ibid., hal. 103. 
110 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., hal. 87. 
m Dwidja Priyaino, loc. cit. 
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Dalam kasus itu, X dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 44 

Metropolitan Police Act 1839. Konstruksi hukumnya adalah bahwa X Ielah 

mendelegasikan kewajibannya kcpada Y {manajer rumah makau). Dengun 

tclah dilimpahkannya kebijaksanaan usaha rumah makan im kcpadn manajer, 

maku pengetahuan si manajer merupakan pengetahuan dari si pemilik rumuh 

makan. 

2. Seorang majikan dipcrtanggungjawabkan atas pcrbuatan yang sccara flsik atau 

jasrnaniah dilakukan oleh buruhnya atau pekerjanya, jika mcnurut hukum 

perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan m.ajikan (the scrmnst act 

is the masters act ln law). 

Mengenai hal inl dapat dilihat pada kasus Coppen v. Moore : 

D merniliki enam toko yang menjual daging Amerika (America hams). D 

memberi petunjuk yang jelas mengenai daging-daging itu, yang digambarkan 

sebagai daging untuk sarapan (breakfast lwms) dan tidak dijual dengan nama 

dari nama daging itu bernsal (yaitu Amerika). Di luar pengetalman D, 

pembantunya menjual daging itu dengan nama "daging Scotlandia" (Scoth 

hams). Dalam kasus itu D dlpersa!ahkan berdasarkan Merchandise ,\t!arks Act 

1887 (Pasal2 ayat 2) yaitu menjual daging dengan lukisan daging palsu. 

Tujuan pertanggungjawaban Je!lis ini menurut Peter Low seperti 

dikutip Sjahdeini adalah detterence (pencegahan). Dalam hal ini, apabila seorang 

employer (pemberi keija yaitu korporasi) harus bertanggangjawab untuk 

perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya (employee) tanpa 

partisipasi langsung oleh pemberi kelja yang bersangkutan dalam tindak pidana 

tersebut, tekanan akan dialami oleh pemberi keija untuk melakukan penyeliaan 

langsung dan secara teoritis timbulnya tindak pidana tersebut ( diharapkan} akan 

berlrurang {makin tercegah}. m 

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

menganut sistim pertanggungjawaban vicarious liability sehagaimana terdapat 

dalam Pasal 46 ayat {2). Berdasarkan prinsip ini, pimpinan korporasi atau siapa 

saja yang memberi tugas atau perintah bertanggangjawah alas perbuatan yang 

rn Sutan Remy Sjah.deini, op.cil., hal. 92. 
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dilakukan olch bawahan atau karyawannya. Tanggung jawab ini diperluas hingga 

mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan 

hubungan kerja maupun hubungan lain. Dengan demikian. siapa saja yang bckerja 

dun dalam huhungannya dengau korporasi, mcnjadi tanggungjawab korporasL 173 

Pcrkcmbangan yang menarik dalmn hukum pidanu 1ndoncsia, yaitu 

doktrin t•lcarious liability 1ni sudah temkomodir dalam Rancangan KUHP (draft 

tahun 2008) sebagaimana tercanlum dalam. Pasal 38 ayat (1) yang berhunyi: 

"Dalam hal ditentukan oteh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggung­

jawabkan. utas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain". Seperti halnya 

dengan doktrin strict liability, penerapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan 

doktrin ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang secara tegas ditentukan oleh 

undang-undang, Hal ini terlihat dalam penjelasannya sebagai berikut : 

Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa 
kesalahan. Lahimya pengecualian ini merupakan penghalusan dan 
pendalaman asas regulatif dari yurlctis moral yaitu dalam hal-hal tertentu 
tanggungjawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan 
bawahannya yang mela.kukan pe:ketjaan atau perbuatan untuknya atau dalam. 
batas-hatas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseonmg dalam 
kenyataannya tidak mclakukan tindak pidana namun dalam rangka 
pertanggtmgjawaban pidana ia dipandang mempunya:i kesalahan jika 
perbuatim orang lain yang berada dalam kcdudukan yang sedemikian itu 
merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini 
penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang 
ditentukan secara tegas oleh Undang-U~dang agar tidak digunakan secara 
sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini 
dikenal sebagai asas tanggungjawab mutlak atau "vicarious liability". 

Dalam perl<embangan praktik di Belanda, sebagairuana dikemukakan 

Muladi, pada prinsipnya kasus-kasus yang aktual mendasarkan pertanggung­

jawaban korporasi pada dua faktor yaitu : (a) power of corporation to determine 

which acts can be performed by its employees; dan (b) the acceptance of these 

acts in the normal course of business. 114 

l73 N.H. 1'. Siabaan, Hukum Lingklmgan dan Elrologi Pembangunan, (Jakat1a: Erlangga, 
2004), haL 370. 

114 Muladi, op.cit., haL 1& 
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2.3 Konsep Pcmidanaan Bagi Korporasi 

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana. 

Penetapan sanksi pidana selalu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Sccara 

singkat. Hurkrlstuti Harkrisnowo menggmnbarkun perkcmbangan pemikiran tcor:i 

pemidanaan sebagai berikut : 

Pemikiran yang berkembang mengenai toori pemidanaan dlmuiai oleh alir.m 
retribulif yang menekankan pada pcntlnguya ptdana sebagai ratimwl reaction 
padn kejahalan. Kemudian, muncul pemikiran deterrence yang mcnckankan 
pidana sebagai upaya untuk mencegah !crjadinya kembali kejahatan 
(recurrence), baik yang bersifat khusus (bagi pelaku) maupun umum (bagi 
masyarakat). Selanjutnya, meminjam konsep dunia mcdis, aliran rehabilitalif 
mcmandang pidan~ ~ebagai 'obat' bagi 'o~an~ ~~:~~sakit' (pelaku kejahalnn) 
dengan memperbatkt dan mela!.."Ukan resostahsasL -

Tujuan pemldanaan tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam dua 

golongan besar, yaitu konsekuensialis dan non·konsekuensialis. Goiongan 

pertama mengutarnakan pencegahan sebagai tujuan pemidanaan dan menitikbcrat­

kan pada asas kemanfaatan penjatuhan pidana, Sedangkan bagi kalangan non­

konsek:uensialis melihat pemidanaan merupakan penderitaan yang harus diberikan 

kepada pelaku kejahatan. 176 Berkaitan dengan hal itu, menurut Harkrisnowo, para~ 

digma yang dlpakai Sebagru -acUafl Seli.una ini di -indOnesia tidal: jetai. -Hariya saja 

dari tujuan pemidanaan dalam konsep Rancangan KUHP117
, nampaknya lebih 

cenderung ke pandangan kaum konsekuensialis.178 

Pemidanaan terhadap korporasi seringkali dikaitkan dengan masalah 

finansiaJ. Na.mun sebenamya hal ini mengandung tujuan yang lebih jauh. Hal ini 

terungkap dari pandangan Friedmann seperti dikutip Muladi dan Priyatno sebagai 

berikut: 

m Harkristuti Harkri.snowo (b), Rekonstrnk.si Konsep Pemidan.aan: Suatu Gugatan ter­
hadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indcmesia, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru 
Besar Telap datam Umu Hukum Pidana Fakullas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal & 
Maret2003.bal.l1. 

m. Ibid., balll ~ 12 
117 Pasal 54 R.ancangan KUHP (draft Februari 2008) merumuskan tujuan pemidanaan 

sebagai berikut : 
a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman 

masyarnkat; 
b. memasyaralmtkan terpidana dengan mengadakan pembioaan sebingga menjadi orang yang baik 

dan berguna; 
<:. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, tllemulihkan keseimbangan, dan 

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; 
d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana; 

178 Ibid., haL 12~17. 
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The main effect and w.Y:jiflm!Ss of a criminal COIIVIcllQ11 imposed upon lJ 

corporation cumwt be seen eitlter in any personal injmy or. inuwsr cases, in the 
financial detriment, but in the public opprobrium and stigma rhat alfcu:hes to a 
criminal convicfion " 1

"' 

Penjatuhnn pidana kcpada korporust dipcrlukan pcrtimbangan sosial 

dan kchati~hatian, tcrurama pemidanaan berkaitun dcngan kcpentingan orang 

ban yak, Dampak akibat pemidanaan bagi pihak lain juga seyogyanya turut diper­

timb;!ngkan dcngnn matang, seperti buruh dan pemegang saham minorltas dalam 

perusahann. 

Berkcnaar. dcngan hal ini, penting memperhatikan kriteria yang 

dlkcmukakan oleh Shofie mengutip Clinard dan Yeager. Apabila kriteria tersebut 

tidak ada, mak:a lebih baik snnksi perdatalah yang digunakan. Kriteria yang pada 

umumnya diterapkan dalam keputusan-keputusan untuk menggunakan hukum 

pidana (to bring a criminal action) terhadap korporasi dikemukakan sebagai 

berikut ; ISO 

1. The degree of loss to the public {Derajat kerugian terhadap publik) 
2. The level of complicity by high corporate managers (Tingkat keterlibatan 

olehjajaran manager korporasi) 
3. The duralion of the violation (Lamanya pelanggaran) 
4. The frequency of the violation by the corporation {Frekuensi pelanggaran 

oleh korporasi) 
5. Evidence of intent to violate (AI at bukti yang dimaksudkan untuk 

melakukan pclanggaran) 
6. Evidence of extorticm, as ini bribery cases (J\.Iat bukti pemerasan, 

scmisal dalrun kasus~kasus: suap) 
7. Tire degree of notoriety engendered by lite media (Derajat pengetabuan 

puhtik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media) 
8. Precedent in law {kebiasaan bukumlputusan-putusan yang sama dalam 

perkara-perkarn yang datang belakang dengan putusan-putusan 
terdahulu) 

9. The history of serious violation by the. cotperation (riwayat pelanggaran­
pelanggaran serius oleh korporasi) 

10. Deterence potential (kemungkittan pencegahan) 
11, The degree of cooperation evinced by the corporation (demjat kerja sama 

korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi) 

Muladi berpendapat bahwa pemidanaan terl:!adap korporasi mesti 

memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui 

kebijukan pengurus atau para pengurus (corporate executing officers) yang 

rnemiliki kekuasaan untuk memutus (power of decision) dan keputusan tersebut 

119 Muladi, Dwidja Priyatno, cp.cit., hal. 115. 
li~ Yusuf Shofie, op.cit., hal. 119-120. 
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telah ditcrima (accepted) oleh korporasi tersebut Namun demikian, penerapan 

sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan. 18
L 

Tcrhadap tindak pidana yang dllakukan tergolong sangat berm. di 

bcbccapn negnra dtpertimbangkan menerapkan pengumuman kcputusa11 hakim 

(adverse publicity) yang dilaksanakan atas biaya korporasi bersangkutan sebagai 

sanksi. Dcngan demikian dampak yang ingin dicapai tidak semata financial 

impact tetapi juga non financial impact. 182 

Dalam kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan bank (sebagai 

korporasi), Mardjono Reksodiputro menekankan pcntingnya menjatuhkan pidana 

denda yang tinggi terhadap korporasi. Ha! ini perlu dilakukan sehingga para 

pemegang saham akan merasakan pula akibat dari kesalahan {pengurus) 

korporasi. Denga:n demikian, disamping mencegah teljadinya tindak pidana 

korporasi, juga bagi para pernegang sabam akan bersikap selektif dalam memiHh 

dan rnengangkat pengurus korporasL 183 

Pada sisi yang lain, sebagaimana pembahasan di atas, penjatuhan 

pidana yang san gat berat terhadap korporasi merupa.kan masalah dilematis, karena 

juga perlu mempertimbangkan dampaknya bagi pihak lain. Sehubungan hal ini, 

Muladi mengatakan, penjatuban pidana yang sangat berat terhadap korpor.J.Si 

hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan diantaranya : demi perlindungan 

terbadap masyarakat, sejarah korporasi yang berbahaya karena- mismanajemen 

atau manajemen yang benar-benar tidak bertanggungjawab. 184 

Berkenaan dengan hal itu, sanksi yang dapat diterapkan terbadap 

korporasi bisa mencakup pula larangan meiakukan aktivitas tertentuj larangan 

mengikuti tender publik, larangan memprodnksi barang-barang tertentu, larangan 

melakukan kontrak dan memasang advertensi. Selain itu, sanksi berupa 

penempatan di bawah pengawasan, penempatan di bawah 'probation' dan 
1Community service order' juga bisa dijatuhkan. Dalam kasus-kasus lingkungan 

191 Dwidja Priyatno, ap.cit., hat 119. 
It! Ibid. 
'11 Mardjono Rekscdipulro (f}. "Kejahatan Kegiatan Perbankan (Suatu Catatan Sementam 

Tentang Pengertian, Modus Opentndi dan Faktor-Faktor Yang Menimbuik.annya)", dalam 
Kemojuan Pembangunan EY.J)nomi dan Kejaharan, Kumpu1an Karan,gan Buku Kesatu. (Jakarta~ 
Pusat Pe!ayaoan Keadilan dan Pengabdian Hukum ( dih Lembaga Kriminotogi) Universitas 
Indonesia, 2007), hal 77. 

1s4 Muladi, op.cit., hal. 28 
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hidup di Australia, korporasi dapat dijatuhi sanksi berupa penggantian biaya-biaya 

penyidikan. Dlpelbagai negara bahkan sudah dirurnuskan 'sentencing guidelines' 

yang mcmbantu pcngndilan mencntukan snnksi yang tepilL 135 

Dalam p~njaluhan berat ringannya: sanksi terhadap korporasi. dikenal 

hal-hal yang dapat mcringankan (mitigating circumstances), antara lain 

kebcradam1 "~OCc!iw:: corporate compliance programs" yang diterapkan dalam 

tmmajemcn korpomsi, yung dapat mendeteksi terjadinya kejahatan. Hal m1 

mencakup "compliatrce plan" yung dikemukakan Muladi sebagai berikut :186 

u. reasonable complim1ce standards onJ procedures; 
b, appoinlmenl oftl corporate compHance officer; 
c. e.w::rdw:: of due care in the dclegalion of discretionary aurfwriry; 
d, employee education mtd compliance training; 
c. on~going monitoring ami reporting systems; 
f. consistent and cominous enforcement of compliance standards 
g. response to offenses and prevemion of reoccurences. 

Kebijakan legislasi mengenai pengaturan pemidanaan terhadap 

korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia temyata bervariasi. 

Berdasarkan penelitian, jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap 

korporasi dalam perundang-undangan Indonesia terbagi atas : (a) pidana pokok 

(berupa : pidana denda), (b) pidana tambahan dan (c) tindakan (tata tertib). Hal 

ini sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini : 

m Ibid. 
I!O Ibid., hal. 28~29. 
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T abel2.1 Fonnulasi Sanksi Pidana T erhadap Korporti$1 diila:m Berbagai Undang·undang 

Pidana Tcrhadao Koroorasi 
Ptdana pokok (d'Cndtt)r ······--~ ~ Undang·undang Pidana Tambahao Tindakan 

l. UU No.7 Drt P1daoa de:oda a. pcnutupan sduruhnya atau Tata Tertlb : 
Tahun 1955 setinggi-iingginy.l scbagian pcrusaharm si a. menempatk;:m 
(UUTindnk Rp.LOOO.OOO.OOO,. terhuklun untuk waktu perusaha::m si terhukum 
Pidana Ekonomi) (satujuta rupiah} seluma-lam:mya saw talmo. di bawah pcngitmpuan 

b. pcrampasan barang-baraog b. mewajibklln pembayaran 
tak te!ap yang berwujud dan uangjamirum 
yang tidak berwujud c. mewajibkru1 membayar 
temmsuk perusahaan si .:>ejwnlah nang sebagai 
terltukum yang berasal dari peocabut.an keun(ungan 
tindak pi dana ekonomi !d.mewajibkan 

c. peocabutan selurub atau 
i 

mengerjakan apa yang 
sebagian hak-hak tertentu ' dilalaikan !anpa hak 
atau penghapusan seluruh I meniadakan apa Y<Ing I 
atal.l sebagian keunrungan dilakuknn tanpa hak dan 
tertentu, yang telah atom melakukan jasa-jasa 
dapat diberikan kepada si untuk memperbaikj 
terhukum oleh pemerintah akibat-alcibal satu sama 
bechubungan dengan lain, semua atas biaya si 
perusahaannya untuk waktu terhuk-um, sekedar 
selama-larnanya dua tahun hakim tidak menentukan 

d.pengumuman putusan lain 
hakim. 

······-··· 
2. UU No.6 Tahun a. (Pas a! 19 ayal 1) Tidakada Tindakan Tata Tertib 

1984 denda setinggi- disebutkan dalam Pasal 
(UU Pos) li.ngginya 19 ayat (3) tetapi tidak 

Rp.20.000.000,- menyebutkan jenis-jenis 
(dl.la puluhjula lindakan dimaksud. 
rupiah) 

b.(Pasal19 nyat 2) 
denda setinggi- . 
tingginya 
Rp. 1.000.000,-
(sntu juta rupiah) 

-···--.... ----· 
J. UU No. 5 Tahun a. (Pasal59 aya~ 3), Pencabutan izin usaha Tidal< ada 

1997 pidana dendn (l'ruml?O) 
(UU sebesarRp. 
Psikot:ropika) 5.000.000.000,-

(lima milyar 
rupiah) 

b.Pasal70, pidana 
denda sebesar 2 
(dua) kali pidana 
dendayang 
berlaku untuk 
tindak pidana 
terse but 

-·-
4. UUNo.22 Picla.na denda Tidakada Tidakada 

Tahun 1997 bervar:iasi. denda 
(UU Narkolika) paling bany--..k 

Rp.?.OOO.ooo.OOO,-
(tujuh miliar mpiah) 
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5. UUNo. 23 Pidana dcnda Tidak ada Tata Tertib (Pasal 47) : 
Tahun 1997 dipcrbcrat dengan a. perampasan 
(UU Pengelolaan sepcrtiga (Pasal45) keuntungan yang 
Lingkungan dipcrolch dari tindak 
Hidup) pidana; dan/atau 

b. pcnutupan scluruhnya 
atau sebagian 
perusahaan; dan/a tau 

c. perbaikan akibat 
tindak pic'! ana; d;:m/atau 

d. mewajibkan 
mcngcrjakan apa yang 
di\alaikan tanpa hak; 
dan/atau 

c. mcniadakan apa yang 
dilalaikan tanpa hak; 
danhuau 

f. menempatkan 
perusahaan di bawah 
pengampuan paling 
lama ti2-a tahun. 

6. UU No. 5 Tahun Pidana denda Pasal49 : Tidak ada 
1999 bervariasi, paling a. pencabutan izin usaha, atau 
(UU Larangan rendah b.larangan kepada pelaku -
Praktek Rp.I.OOO.OOO.OOO,- usaha yang telah terbukti 
Monopoli dan (satu miliar rupiah) melakukan pelanggaran 
Persaingan Usaha dan paling banyak terhadap UU ini untuk 
Tidak Sehat) Rp.IOO.OOO.OOO.OOO,- menduduki jabatan direksi 

(seratus miliar atau komisaris sekurang-
rupiah). J...-urangnya dua tahun dan 

' selama-lamanya lima 
tahun, atau 

c. penghentian kegiatan atau 
tindakan tertentu yang -
menyebabkan timbulnya 
kerugian pada pihak lain. 

7. UUNo. 8 Tahun Pidana denda paling Pasal63 : Tidak ada 
1999 ban yak '· perampasan barang 
(UU Rp.2.000.000.000,- tertentu; 
Perlindungan (dua miliar rupiah) b. pengumuman keputusan 
Konsumen) (Pasa162) hakim; 

'· pembayaran ganti rugi; 
d. perintah penghentian 

kegiatan tertenru yang 
menyebabkan timbulnya I 
kerugian konsumen; 

e. kewajiban penarikan 
barang dari peredarnn; atau 

f. pencabutan izin usaha. 

8. UUNo.31 Maksimum ancaman Tidakada Tidakada -
Tahun 1999 jo pidana denda 
UUNo. 20 ditambah 1/3 (satu 
Tahun 2001 (UU pertiga) (Pasal 20 -

Pemberantasan ayal 7) 
TP Korupsi) 
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·--··· ···----
' --1 --

9. UU No. 41 tabun Tindak pidana Tidak uda Tidakada 
1999 sebagaimana ' 

I {UU Kehu!anan) dimaksud dalam 
Pmml 50 o.yut {I}, 
ayal (2), dan ay.n {3}, 

. 
i dikenakan pidarm 
'sesuai dengan 
ancaman pid;ma 
masing-n1illling 
ditarnb<Jhdengan 1/3 

' dari pidana yang I dijatuhkau (Pasal 7S 
ayac 14) 

10 UU No. !5 Maksimum ancaman Pencabuta_n izin usaha Tidak ada 
T ahun 200 1 jo pidana denda danlatau pembubaran 
UU No, 25 ditambah I 13 (Psi 5 kQrporasi yang diikuti ilengan 
Tabun 2003 (UU !ayat I) Jikuidasi. {Pasa! 5 ayat 2} 
Tinduk Pidana. I 
Pencueian Uang) ·-

I I UUNo.22 Pidana denda Tidal< ada Tidak ada 
Tahun200l tertinggi d1tambah 

' (UU :Minyak dan sepertiga. (Pasal 56 I 

Gas Bumi) ayat 2) 

12 UUNo.20 Pldaua yang Pencabutnn izin Usaha Tidak ada 
Tahun2002 dijaruhkan kepnda Penyediaan Tenaga Listrik 
(UU Kelenaga" Badan Usaha berupa atau Izin Opernsi (Pasal61 
listrikan) pidana denda, dengan ayat4) 

ketcntuan paling 
tinggi pidana denda 
d.Hambah l/3 (Psl 6S 
ayal2) 

-
13 UU No. 23 tahun Ketentuan pitlana Tidakada Tidak ada 

2002 dendayang 
(UU dijatuhkan ditambah 
Perlind.ungan 113 dari pidana denda 
Anak) yang diancamkl!l1 

(Psi 90 ayat 2) 

14 UUNo. 31 Maksimum pidana Tidakada Tidakada 
Tahun2004 denda di<amb.m 113 

! (1J1J Perikananl :sepcrtiga) (P•IIOI) 
I 

15 UUNo. 21 Pidana denda dengan Pasall5 ayat 2: Tidakada 
Tahun 2007 pemberatan 3 (tiga) a. pencabutan izin usaha.; 
(UU kali dari pida:oa b.pern.mpasan kekayaan basil 
Pemberantasan denda sehagaimana tindak pidana; 
Tlndak Pidana dimaksud dalam c. pencaburan status bad an 
Perdagangan Pasal2. Pasa13, hukum; 
Onmg) Pasa!4,Pasal5, dan d. pemecatan peugurus; 

Pasal6 {Pasall5 ayat dan/atau 
I) e. pe!arangan kepada 

pengurus lersebut untuk 
rnendirikan kmporasi dalaro 
bidang usaha yang sama. 

Universitas Indonesia 
Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth, FH UI, 2009



69 

16 UUNo.ll Pidan11 pokok Tidak ada Tidak ada 
Tahun 2008 ditambah dua pcrtiga 
(UU Infonnasi (Pasal 52 ayat4) 
dcm Transabi 
Ekonomi} 

17 UU No. 17 Pidnna denda dcngan Tidnk ada Tidak ada 
Tahun 2008 pemberatan] (tiga) 
(UU Pelayaran) kali dari pidana 

dcnda yang 
ditentukan (Pasal 
335) 

18 UUNo. 44 Pidana dcnda Pasal41: Tidak ada 
Tahun 2008 terhadap korpornsi a. pembekuan izin usaha; 
(UU Pomograli) dengan ketentuan b. pencabutan izifi usaha; 

mak.simum pidana c. perampasan kckayaan hasil 
dikalikan 3 (tiga) dari tindak pidana; dan 
pidana denda yang d. pencabUian status badan 
ditenrukan dalam hukum. 
setiap Pasal (Pasal 40 
ayat 7) 

19 UU No.4 Tahun Pidana denda dengan Pasal 168 ayat 2 : Tidak ada 
2009 pemberatan 1/3 (satu a. PencabUian izin usaha dan 
(UU Pertambang- per liga) kali dari •tau 
an Mineral dan ketentuan maksimum b. Pencabutan status badan 
Batubara pidana denda yang hukum. 

dijatuhkan (Pasal 168 
avat I) 

. 

Meski semua undang-undang tersebut di atas mengatur mengenai 

sanksi pidana denda kepada korporasi, namun tidak ditemukan adanya pengaturan 

mengenai apabila sanksi pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi 

ternyata tidak mampu dibayar ataupun tidak mau dibayar oleh korporasi 

bersangkutan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. 

Berdasarkan uraian di atas, juga tampak pengaturan mengenai jenis­

jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam berbagai peratutan 

perundang-undangan tersebut bervariasi. Bahkan terdapat undang-undang yang 

merumuskan jenis sanksi tindakan tata tertib, yaitu UU No. 6 Tahun 1984 (UU 

Pas) namun ternyata tidak disebutkan jenis-jenis tindakan tata tertib dimaksud. 

Disamping itu, terdapat ketidakkonsistenan dalam perumusan jenis sanksi, jenis 

sanksi manakah yang termasuk pidana tambahan dan sanksi tindakan tata tertib. 

Akibatnya, pada suatu UU, jenis sanksi yang tennasuk dalam kategori pidana 

tambahan namun temyata pada UU lainnya ditempatkan sebagai sanksi tindakan 
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tata tertib. Dcngan demikian formulasi kebijakan legislasi dalam peraturan 

perundang~undangan itu tampak tumpang tindih. 

Berkennan dcngan perumusan macam-macam sank&i h!rhadap 

korpomsi di ntas juga darat diperoleh kesimpulan bahwa tdah terjadi 

pcrkcmbangun mengcnai konscpsi pcmidanaan terh~tdap pelaku tindak pidana. 

Dalam aturan umum hukum pidm1a (Pusal I 0 KUHi)), pidana tcrdiri atas ptdana 

p<lkok (yaitu: pi dana mali, pidana pcnjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana 

tutupan} dan pidnna tambnhan (yukni : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan 

barang~barang tertentu, pcngmnum:lll putusan hakim). Namun seiring dengan 

perkembangan perundang-undangan yang tersebar di luar KUHP. terdapat jenis 

sanksi tindakan. 187 Bahkan pada bebcrapa undang-undang, disarnping dikenakan 

sanksi pidana, terhadap korporasi juga dikenakan sanksi t!ndakan (tata tertib). 

Dalam hukum pidana, hal demikian disebut double track system (s:istem dua 

ja!ur). 

Berkaitan dengan double track system, menurut M. Sholehuddin 

perbeclaan sanksi pidana dan sanksi tindakan penekanannya terletak pada apa dan 

bagaimana tujuan ditetapkannya sanksi dalam hukum pidana itu untuk (ca!on) 

terpidana. Mengenai hal ini dikatakan :188 

Lebjh jel.asnya, jika sanksi pidana berorientasi pada pertanyaan ; "'Mengapa 
diadakan pemidanaan?", atau dcngan kata lain. sanksi pidana bersifat reaktif 
terhadap suatu perbuatan yang dikualiftkasikan sebagai tindak pidana. 
Sedangkan sanksi tindakan lebili berorientasi pada pertanyaan : .. Untuk apa 
diadaka:n pemidanaan?", atau dengan kata lain, sanksi tindakan lebih bersifat 
antisipatif terhadap pelak:u perbuatan. 

Hasll penelitian M. Sholehuddin mengungkapkan bahwa bentuk­

bentuk sanksi tindakan banyak yang dipenmtukkan pada korporasi. Namun 

demikian, tidak semua perundang-undangan pidana di luar KUHP yang 

mencantumkan korporasi sebagai subjek hukurn pidana, memuat puJa jenis sanksi 

111 Satochid Kertanegarn rnenerangkan bahwa di da1am hukum pidana juga ada sanksi yang 
bukan bers.ifat siksnan, yaitu apa yang disebut tindakan (maatregel). Dia menunjuk contoh sanksi 
yang bukan meropakan s!ksaan itu terdapat da!am Pasal 45 KUHP. Meski pexbedaan sa.nksi pidana 
dan sanksi tindakan agak samar, menurut Andi Hamzah, sanksi pidana bertitik berat pada 
pengenaan sanksi pada pelaku suatu _perbuatan. sedangkan sanksi tindakan bertujuan melindungi 
masyantkat. Libat : M. Sholehuddin, Sisrem Sanksi Dalam llukum Pidana (Ide Dasar Double 
Track System & lmplementasinya), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 51·52. 

ISH Jbt'd,, hal. 54. 
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tindakan. Justru lebih banyak yang mencantumkan jenis sanksi pidanu danlatau 

sanksi administratif: 139 

M. Sholehuddin berpendapat, minimnyo. perundang-undo.ngan pidana 

yang mcmuat jenis sanksi tindakan tidak terlepas dari kurangnya penuthmnan para 

pembentuk undang-undang (dalam hal ini pihak pemcrintah/pcngusul suatu 

undang~undang dan kalangan legislator) terhadap hakikat, fungsi dart tujuan 

sanksi tindakan tersebut dalam sistcm pemidannan. Hal demikian menurutnya, 

berakibat pada penetapan bentuk-bentuk sanksi dalam perundang-undangan 

pidana yang tidak tegas dLnyatakan atau tidak jelas---sehingga diragukan-·-apakah 

termasuk jenis sanksi pidana atau sanksi tindakan. 190 Berkaitan dengan hal 

tersebut, terjadinya kerancuan pengaturan sistem sanksi dalam perundang­

undangan pidana disebabkan dua faktor, yaitu : ketiadaan kriteria dalam 

membedakan jenis sanksi dalam hukum pidana dan ketidak-konsistenan dalam 

penetapanjenis. dan bentuk: sanks.i. 191 

Dalam Rancangan KUHP (draft tahun 2008), se\ain sanksi pidana yang 

terdiri atas pidana pokok (pidana denda) dan pidana tambahan, juga terdapat 

penegasan·mengenai pengaturan sanksi tindakan (Pasal 101 sampai dengan Pasal 

112), Meskipun dari beberapa jenis sanksi tindakan yang diatur, hanya dua jenis 

sanksi tindakan saja yang dapat dikenakan terhadap korporasi, yaitu perampasan 

keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana (Pasal 101 ayat (2) huruf b) dan 

petbaikan akibat tindakpidana{Pasal WI ayat (2) huruf c). 

Bemeda dengan KUHP yang sekarang ini berlaku, mengenai pidana 

denda dalam Rancangan KUHP itu ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu : 

a. kategori I Rp.l.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); 

b. kategori II Rp.7.500.000,00 (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah); 

c. kategori Ill Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); 

d. kategori IV Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh limajuta rupiah); 

e. kategori V Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan 

f. kategori VI Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

lSI) Ibid., haL 175-176. 
190 Ibid.,hal.l17 dan haL l8L 
l!H Ibid., hat 199. 
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Berkaitan dengan pengaturan pidann dcnda terhadap korpornsi da!am 

Rancangan KUHP, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 aya! (4), (5) dan (6) 

mcnyatakan sebagai berikul : 

(4) Pidana denda paling banyak untuk korpornsi adaluh kategori lcbih tinggi 

berikutnya. 

(5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana 

yang dian cam dengan : 

a. pi dana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dcngan IS (lima betas) 

tahun udalah pidana denda Kategori V: 

b. pi dana mali, pi dana penjara seumur hldup, atau pidana penjara paling Jama 

20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori Vl. 

(6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pad a ayat 

(5) adalah pidana denda Kategori IV. 

Persoalan yang ditemui dalam berbagai pemturan di luar KUHP, yalmi 

mengenai apabila pidana denda tidak: dibayar oleh korporasi telah diakomodir 

dalam Rancangan KUHP. Terkait hal itu maka terhadap korporasi dikenakan 

pidana pengganti berupa: pencabUtan izin usaha atau pembubaran korporasi (Pasal 

85). Sedangkan bcrkenaan dengan pidana tambahan, Rancangan KUHP 

menentukan terhadap korporasi dapat dijatuhkan putusan berupa pencabutan 

segala hak yang diperoleh korporasi (Pasal 67 ayat (3) jo Pasal 91 ayat (2)). 

2.4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Praktik Peradilan 

Secara teoritis perrnasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi 

Ielah sering diperdebatkan. Selanjutnya, oleh pembuat undang-undang masalah ini 

diakomodir ke dalam heberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP. 

Pembahasan pada bagian ini hendak menunjukkan perkembangannya dalam 

praktek peradilan kita. 

2.4.1 Kasus Bocornya Pipa Tangld Min yak Solarmilik PT Kereta Api Indonesia 

Kasus bocomya pipa tangld minyak solar milik PT Kereta Api 

Indonesia di Yogyakarta, 192 ini melibatkan terdakwa BT, karyawan PT Kereta Api 

ltn Putusan PN Yogyakarta No. 129/P.id.B/2004/PN,YK tanggal 10 Maret 2005. 
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Indonesia yakni Kepala Depo Traksi Daerah Operasi VI Yogyakarta, didakwa 

oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam waktu antara tahun 1997 sampai dengan tal1Un 

1999, karena kelapaannya telah menyehabkan bocomya tnngk! minyak solar 

sehingga mengakibatkan tercemamya air sumur warga sekitnr. Terdakwa didakwa 

dengan dakwaan pertama Pasal 42 ayat (I) UU No, 23 Tahun I 997 jo Pasal 64 

ayat (I) KUHP dan kedua, Pasa! 42 ayat (!) UU No, 23 Tahun 1997 jo Pasal 64 

ayat (1) KUHP, 

Dalam putusannya, rnajelis hakim PN Yogyakarta menyatakan 

terdakwa terbuktl bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertam!l dan 

menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu} tahun dan denda sebesar 

Rp,IO,OOO,OOO,- (sepu!uh juta rupiah) subsider kurungan selama 2 (dua) bulan, 

Berkaitan dengan korporasi, sekalipun tidak didakwa (sebagai terdakwa) dalam 

surat dakwaan. PN Yogyakarta mempertlmhangkan mengenai pertanggung­

jawaban PT Kereta Api Indonesia dalam kasus tersebut l'ertimbangan tersebut 

sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997 mengatur 
tentang tindakan tata tcrtib yang bisa diperintahkan untuk dipenuhi, 
sehubungan dengan tindak pidana y:ang _ telah terbukti menill)bulkan 
pencemaran lingkungan. 

Menimbang. bahwa meskipun ten:::emamya sumur-sumur warga Jlagran dan 
Gedong Tengen yang telah terbukti karena kelalaian'kealpaan dari terdakwa, 
namun kasus ini tidak dapat dlpisahkan atau terkait erat dengan keberadaan 
PT. Kereta Api Indonesia di Stasiun Tugu Yogyakarta karcna perangkat yang 
terbukti bocor dan menimbulkan tercemamya surnur warga adalah milik PT 
Kereta Api Indonesia tersebut sehingga Majelis Hakim perlu menekankan 
kepada PT. Kereta Api -Indonesia dan terdakwa agar melaksanakan dengan 
sungguh~sungguh kesepakatan bersama anfara warga dengan PT. Kereta Api 
Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Aleta Notaris Bimo Seno Sanjaya. SH 
No, 7 dan 8 tanggal I 0 Me12003. 

Seianjutnya dalam salah satu amar putusan perkara tersebut, PN 

Yogyakarta juga menjatuhkan sanksi kepada PT, Kereta Api Indonesia dengan 

memerintahkan kepada PT. Kereta Api Indonesia dan tetdakwa untuk melakukan 

pemulihan Jingkungan yang tercemar, sehingga dapat dimanfaet·kan seperti sernula 

sesuai dengan peruntuk.kannya. 

Putusan ini merupakan terobosan hukum dalam hal penjatuhan sanksi 

kepada korporasi (se!ain perorangan). Putusan pengadilan ini merupakan 

perkembangan yang sangat maju. Sebelumnya pengadllan baru sebata.< 
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mempertimbangkan kedudukan korporasi dalam pcrtimbangan hukuttl putusun 

bahwa perbuatan terdakwa (pengurus korporasi) dapat dipertang!:,'Ungjawabkan 

kcpada korpornsi. 

2.4.2 Kusus Korupsi Pengadaan Busway 

Kasus ini mcrupakan perkara tindak pidana korupsi dalam kasus 

proyek pengadaan Busway di Dinas Perhubungan Prnpinsi DKI Jakarta Tnhun 

Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004. 11
/J Pada perkam ini, Jaksa Pcnuntut 

Umum mendakwa Budhi Susanto selaku Direktur Utama PT Armada Usaha 

Bersama. 194 

Majells Hakim Pengadilan Tindak Pidana Koropsi daiam menentukan 

apakah tindak pidana dapat dipertanggongjawabkan kepada terda:kwa secara 

pribadi ataukah daJam kedudukannya sebagai organ korporasl, berpendapat 

sebagai berikut :195 

Menimbang bahwa, subjek hukum atau pelaku tindak pidana korupsi 
menurut Pasal 1 ayat 3 UU No. 31/1999 adaiab orang perseorangan a.tau 
suatu korporasi. 

Menimbang bahwa seperti dipertimbangkan dimuka bahwa benar terdakwa 
adalah s.elaku Direktur Utama PT_ AUB yang, berarti terdakwa dapat 
bertindak selaku perseorangan dan dapat pula bertindak untuk dan atas nama 
PT.AUB. 

Dari pertimbangan hukum tersebut menimbulkan pertanyaan, 

bagaimana majelis hakim mempertimbangkan kedudukan terdakwa dlkaitkan 

dengan perouatannya dalam melakukan tindak pidana korupsi? selaku 

perorangankah atau selaku organ korporasi atau keduaMduanya?. Menurut 

pendapat penulis, apabila dilihat dari pertimbangan hukum di atas, Majelis hakim 

perkara tersebut memandang terdakwa dalam kapasitas pribadinya mewakili 

1 ~J Putusan Pengadilan Tindak Pidana K.orupsi pada PN Jakarla Pusat No. 19/PID.B/ TPK/ 
2006/PN.JKT PST umggal 04 April2007. 

194 Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair: Pasa12 ayat {l) jo Pasal lS UU No. 31 
Tahun. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 
No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (I) KUHP jo Pasal 5:5 ayat {l) ke-1 KUHP, Subs:idair: 
Kesatu: Pasal3 jo Pasa118 UU No. 31 Tahun 1999 tenlacg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 Tahun2001 jo Pasal55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 
64 ayat (1) K.UHP atau Kedua : Pasa1 3 jo Pasat 15 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pembcrant.a.san T:indak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 
jo PasaJ 56 ke-1 KUHP, 

195 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Puso.t No. 19/PID.B/ 
TPK/2006/PNJKT PST tanggal 04 April2007, op.cit., hal. 302 

Universitas Indonesia Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth, FH UI, 2009



75 

perorangan dan sekaligus juga dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai 

Direktur Utama PT Annada Usaha Bersama (korporasi). Persoalannya, apakah 

dengan dcmikian Majelis Hakim berpandangan bahwa terdakwa Budhi Susanto 

yang dipertanggungjawabkan dalam hal 1m pada dasamya adalah 

mcmpcrtanggungjawabkan perusahaannya (PT AUB). Dengan lain perkataan, 

apakah dengan demikian pengadilan telah mengakui pembuat tindak pidana 

adalah korporasi (PT AUB)? Mengenai hal ini harus dilihat, apabila menurut 

pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti dan amar putusannya yang 

diajtuhkan tidak hanya terbatas pada terdakwa, tetapi juga korporasi. 

Berkenaan dengan pembuktian dakwaan dalam unsur ·'melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", Majelis 

Hakim rnempertimbangkan tindakan terdakwa dengan mengaitkannya untuk 

pernbebanan untuk membayar uang pengganti denda bagi korporasi sebagaimana 

pertimbangan berikut :196 

Menimbang bahwa, untuk mendudukkan dimana letak kedudukan terdakwa 
dalam tindakannya selaku perseorangan dan atau selaku Dirut PT. AUB 
dalam kaitannya dengan pembebanan untuk membayar uang pengganti denda 
bagi korporasi, maka acuannya terletak kepada berapa besar kerugian 
keuangan negara yang membuat memperkaya diri terdakwa atau orang lain 
atau suatu korporasi. 

Menimbang bahwa, oleh karena sudah dipertimbangk:an dimuka, terdakwa 
telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.2.124.717.264,00 (dua milyar 
seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh betas ribu dua ratus enam 
puluh empat rupiah) dan orang lain sebesar Rp.1.259.322.363,00 (satu milyar 
dua ratus lima pulus sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus 
enam puluh tiga rupiah), maka selisih dari kerugian negara sebesar 
Rp.1 0.621.101.594,32 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus 
satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh dua sen) 
dikurangi Rp.3.384.023.622 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat juta 
dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) yaitu 
Rp.7 .237.061.972,32 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh 
satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah tiga puluh dua sen) harus 
ditanggung o1eh suatu korporasi. 197 

Majelis hakim berpendapat bahwa kerugian keuangan negara dalam 

tindak pidana korupsi itu yaitu sebesar Rp.7.237.061.972,32 ditanggung oleh 

korporasi. Artinya kepada korporasi dibebank:an pertanggungjawaban mengganti 

kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi 

l% Ibid. 
197 Ibid. 
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yang terbukti clilakukan oleh terdakwa. Hal lni juga ternyala dari pertimbangan 

berikut: 

Menimbang bahwa, scsuai dengan Pasal20 ayat 7 UU No. 31/1999 hahwa, 
terhadap korporasi lersebtH hanya dipidana denda dengan kctcnluun pidnua 
dcnda dilambah l/3 (sepertiga). 
Menimbang bahwa, dengan tlemikian pidana denda yang harus llikcnakan/ 
diganti kepada dan oleh korporasi dalam pcrkara <~quo adaluh 
Rp.7.237.061.972,32 ditambah 1/3 (sepertiga) dari Rp.7.2.l1.06L972,32 
yaim scbesar Rp.2.4t2.353.990,77, sehingga kcsc!uruhannya mcnjadi scbcsar 
Rp.9.649.415.963,09 (sembilan milyar enam ratus empat puluh scmbilan juta 
empat ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah sembilan 
sen). 
Menimbang bahwa, dalam perkara aquo, korporasl yang mcngikatkan diri 
dengan Dishub DKJ Jakarta hanyalah PT. AUB. 

Dari pertimbangan tersebut, secara jelas majelis hakirn menyatakan 

korporasi dijatuhi sanksi membayar denda. Dengan kata lain, pengadilan 

menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dikenakan kepada 

terdakwa saja tetapi juga kepada korporasi (PT. AUB), yaitu berupa denda, 

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (7) UU No.3! Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dihubungkan dengan perkembangan penerimaan dan pertanggung­

jawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana1 terutama dalam hal 

pemidanaan, dalam praktik peradilan pidana hal ini dapat dipandang telah 

mengalarni kemajuan karena korporasi telah dijatuhi pidana pokok (denda). 

Namun setelah diteliti lebih jauh lagi, temyata dalam amar putusan perkara 

tersebut, MajeHs Hakim hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana 

penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 

serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 

Rp.2.124.717.264,00 (dua milyar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh 

belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), Sedangkan terhadap korporasinya 

Majelis Hakim tidak menjatuhkan sanksi apa pun. 

2.4.3 Kasus Pembukaan Laban dengan Pembakaran 

Kasus ini menjadi perhatian penulis betkaitan pertanggungjawaban 

pidana terhadap korpordSi dalam perkara Jingkungan hidup. Pada kasus yang 

diputus PN Bangkinang dengan putusan No. 19/Pid.BnOOI!PN.BKN tanggal 1 

Oktober 2001 ini, Jaksa Pemmtut Umwn mendakwa terdakwa Mr. C. Gobi selaku 
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General Manager PT Adei Plantation & Industry bersama-sama dengan Joko 

Waluyo, Revindo Simangunsong dan lr Muhammad (disidangkan secara 

tcrpisah), baik bcrtindak sccara bersama-samu maupun secara sendiri-sendiri alas 

nama PT Adei Plantalion & Indu.siry. 19s: 

Dalam menentukan apakah tindak pldana yang didakwakan kepada 

terdakwa dipertanggungjawabkan kepadanya secara pribadi ataukah dalam 

kedudukannya sebagai organ korporasi, Majeiis hakim bcrpcndapat sebagai 

berikut: 

Menimbang, hahwa dengan dcrnikian jelas Mr, C. Gobi selaku General 
Manager PT Adei Plantation & Industry yang merupakan organ dari PT Adei 
Planlation & Industry itu sendiri bukan sebagai manusia alamiah yang 
bcrtindak untuk dan alas nama korporasinya. 199 

Pertimbangan hukum lainnya juga terlihat dinyatakan secara tegas oleh 

majelis hakirn tersehut hahwa tidak ha.nya terdakwa saj~ tetapi juga kapasitas Jr. 

Muhammad, Joko W aluyo dan Revindo Sil11lll1gUIISOng sebagai organ korporasi. 

Pemyataan itu sebagai berikut :200 

Menimbang, bahwa sebagaima.na yang telah dipcrtimbangkan pada babagian 
terdahulu, dimana baik terdakwa Mr. C. Gobi ataupWl Jr. Muhammad, Joko 
Waluyo dan Revindo Simangunsong. dengan .sengaja telah. membiarkan 
kcadaan yang mempunyai potemi tinggi tetjadinya kebakaran, dan ternyata 
kemudian kebakaran benar-benar terjadi secara berulangkali, di sini terdakwa 
atau yang lainnya itu adalah sebagai organ korpornsi. 

Dari pertimbangan tersebut nyata babwa pengadilan memandang 

perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan bidup akibat terl:>akarnya laban 

PT Adei Plantation & Industry adalab merupakan tindak pidana yang dilakukan 

terdakwa selak:u General Manajer bersarna~sama dengan Joko Waluyo, Revindo 

Sirnangunsong dan lr Muhammad selaku organ perusahaan tersebut. 

Temadap perkara itu, Chairul Huda menyatakan pendapat babwa 

terdakwa mempunyai "kedudukan fungsional" dalam PT Adei Plantation & 

Industry. Dengan demikian hal ini bukan tindak pidana terdakwa sendiri, tetapi 

penyertaan tindak pidana suatu korporasi bersama~sama pengurusnya yang 

198 Terdakwa didakwa dengan dakwaan m:.i.m.l'!ir: Pasa141 aynt (1) jo Pasal46 UU No, 23 
Tahun 1997 jo Pasal55 ayat (1) ke-le KUHP jo Pasal64 ayat(l) KUHP, sub~: Pa.sal42 ayat 
(1) jo Pasal46 UU No. 23 Tahun 1997 jo Pasal55 ayat (1) kewle KUHP jo Pasal 64 ayat (1) 
KUHP. 

199 PutusanPN BnngkinangNo. 191Pid.BJ20011PN.BKN tanggatl Oldobu2001, hal 80. 
200 Ibid., hal 82. 
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berkedudukan fungsional menentukan kegiatan usaha PT Adei Plantation & 

Industry. Menurutnya, hal ini ternyata dari pertlmbangan huk.urn berikutnya :20
l 

Menimbang, bahwa karena lerdakwa selaku organ korpornsi bertindak.l 
mclakukan sesuatu bukan atas kt.>wcnangannya sendiri secara pribadJ 
melainkan atas wewenang yang sah dari korpornsi yang bcrsangkutan. 
sehiugga korporasi tidak dnpat melepaskan diri begim snja atas perbuntnn 
yang dllakukan oJeh pengurus organnya. 

Bahwa hal itu juga discbabkan karena perbuatan korporasi selalu diwujudknn 
mclalui perbuatan manusia, sehingga setiap perbuatan organ manusia dalam 
badan hukumlkorporasi, asal sesuai dengan tujuan korporasi dapat diper~ 
tanggungjawabkan kepada korporasi." 

Pada bagian lain pertimbangan putusan itu, Majelis Hakim 

berkcsimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdnkwa tcrsehut dilakukan 

untuk dan atas nama PT Adei Plantation & Industry dan kapasitas terdakwa 

adalah sebagai pemimpin pelaku perbuatan (factualleader).201 

Namun demikian, meski kesalahan terdakwa yang telah terbulcti secan:i 

sah dan rneyak:ink:an menurut hukum yang menyebabkan dapat ditentukannya 

'pertllnggungjawaban terdakwa dan korporasinya', temyata tidak dipertimbangkan 

dengan balk oleh majelis hakim dalam menentukan 'dapat dipidananya' pembuat 

tindak pidana-ini. Artinya, sekalipun majelis hakim berkeyakinan-bahwa··tindak 

pidana ini adalah tindak pidana korporasi, tetapi pemidanaannya hanya diterapkan 

terhadap 'pembuat materiilnya~, yaltu terdakwa., semenfara korporasinya tidak 

dikenakan pidana apa pun.,., 

Dalarn putusannya itu, Majelis Hakim PN Bangkinang rnenyatakan 

terdakwa tersebut dinyatakan terbukti melanggar dakwaan primair, sehingga 

kepadanya dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar 

Rp.250.000.000,· (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika terdakwa tidak 

mampu membayamya diganti dengan pidana k:urongan selama enam bulan. 

Pada tingkat banding, meski membatalkan putusan PN Ba:ngkina:ng 

tersebut dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsidair 

serta menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan dan denda sebesar 

Rp.!OO.OOO.OOO,· (seratus juta rupiah) yang jika denda itu tidak dibayar diganti 

2lll Chairul Huda, op.eit,, hal, 195. 
m Putusan PN Bangkinang No, 19/Pid,B/200JIPN.BKN tangga! 1 Oktober 2001, op.cil., 

hat. 84. 
203 Ibid., hal. 197 
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dengan pidana kurungan selama empat bulan, Pengadilan Tinggi Riau juga tidak 

mcnjatuhkan sanksi kepada korporasi (PT Adei Plantation & Industry). 204 Putusan 

banding tcrsebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung.205 

Hal ini tcntu saja mcnimhulkan pertanyaan, mengapa pengadihm 

tcrscbul tidak mcnjatuhkan sanksi kepada korporasi padahal korporasi tersebut 

tclnh dinyatakan bersalah dan mestinya pertanggungjawaban pidana terhodapnya 

juga dapal dijatuhkan, Pcnulis memperkirakan, hal ini terjadi karena Majelis 

Hakim bcrpatokan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak 

mcndakwa korporasi (terpisah drui organnya), sehingga herdasarkan prinsip ultra 

perira maka terdapat keraguan baginya untuk menjatuhkan hukuman terhadap 

korporasi. 

2,4,4 Kasus Terorisme 

Berbeda. dengan putusan PN Bangkimmg di ata.s, perkemhangan 

berikutnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktek 

peradi1an pidana terlihat daiam perkara terorisme. Sebagairnana sepintas telah 

disinggung diatas, hal ini berkaitan dengan putusan PN Jakarta Selatan dalam 

perkara atas nama terdakwa Zuhroni als Zainudin Faluni als Oni als Mbah a1s Abu 

lrsyad als Zarkasih als Nu'aim dan terdakwa Ainu! Bahri als. Yusron Mabmudi 

als. Abu Dujana als. Abu Musa als. Sorim als. Sobirin als. Pak Guru als Dedy als 

Mahsun bin TamJi Tamami.206 

Dalam kasus ini, seperti halnya kasus pembukaan laban dengan 

pembakaran di atas, fonnulasi surat dakwaan terhadap korporasinya mlrip, yaitu 

disamping didakwa melakukan tindak pidana terorisrne, kedua terdakwa tersebut 

juga didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum melakukan tindak pidana alas nama 

korporasi (in casu organisasi al Jamaah a/ Islamiyah)?01 Pertanyaannya,- apakah 

104 Uhat : Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 751Pidi2001/P1R tanggalll Pebru.ari 2002. 
205 Putusan Mahkamah Agung RI No. 811 K./Pkt/2002 tanggal27 Juni 2002 
106 Putusan PN Jakarta Selatan No. 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 

dalam perkara atas nama terdakwa ZUHRONI als ZAINUDIN F AIIMI als ON! als MBAH als 
ABU IRSYAD ats ZARK.ASIH ALS NU' AIM. dan Putusan PN Jakarta Selatn.n No. 2189/Pld.Bf 
2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April200S dalam perkma atas nama terdakwa AINUL BAHRI als. 
YUSRON MAHMUDI am. ABU DUJANA ak;. ABU MUSA als. SORIM als. SOB!RlN als. PAK 
GURU •Is DEDY als MAHSUN BINTAMU TAMAMI. 

201 Terdakwa ZOHRONI als ZAINUDIN FAHMl als ONI a1s MBAll als ABU lRSYAO 
als ZARKASIH ALS NU' AIM didalcwa deng,an dakwaa.n kumuiatif ~ ptimair : Pasal 1 S jo 
Pasal9 PERPPUNo. I Tahun 2002 sebagaimana telah disabkan menjadi UU No.15 Tabun2003, 
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dengan demikian korporasi dianggap lelah melakukan tindak pidana (terorisme) 

dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana maupun dipidana? 

Tclah diuralkan di atas, bahwa dalmn perkaro. tcrsebut pcngadilan tclah 

menerima organisasi al Jnmoah al lslumiyah sebagai termasuk dalam pengertian 

"korporasl". Oalam kasus ini. Majelis Hakim mem.pertimbangkan kedudukan 

para tcrdakwa dalam organisasl tersebut dan menganggap perbuatan dan 

kesalahan para terdakwa juga merupakan perhuatan dan kesalahan korporasi 

sebagaimana terllhat dalam pertimbangan hukum berikut ; 

Menimbang, baiiwa dari fakla-fakta terscbut dl atas, dihubungkan dengan apa 
yang telah terbukti pada dakwaan kesatu primer, telah temyata pula bahwa 
perbuatan terdakwa selaku LILA pada korporasi berupa Jamaah a/ Jstamiyafl 
tidak terlepas dari penman terdakwa dalam organisasi atau korporasi 
tersebut.lOs" 

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas~ Majelis Hakim menyatakan 

perbuatan pidana terdakwa yang telah terbukti pada dakwaan sebelumnya juga 

merupakan perbuatan pidana korporasi tersebut. Dengan demikian, menurut 

pengadilan korporasi juga telah melakukan perbuatan tindak pidana terorisme, 

melalui pengurus korporasinya (terdakwa). Oleh karenanya, pertanggungjawaban 

pidana juga dapat dibebankan kepada korporasi tersebut. Selanjutnya, sCiain 

menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Majelis Hakim juga menghukum 

korporasi untuk membayar denda, 

Sebagaimana Ielah disebutkan sebelumnya, meskipun formulasi sural 

dakwaan terkait keterlibatan korpurasi dalam tindak: pidana dalam kasus ini rnirip 

subsldair; PH$All3 hwuf a PF..RPPU No. 1 Tabun 2002 sebaga.imana telah disahkan nwnjadi UU 
No.15 Tahun 2003 dan~: Pasal17 ayat (2) PER.:PPU No. I 'Tahun 2002 sebagaimana telah 
disaltkan rnenjndi UU No.l5 Talnw 2003 tentang Pembcrnntasan Ti.ndak Pidana Terorisme. 
Sedangkan whrull;p !enlakwa AINUL BAHRI als. YUSRON MAHMUDI als. ABU DUJANA 
als. SORIM als. SOBlRlN ala. PAX GURU als DliDY als MAHStl'N" BIN TAMU TAMAMI 
juga didakwa dengan dakwaan kumulatifyalru ~: l'asall5 jo Pasal9 PERPPU No. l Tahun 
2002 jo Pasall UU No.I5 Tahun2Q03, l<!:lllll: Pasal !3 buruf a PERPPU No. 1 Tahun 2002 jo 
Pasal 1 UU No.l5 l'ahun 2003, ke!iga : Pasal 13 hu.ruf b dan c PfRPPU No. l Tahun 2002 jo 
Pasall UU No.l5 Tahnn 2003 dan kee~at n.rimair: Pasa117 (1) dan (2) jo PasallS jo Pasal9 
PERPPU No. I Tahun 2002 sebagaimana telah disabkan menjadi UU No.l5 Tahnn 2003, 
subsid?ir: Pasal 17 (I) dan (2) jo Pasa! 13 huruf a PERPPU jo Pasal 1 No. 1 Tabun 2002 
sebagaima.na Ielah disahkan menjadi UUNo.l5 Tabun 2003, lebili subsidair: Pasall7 (1) dan (2) 
jo Pasal13 huruf b dan c PERPPU No. 1 Tahwt 2002 Pasal 1 UU No.lS Tahun 2003 tentang 
Penetapan PERPPU No. 1 Tabun 2002 tentang Pemberantasan Tirulak Pidana Terorisme menjadi 
Undan~·undang. 

08 Putusan PN Jakarta Selatan No. 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt..Sel tanggal 21 April 2008, 
op.cir., hal. 87. Dapat juga dilihat dalam PuNsan PN Jakarta Selatan No. 2189/Pid.B/2007/ 
PN.Jkt.Sel tanggal21 April2008, op.cit., hal. 16. 
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dengan kasus pembukaan lahan dengan pembakaran di atas, tetapi temyata 

berbedu dalam putusan tcrhadap korporasi. Disamping menjatuhkan pidana 

penjara kepada kedua terdakwa tcrsebut masing-masing selama 15 tahun, Majelis 

Hakim juga mcnghukum AI Jamaah Allslamiyah sclaku korporasi dcngan pidnna 

denda (pad a masing-ma.sing kasus itu) sebcsar Rp.l 0.000.000,- (sepuluh juta 

rupiah) dan mcnctapkan korporasi tcrscbut dinyatakan scbagai korporasi yang 

tcrlarang. 

Persoalan yang muncul dalam pemidanaan kasus tersebut adalah 

berkaitan dengan ditcrimanya organisasi a/ Jamaah a/ Jslamiyah sebagai 

korporasi yang statusnya bukan berbadan hukum. Hal ini menyangkut pertanyaan, 

jika dalam kcadaan demikian kepada siapa nantinya akan dituntut pembayaran 

pidana denda itu. Bagian ini menjadi penting dijawab, mengingat sekalipun 

organisasi tersebut pertama, mempunyai struktur dan kedua, terdapat adanya 

pembagian tugas (job description) sesuai pertimbangan hukum pengadilan yang 

telah diuraikan di atas, namun tidak terdapat kejelasan dan kepastian mengenai 

kedudukan atau domisili organisasi itu dalam kenyataannya. Singkatnya, 

bagaimana sikap pengadilan mengenai persoalan ini. 

Mengenai penjatuhan pidana denda kepada korporasi, dalam amar 

putusan kedua kasus itu, pengadilan menyatakan sebagai berilrut :209 

Mcnghukum Al Jamaah AI Islamiyah selaku korporasi yang salah satu 
pengurusnya adalah terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.lO.OOO.OOO,­
(sepuluhjuta rupiah). 

Berdasarkan bunyi amar putusan tersebut, menurut penulis Majelis 

Hakim hendak menyatakan pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi itu 

ditanggungkan kepada terdakwa selaku salah satu pengurusnya Penafsiran ini 

didasarkan pada pertimbangan hukum yang berbunyi :210 

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mencermati perkara ini maka 
Majelis berpendapat bahwa korporasi ini jelas dan tidak akan mungkin 
berbadan hukum karena untuk mencapai tujuan dari sekelompok orang 
tersebut yaitu terdakwa dengan terdakwa lain dalam perkara terpisah 
dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan faktanya adalah ada diantara 

209 Putusan PN Jakarta Selatan No. 2189/Pid.BI2007/PN.Jkt.Sel, ibid., haL 93. 
210 Ibid., haL 77. Pertimbangan huk:um menyanglrut kepada siapa pidana denda akan diper­

tanggungkan demikian tidak penulis temukan dalam putusan PN Jakarta Selatan No. 2191/ 
Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal2l April2008. 
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mereka saling kenai tetapi Juga ada orangMorang tcrsebut tidak perlu 
dikenalkan; 

Menimbang, bahwa dengan tidak ada kejelasan korporasi dalam lindak 
pidana terorismc dipastikan belum berbemuk badan hukum maka kalaupun 
korpotasi tcrscbul dijaluhi pidana maka kcpada terdakwalah yang lmrus 
menanggtlng pidana denda."' 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Totok Bambang, salah satu 

anggota tim Jaksa Penunlut Umum dalam kedun kasus itu, dengan menyatakan 

bahwa berdasarkan putusan demikian rnaka eksekusi mengenai putusan pidana 

denda {tuntutan pembayaran denda) ditujukan terhadap para terdakwa.211 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan putusan kasus tersebut udalah 

pengadilan tclah dapat menerima korporasi sebagai subyek hukum. sehingga 

kepadanya dapat dituntut pertanggungjawabkan pidana. Dalam konteks demikian 

memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana kepada korporasi. 

Menurut penulis, seperti halrtya dalam kasus pembukaan lahan dengan 

pernbaknran di atas, mak:a apabila menganggap korporasi juga terlibat dalam 

tindak pidana tersebut dan hendak: dilakukan penuntutan pidana kepadanya, 

seyogyanya Jaksa/Penuntut Umum mendakwa korporasi secara tersendiri 

(meskipun rnungkin termuat dalam satu surat dakwaan tetapi dengan identitas dan 

materi terpisah dengan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa). Mlsalnya, 

terdakwa I (perurangan) dan terdakwa II (korporasi). Sekalipun nanti dalarn 

pembuktian mengenai kesalahan dan tindak pidana korporasi dilekuklln dengan 

mengambil alih kesalahan dan tindak pidana terdakwa I. Dengan demikian, 

pertanggungjawaban yang dituju, dalarn hal ini dimaksudkan korpomsi (selain 

terdakwa perorangan) menjadi jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi 

hakim dalam penjatuhan pidana terhadap korporasi. Karena dengan fonnulasi 

sural dakwaan seperti dalam kasus ini tidak menggambarkan secara jelas apakah 

terhadap korporasi juga dilakukan penuntutan pidana atankah tuntutan pidana 

hanya ditujukan terhadap terdakwa perorangan. 

211 Berdasarkan wawancara dengan Totok Bambang, SH pada hari Selasa tanggal 3 Maret 
2009 di ruang Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pi dana Terorisme di Kejaksaan Agung Rl. 
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2.4.5 Kasus PT Ncwmont Minahasa Raya 

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. 

perkembangan lcbih maju lcrlihat dalam k.asus pcrkara llngkungan yang 

mclibatkan PT Newmonl Minahasn Rnyn (PT NMR).212 Mengapn demikian't 

Berbeda dengun kasus-kastls di aLas. kasus yang disidangkan di PN Manado ini 

merupakan knsus pertama dnlam praktck peraditan pidana. yang menempatkan 

korporasi sebagai tcrclakwa (terpisah dengan pengurusnya). 

Menurut Purwanta,213 salah scornng Jaksa/Penuntut Umum dalam 

pcrkara itu, PT NMR mesti dijadlkan terdabva terpisah dari pengurusnya karena 

perbuatan pencernaran laut di Teluk Buyat merupakan tanggung jawabnya.. 

Dengan melakukan pembuangan taUlng ke Jaut, PT NMR mendapat keuntungan 

karena biaya yang dikeluarkan lebih murah dari pada menggunakan bentuk 

pembuangan dengan cara lain, Itulah sebabnya. Jaksa/Penuntut Urnum 

rnengajukan terdakwa 1 yaitu PT NMR (korporasi) yang diwak:ili oleh Rlehard B. 

Ness (Presiden Direktur PT NMR) 214 dan terdakwa I! Richard B. Ness selak:u 

Presiden Direktur PT NMR ke persidangan dengan dakwaan penccmaran dan 

perusakan lingkungan di Teluk Buyat.215 

Berkaitan dengan subyek huk:um korporasil Majelis Hakim dalam 

putusan tersebut tidak mernpersoatkan mengenai terdakwa I yaitu PT NMR 

(korporasi) tersehut. Dengan kata lain, hakim bersandar kepada pengertian istilah 

"orang" dalam Pasal l angka 24 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Ling!Qlngan Hidup, yang menyebutkan: orang adalah orang perseorangan, dan/ 

atau kelompok orang, danlalau badan hukum. Lehih jauh Jagi, mengenai sia:pa 

yang mewakili korporasi itu juga tidak mendapat perhatian dari Majelis Hakim. 

Dengan demik:ian, PT NMR yang diwakili oleh Richard B. Ness (Presiden 

m Putusan PN Mana do No. 284/Pid.B/2005/PN.Mdo tanggal24 April2007. 
liJ Berdasarl:an Wtnvancara dengan Purwanta., SH, pada tanggal17 Juni 2009 
214 Dalam kasus ini Terdakwa I (PT NMR) didakwa dengan dakwaan ~: Pasal41 ayat 

{t)jq Pasal45, Pasat 46 ayat (1} dan Pasal47 UU No. 23 Tahun 1997; subsidair: Pasal43 ayat (l) 
jQ, Pasal 46 ayat {1} dan Pasa147 UU Nu. 23 Ta.hun 1997; lebih subsidaU:: Pasal42 ayat (J)jo, 
Pasal46 ayat (1) dan Pasal47 UU No. 23 Tahun 1997; lebih subsidair lagi: Pasal44 ayat (1), Pasal 
46 ayat (I) dan Pasal47 UUNo. 23 Tahun 1997, 

m Terdakwa II Richard B. Ness didal0.va dengan dakwaan primair: Pas.al41ayat (l) UU 
No. 23 Tahun 1997; su~Js3ait: Pasal43 UU No. 23 Tahun 1997; !~.Pili subsidair: PasaJ 42 ayat (l) 
UU No. 23 Tahun 1997; iebih subsidaJrlu!: Pasal44 ayat (1) UU No. 231'ahun l997, 
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Direktur PT NMR) dianggap patut secara hukum. Menurut penu1is hal ini pe-nting 

berkaitan dengan mekanisme penunjukkan perwakilan korporasi di persidangan, 

Sikap berbcda ditunjukkan olch terdakwa I (PT NMR) yang memper­

suulkan bcrknitan dengan pihak yang dldakwa mcwakilinya. Hal ini dikemukakan 

scbagai bcrikut ::w. 

PT NMR sebagai badan hu!..'ltm memiHki orgaJHngannya yang terdir.i terdiri 
dari pcn&ourus (d!reks!} dan karyawan, komisaris, pemegang suham. 
Scbag<Jimana Lelah disampaikan dalam BAP, struktur organisasi PT NMR 
adalah terdiri Presiden DJrektur dan 4 direktur-dircktur. Oalam tingkal 
operasiona.l setidaknya ada 6 manajer yang membidangi masing-masing 
bidang yang berbeda. Katyawan sekitar 400 orang selama masa peritJde 
tambnng. Semuanya secara hukum dapal hadir dalam sidang ini <Hau 
mcnunjuk siapa yang mewakilinya. Akan tetapi dalam perkara ini, secara 
sepihak dan begitu saja Richard Bruce Ness dipanggil penyidik dan 
kemudian dijadikan scbagai Terdakwa dalam kapasitasnya unluk mewakili 
PT NMR oleh Tim Jaksa Penuntut Umum. Padahal pada saat yang sama 
karena kedudukannya sebagai Presiden Direktur! Richard Bruce Ness juga 
telah dijadikan sebagai Terdakwa II. Secara teoritis kepentingan keduanya 
bisa berbeda atau conflict of interest. Dengao menetapkan demikian maka 
Surat Dakwaan telah me,anggar asas non self incriminativn (vide, Pasal 16S 
butir a KIJHAP)_ Oleh karenanya, secara hulrnrn seharusnya bukan penyidik 
dan Tim Jaksa Penuntut Umum yang menentukan siapa wakil PT NMR 
sebagai Terdakwa dalam perkara ini tapi PT !\'MR sendiri. Namun, tanpa ada 
pilihan Terdakwa 1 diwakili oleh Richard Bruee Ness, pada hal sudah 
ditetapkan juga sebagai sekarang terdakwa II dalam kapasitasnya sebagai 
Presiden Direktur PT NMR.. 

Keprihatinan mengenai permasalahan ini pemah dilontarkan Mardjono 

Reksodiputro pada saat menyampaikan Pidato Dies Natalis Perguruan Tinggi 

Ilmu Kepolisian yang ke-47 di Jakarta tanggal 17 Juni 1993. Hal itu dinyatakan 

berkenaan dengan hipotesis beliau bahwa nampaknya kalangan penegak hukum 

be1um siap menerima korporasi sebagai tersangka dan terdak:wa di sidang 

pengadilan. Padahal kemungkinan rnenuntut dan memidana korporasi telah 

dimungkinkan sejak tahun 1955. Berikut pemyataannya: 

Sebagai indikator belwn tertariknya kalangan penegak hukum meuguji 
kemungkinan suatu korporasi menjadi ternangka ataupun terdakwa adalah 
bahwa permasalahan inipun tidak pemah terungkap pada waktu kalangan 
hukum (para teoretisi rnaupun prak:tisi) memperdebatkan penyusunan 
KUHAP lebih dari sepuluh tahun lalu. Bukankah dalam KUHAP seharusnya 

m Luhut M.P, Pangaribuan, dkk, Pembelaan (Pieidoi) Tcrdakwa I F'f Newmont Minahasa 
Raya) yang disampaikan pada persidangan tanggal 9 Januari 2001 di PN Manado, hal. 27, 
Penegasan keteraogan t.ersebul juga disampaikan Dymas Satrioprojo, SH dari Luhut Marihot 
Parulian Pangaribuan (advocates & counsellors at luw) pada saat dilakukan wawancara pada 
langga13 Maret 2009, 
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diatur siapa yang mewakili apabila korporasi mcnjadi tersangka dan 
tcrdakwa? '2l

7 

Tentang persoa\an smpa yang mewakili korporasi di pcrsidangan 

dalam kasus ini palut mentlapat pcrhatian. Titik pangkal pcrsoalan ini dapat dilihat 

dalmn perumusnn UU No. 23 Tahun t 997 (Pnsal 46 ayat 3 dan 4) yang 

nampaknya merumuskannya kurang tegas.21
M Ketenluan itu berbunyi: 

(3) Jika luntutan dilakukan terhadap badan hukum, perscroun, perserikatan atau 

organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat 

panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di 

tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap. 

(4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, 

yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan 

pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di 

pengadilan. 

Oleh karena PT NMR merupakan korporasi berbentuk badan hukum 

sehingga rnestinya perusahaan ini tunduk pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 

tentang PT (sebelum diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007). Ketentuan Pasal 82 

UU itu menyebut : Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan 

untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam 

maupun di luar pengadilan. Dikaitkan dengan Pasal 83 ayat (1) UU tersebut maka 

"Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang 

berwenang rnewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan 

lain dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar". Berdasarkan itu maka 

mekanisrne penunjukkan "siapa yang mewakili" korporasi dalam penuntutan di 

pengadilan merupakan kewenangan internal perusahaan (k:orporasi). Persoalan ini 

mestinya mendapatkan jawaban dalam putusan kasus itu. 

Persoalan lain dalam perkara ini adalah berkaitan dengan teori 

pertanggungjawaban pidana korporasi mana yang hendak digunakan dalam 

menentukan status terdakwa II Richard B. Ness selaku Presiden Direktur PT 

217 Mardjono Reksodiputro (b), op.cit., hal. 102-103. 
218 Bandingkan dengan rumusan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UU No. 31 Tahun 1999 yang 

dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 
menyebutkan : "Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi 
tersebut diwakili olehpengurus." 
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NMR. Pem1asala.han ini berkaitan dengan pengelakan terdakwa atas tuduhan 

JaksaiPenuntut Umum kepndanya dengan mengatakan : 

Sistcm pcrwnkilan dan tanggung jawab Direksi sualu pcrscTOilll tcrbotus, 
iermasuk Dircksi NMR, merupabn suatu sisletn per.vakilan dt~n tanggung 
jawab kolcgial {Pasa! 83 Vndang~undang Perseroan Terbalas). dan scbagai 
<HU!<IJl umum tidnk dimaksudkan sebng.1i tanm,rungjawab personal, sehingga 
ka.-cnauya hanya dengan mengganiungkan pada satu fakta bahwa saya 
mcnjabat scbagai Presiden Direktur NMR, dan fakta babwa Anggaran Dasar 
NMJt mcnyatnkan bahwa saya bcrwemmg mewnkiH NMR tidak hcrnrti 
bahwa saya clapat dipertangguugjawabkan seca.m pribadl dalam Perkara 
Pidana yang dldakwnkon kepa.da NMR_119 

Disamping itu, ul.asan yang dikemukakan terdakwa II, bahwa scsuai 

dengan aturan internal yang secara umum berlaku di NMR dan scsuai dengan 

ketentmm-ketentuan Angganm Dasar NMR (Pasa! 11 Aya.t 9), dnn sebagaimana 

juga diperbolehkan oleh kctentu.an Undang-undang Perseroan Terbatas (Pasal 81 

Ayat 1 ), rnaka di antara o.nggota Direksi NMR dilakukan pernbagian tugas secara 

tegas sebagaimana peraturan dalam Anggaran Dasar PT NMR, teroapat 

pembagian tugas direksi. Pada bagian lain, terdakwa H menjelaskan :220 

... dalam pernbagian tugas terSebut, maka tugas dan kewajiban saya sebagai 
Prcsiden Direk:tur NMR difokuskan pada hubwtgan dengan pemcrintah 
Rcpuhlik Indonesia (government relations), dan menata kelola koordinasi 
atas pengurusan 1-.TMR secara umum (coordinalton of general management). 
Dalam tugas sehari-hari yang saya lakukan sebagai Presiden Direktur NMR 
tidak pemah ditugaskan atau dipercayakan kepada saya untuk bertanggung 
jawab alas rnasalah-masalah operasi. aktivitas dan teknis penarnbangan 
NMR. dan tidak pernah ditugaskan kepada saya untuk bertanggung jawab 
atas kondisi pertambangan di Wilayah Penambangan NM.R, dan tidak pernah 
ditugaskan kepada saya untuk bertanggung jawab atas pen.gelo1aan 
lingkungan di Wilayah Penambangan NMR dan daerah disekitamya, dan 
tidak pemah pula ditugaskan kepada saya untuk bertanggung jawab atas 
rencana dan reatisasi penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat 
dan segala a.ldbatnya terhadap lingkungan di sekitar Wilayah Penambangan 
NMR terse but." 

Tegasnya, terdakwa II mengelak pertanggungjawaban secara pidana 

selalcu pribadi untuk dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Alasannya, terdapat 

pejabat lain dalam slruktur PT NMR yang bertanggung jawab menyangkut aspak­

aspek teknis lingkungan dari operasi dan aktivilas korporasi itu, termasuk 

219 Richard B. Ness (Terdakwa JD, "Verilas Pencarian Kebenaran dan Keadilan dalam 
Kasus Teluk Buyat", Nola Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan di persidangan tanggal9 Januari 
2007 di PN Manado, hal3&.39. 

220 Ibid., haL 42-43. 
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memberikan perintah atau mengambil posisi sebagai pemimpin atau bahkan 

ditugaskan untuk menempatkan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat 

Sangat disayungkan jawaban hakim utas pcnnasalahan ini Liduk 

ditemukan. Padahal persoa.lan di atas penting dalam praktek pcradilm1 pi dana kim. 

Putusan kasus iersebut tidak sempul memasuki tahap pcrlimb:mgun hukum 

mengenai pertunggungjawaban pidanu dari para tcrrlakwa. Lebih jauh lagi 

mengenai pemidanaannya. Namun menurut keyakinan Jaksa!Pcnuntui Umum para 

terdakwa tersebut terbuktl bersaiah, sehingga da!am surat tuntutan pidananya 

(requisitoir) mcnuntut agar terdakwa [ (PT ~~R) dijatuhkan pidana hcrupa 

pidana denda sebesar Rp.I.OOO.OOO.OOO.- (satu miliar rupiah) dan terdakwa II 

Richard B. Ness selaku Presiden Direktur PT NMR dijatuhkan piduna berupa 

pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,­

(lima ratus juta rupiah). 

Yurisprudensi mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi 

melalui perkara ini memang tidak dapat ditemukan, Namun demikian, kasus ini 

merupakan leading case dalam penuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap 

korporasi. 

Praktik peradilan di atas menunjukkan tahapan perkemhangan 

penerimaan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam praktik pengadilan. 

Beroasarkan pembahasan kasus-kasus dalarn praktek peradilan pidana diatas, 

terdapat pennasalahan yang mengemuka berkaitan dengan proses huk:wn acara 

penuntutan pidana terhadap korporasi, diantaranya : 

a. Bagaimana rnekanisme penunjukan pihak yang mewakili korporasi sebagai 

tersangka!terdakwa? Apakah ditentukan langsung oleh penyidik atau ditunjuk 

oleh korporasi? 

b. ldentitas siapakah (korporasi atau yang rnewakilinya) yang mesti dicantumkan 

dalarn administrasi peradilan (yaitu dalarn berkas perkara, sural dakwaan dan 

putusan hakim)? 

c. Bagaimanakah sebaiknya konstrnksi surat dakwaan terhadap korporasi 

sehingga pada akhirnya korporasijuga dapat dijatuhi pidana? 

d. Bagaimanakah apabila pidana denda yang dijatahkan kepada korporasi tidak 

dapat dibayar oleh korporasi? 
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Pennasalahan~permasalahan yang berkaltan dengan penuntutan piduna 

terhadap korporasi yang ditemukan melalui kasus-kasus di atas akan dibahas lebih 

lanjut do lam Bab m. 
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BAB III 

PENEGAKAN HUKUM PIOANA TERHADAP KORPORASI 

I>ALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 

Pada bab mi pcnulis secarn khusus akan mengemukakan hasit 

penelitian berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum pidana terhadap 

korporasi dalarn tindak pidana korupsi dan analisis atas basil penelitian tersebut. 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai latar belakang penetapan korporasi 

sebagai subyek tindak pidana korupst dalam UU PTPK, proses penuntutan pidana 

terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi yang meliputi 

pembahasan mengenai bagaimana rnekanisme penunjukan wakil korporasi dalam 

hal korporasi menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana 

korupsi. mengenai pencantuman identitas korporasi dalam administrasi peradilan, 

mengenai konstroksi surat dakwaan tedladap korporasi dan mengenai pelaksanaan 

putusan pidana denda, serta kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan 

hukum pidana terbadap korporasi serta konsep pemidanaan korporasi dalarn UU 

PTPK. 

3.1. Korporasi sebagal Subyek Tindak Pidana dalam UU PTPK 

Peralunln-peralunln mengenai tindak pidana korupsi yang pemah ada 

maupun yang berlaku sekarang ini sesungguhnya terbilang sudah banyak. Namun 

demiklan, dalam perl<embangannya peraturan-peraturan itu rnengalami banyak 

perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan barn. Hal ini dapat dimengerti 

karena di satu pihak perkernbangan masyarakat dernikian cepat dan modus 

operandi tindak pidana korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di lain 

pihak perkembangan hukam relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat. 

Dalam sejarahnya, pcrundang-undangan pemberantasan tindak pidana 

korupsi yang pemah berlaku di fudonesia yakui: Peraturan Penguasa Militer 

Nomor: Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-08/1957 tanggal 27 

Mei 1957 tentang Perulikan Terhadap Haria Benda, Peraturan Penguasa Militer 

Nomor: PrtiPM-11/1957 tanggall Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampesan 
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Barang-barang) yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan 

Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/01311958 

!anggal 16 April 1958 jo Pcratoran Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut 

No. Prt/ZJ/U7 tanggal 17 April 1958 tentang Pengusutan~ Penuntutan, dan 

Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Peni1ikan Harta Benda, diikuti dengan 

berlakunya Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang-undnng (PERPPU) No. 24 

Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana 

Korupsi (kemudian dengan UU No. 1 Tal1Un 1961 diletapkan menjadi UU No. 24 

Prp Tahun 1960) dan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Setelah berlaku selama 28 tahun, peraturan ini diganti dengan UU 

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian 

diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK). Berkaitan dengan 

pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rerbit UU No. 30 

Tahun 2002. Perkembangan peraturan tindak pidana korupsi terbaru yakni 

terbitnya UU No. 7 Tahun 2006 yang meratifikasi United Nations Convention 

Against Corruption 2003 (UNCAC). 

Meskipun sejarah peraturan perundang-undangan pemberantasan 

tindak pidana korupsi di Indonesia telah melalui perjalonan panjang, namun 

pengaturan dan penetapan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi 

barulah diternukan dalam UU PTPK. 

3.1.1 Latar Belakang Penetapan Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana 

Korups1 

Pertanyaan mendasar berkaitan dengan pengaturan dan penetapan 

korporasi sebagai subyek tindak pidana dan pertanggungjawabannya dalam dalam 

UU No. 31 Tahun 1999 yakni mengapa dan apa Jatar belakanguya sehingga 

pembuat undang-undang merasa penting untuk mengatumya dalam UU ini. 

Untuk mengetahui Jatar belakang pemikiran korpornsi dijadikan 

subyek tlndak pidana dan karena itu terlladapnye dapat dilakukan penuntutan 

pertanggungjawaban pidana dalam peraturan tindak pidana korupsi, secara 

sederhana dapat terlihat dalam penjelasan pasal dan/atau proses pembahasan 

Rancangan Undang-undang (RUU PTPK) itu pada semua tingkal pernbicarnan di 
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)'20 Dengan demikian, tidak bisa dilepaskan dari 

proses penyusunan RUU PTPK. 

Setelah berlaku dahun kurun waktu selama 28 tahun, UU No. 3 Tahun 

1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah berpendapat 

terdapat lima kelemahan mendasar dalam UU tersebut Pernerintah rnenyebut 

kelemahan~kelemahan itu sebagai berikut:221 

Pertama, terletak pada ketentuan mengenai rumusan delik yang bersifat 
materiiL 
Kedua. perihal sanksi pidana yang hanya menetapkan maksimum khusus dan 
tidak ada batas minimum khusus. 
Ketig-d, subyek hukum yang menjadi sasaran Undang~undang Pembemntasan 
Tindak Pidana Korupsi dimana "korporasi'' bukan sebagai subyek hukum 
tetapi subyek hukuliUlya hanya ''perorangan". 
Keempat, tcrletak pada sistem pembuktian yang masih tetap memper­
tahankan negative welteliJke beginsel. 
Kelima, UU No. 3 Tahun 1971 tidak seeara tegas memuat ketentuan yang 
memperluas yurisdiksi keluar batas teritorial (extra teritorial jurisdiction). 

Alas dasar political will pemerintah untuk melaksanakan pencegahan 

dan pemberantasan praktik-praktik tindak pidana korupsi yang telah merugikan 

keuangan negara dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan 

nasional, maka pemerintah berpandangan diperlukan suatu produk peraturan 

perundang-undangan yang lcbih efektif dalarn mencegah dan memberantasan 

tindak pidana korupsi. Pada tahap ini, maka pemerintah menyusun Rancangan UU 

PTPK yang dimaksudkan sebagai upaya revisi terhadap UU No. 3 Tahnn 1971. 

Upaya ini dilakukan oleh Pemerintah rnelalui Departemen Kcbakiman. Sebagai 

m Pembahasm Rancanga.n Undang-undang tentang Pemberaruasan Tindak Pida.na Korupsi 
(Ran;:angan UUPTPK) dilalrokan mclalui 4 (empat) liogka~ }aitu' 
I, Pembicaraan Tingkat 1 dilaksanakan dalam Sidang Paripuma dengan acara penyampaian 

Keterangan Pemerintah atas Rancangan UUYrPK. 
2. Pembicaraan Tingkat ll dilaksanakan dalam Sidang Paripuma, dengan acara Penyampaian 

Pemandaogan Umum Fraksi-fraksi atas Rancangan UUPTPK dan penyampaian Jawaban 
Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-ftala!i 

3. Pembicaraan Tmgkat ill adalah pembahas&n mareri Rancangan UUPTPK yang dilaksanakan 
melalui Rapat Kerja dengan Menteri Kehalri:man ('Raker), Rapat Panltia Khums (Pansus). 
Rapat Panitia Kerja (Panja). R.apat Tim Perumus (Timus), R.apat T.tm Keci1 {Ticii) dan R.apat 
Tim Sinkronisasi (Timsin), 

4. Pembicaraan Tingkat IV adalah pengesahan Raneangan UUPTPK yang dtlaksanakan dala.m 
sidang Paripuma. 

Lihat ; Direktorat JendenU Hukum dan Perundang~undangan Departemen Hukum dan Perundang· 
undan~ Republik: InOOnesia. ap. ciJ. hal. 55. 

I Jbid., hal. 4647 
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langkah awal, pelaksanaan penyusunan Rancangan UU PTPK diserankannya 

kepada tim pakar Depart em en Kehakiman. 222 

Namun tcrnyata latar belakang pencantuman korporasi sebagai subyek 

tindak pidana korupsi tidak ditemukan dalam penjelasan UU PTPK 1999. 

Mengenai hal ini hanya disebutkan sccaru singkat dcngan menyatakan : 

Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi 
sebagai subyek tindak pidana korups:i yang dapal dikenakan sanksi. Hal ini 
tidak dialur dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. 

Dari penjelasan ini, tampak tidak terdapatnya argumentasi yang kuat 

dan jelas serta meyakinkan dalam upaya penetapan korporasi sebagai subYek 

tindnk pidana korupsi dan pertanggung}awaban pidananya. Demikian juga dalam 

Keterangan Pernerintah atas Rancangan UU I'TPK yang disampaikan oleh 

Menteri Kehakiman RI, Prof. Muladi, SH pada Pembicaraan Tingkat [ dalam 

Sidang Paripuma tanggal 1 April 1999 juga tidak tergambar argumentasi 

mengenai alasan pentingnya korporasi dijadikan sebagai subyek tindak pidana 

korupsi.223 

Oleh karenanya tidak mengherankan bila sejak awal konsep mengenai 

kmporasi sebagai subyek tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tersebut 

menimbulkan pertanyaan dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP) dan bahkan 

mendapat resistensi dari Fraksi Partai Dernok:rasi Indonesia (PDI). Mengenai hal 

itu FKP menyampaikan sebagai berikut : 

Terhadap adanya perk:embangan baru bahwa korporasi merupakan subyek 
tindak pidana, sehingga dapat dikenakan sanksi, hal ini diperlukan penjelasan 
lebih lanjut dari pemerintah~ mengingat selama ini hanya manusia yang 
menjadi subyek Hnd.ak pidana, dan dapat dikenakan sanksi pidana. 224 

Selain i!U, FKP meminta Pernarintah agar menjelaskan secara lebih 

mendetail mengemri. korporasi dan pertanggungjawaban pidana serta sanksi 

m Tim Pakar Deparetemen Kehakiman dibentuk berdasarkan Surat K.eputusan Menteri 
Kehakiman NolllQr M.46.PR.09.03 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 
Kehakiman Rl Nomor M.28.PRJ)9.03 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim RefoJilllSi Hukum 
Departemen Kehakiman RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman 
Nomor M.3l.PR09.03 Tahun 1998, Ibid .• hat 50 

ru Ibid., haL 432. 
224 Lihat : Pemandangan Umum Ftaksi Karya Pembangunan Terhadap Rancangan Undang­

undang Tentang Pembernntnsan Tindak Pidana Korupsi disampaikan oleh Drs. R Dyatmiko 
Soemodiardjo. SH pada Pembicaraan Tingkat n dalarn Sidang Paripurna tanggal 8 April 1999, 
Ibid., hal. 439. 
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maupun kriteria yang jelas sehingga korporasi dapat dimintakan pertanggung­

jawaban secara pidana, dengan mengemukakannya demikian :225 

Agar dalam pelaksanaan nantinya dapat memberikan kepaslian hukum bagi 
korporasi dan pengurusnya, maka diperlukan kejelasan antara lain: 
I. Apa saja yang terrnasuk dalam pengertian korporasi menurut Rancangan 

Undang-undang ini ? 
2. Apakah ada perbedaan dalam menetapkan sebagai subyek tindak pidana 

terhadap korporasi yang merupakan badan hukwn dan korporasi yang 
bukan badan hukum? 

3. Dalam hal bagaimana suatu tindak pidana dapm dinyatakan dilakukan 
oleh suatu korporasi ? 

4. Dalam hal suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana, apakah sanksi 
pidana dikenakan terhadap korporasinya saja sebagai subjek tindak. 
pidana ataukah sanksi pidana yang juga dijatuhkan terhadap 
pengurusnya? 

5. Diharapkan ada kriteria yang jelas, apak.ah sualu tindak. pidana dilakukan 
oleh korporasi atau oleh pengurusnya? 

Berbeda dengan FKP. Fraksi PDI dalam pemandangan umumnya 

justru secara tegas menyatakan penolakan dimasukkannya korporasi sebagai 

subyek tindak pidana dalam Rancangan UU PTPK. Fraksi PDI berpendapat 

korporasi tidak dapat dituntut melakukan tindak pidana korupsi. Tentang hal itu, 

Fraksi PDI menyatakan sebagai berikut :226 

Tentang korporasi, dalam pengantar Pemerintah dikatakan bahwa korporasi 
ini merupakan hal baru dalam rancangan undang-undang ini dan belum ada 
dalam KUHP. Menurut Fraksi PDI, korporasi memang merupakan bad an 
hukum, tetapi ia bukan subjek hukum. Adalah tidak masuk: akal menuntut 
sebuah korporasi karena dituduh tindak pi dana korupsi. Yang dapat 
melakukan tindak pidana adalah subjek hukum, yaitu manusia dan bukan 
badan atau lembaga!. Walaupun dikatakan bahwa di pengadilan korporasi 
diwakili pengurusnya, tetapi apa yang dapat dilakukan terhadap sebuah 
korporasi? Kalau dikatakan bahwa hal itu tidak diatur di dalam KUHP, 
apakah hal itu disebabkan oleh kelupaan atau kesengajaan? Atau para 
pembuat KUHP orang bodoh? Rasa-rasanya kok tidak: begitu. Tidak 
dicantumkannya korporasi sebagai subjek hukum karena kmporasi memang 
tidak dapat dimasukkan ke sana. Sebab yang dapat melakukan tindak pidana 
korupsi bukanlah badan atau lembaga huk:um, tetapi manusia. Sekali lagi 

. I manus1a .. 

Tanggapan kedua fraksi di DPR RI menunjukkan bahwa pada awalnya 

perumusan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam Rancangan UUTPK 

tersebut menimbulkan perdebatan. Bertolak dari argumentasi FKP dan Fraksi 

225 Ibid., hal. 439-440. 
226 Pemandangan Umwn Fraksi Partai Demokrasi Indonesia DPR-RI Terhadap Ranca.t1gan 

Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disampaikan oleh Sajid Soeljoro, 
Bsc pada Pembicaraan Tingkat IT dalam Sidang Paripwna tanggal8 Apri11999.Jbid., hal. 447. 
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PDI, terlihat perdebatan mengenai hal tersebut terjadi karena kurangnya 

pernaharnan legislator terhadap perkembangan pertanggungjawaban pidana oleh 

korporasi. Pemahaman mengenai tindak pidana para legislator mnsih berorientasi 

kepada subyek: tindak pidana perorwtgan. Berbeda dengan kedua fraksi di atas, 

rnncangan mengenai korporasi scbagai subyek tindak pidana dan pertanggung­

jawaban pidana korpornsi, penulis tidak menemukan tanggapan mengenai hal ini 

dari Fraksi ABRI dan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP} dalam penyampaian 

pernandangan umum fraksi~fraksi tersebut atas rancangan UU PTPK. 

Pro dan kontra dalarn upaya rnenetapkan korporasl sebagai subyek 

tindak pidana sehingga kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana 

sebenamya pun telah teijadi jauh sebelum perurnusan Rancangan UU PTPK. 

Pihak yang tidak setuju menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana 

mengemukakan alasan sebagai berikut 

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenamya kesengajaan dan kesalahan 
hanya teniapat pada persona alamiah; 

2. Bahwa tingkah laku materiil yang merupakan syarat dapat dipidananya 
beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alarniah 
(mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya); 

3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebeba.<:an orang, 
tidak dapat dikenakan terhadap kotp(lrasi; 

4. Bahwa tuntutan dan pernidan.aan terhadap korporasi dengan sendirinya 
mungkin menimpa orang yang tidak bersalah; 

5. Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentuk:an nonna-nonna atas 
dasar apa yang dapat diputuskan, apakah penguros saja atau korpora.si itu 
sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana. 227 

Sedangkan menurut Elliot dan Quinn sebagaimana dikutip Sjahdeini, pihak yang 

menghendaki perlunya pernbebanan pertanggungjawaban pidana korpurasi 

mengernukakan alasan berilrut : 

I. Tanpa pert:anggu.ngjawaban pidana korporasi, perusabaan-perusahaan 
bukan mustabil dapat mcnghlndarkan diri dad peratura.n pidana dan 
hanya pegawainya yang dituntut 

2. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedurnl1 lebih muda untuk 
menuntut suatu pemsahaan daripada pegawainya. 

3. Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan lebih 
memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang diajtuhkan 
daripada pegawai perusahaan tersebut. 

m J. M. vm Bemmelen, Hukum Pidana l, Hullum Pidana Material Bagian Umum, 
diteljemahkan oleh Hesnan, (Bandung: Binacipta,1986). hal.239. 
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4. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para 
pemegaog saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegialan­
kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya. 

5. Apabila scbuah pcrusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegialan 
usaha yang ilegal. maka seharusnya perusahaan ilu pula yang memik:ul 
sanksi atas tindak pidana yang tdah dilakuk.an bukannya pegawai 
perusabaan itu. 

6. l'enangguogjawaban korpornsi dapat mencegah perusahaan-perusahaan 
untuk mcnekan para pegawainya, baik secara langsung atau tidak 
langsung, agar para pcgawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari 
kegiatan usaha yo~og ilegal. 

7. Publisi!as yang merugikan dan pengcnaan pi dana denda terhadap 
perusnhaan itu dapat berfungsi sebagal pencegah bagi perusahaan untuk 
melakukan kegiatan yang ilegai.128 

Menjawab tanggapan dari FK.P dan resistensi dari Fraksi PDI di atas, 

Pemetintah kemudian menjelaskan mengenai perkembangan huk:um pidana 

menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi. Sedangkan mengenai pokok 

pikiran pentingnya korporasi ditetapkan sebagai subyek tindek pldana korupsi 

dijelaskan berikut: 

.... Datam masyarakat modern. peranan korporasl sangat strategis, OOhbn 
da1am praktik dapat menjadi sarana Wltuk: melakukan kejahatan (corporale 
criminal) dan mempewleh keuntungan dari hasil kejahatan (crimes for 
corporation). Dalam hal ini, pemidanaan ha.nya kepada pengurus jelas tidak 
adiL .. :m · 

Dari keterangan ini terlihat pemerintah sangat menyadari dan 

mengkhawatirkan peranan kurporasi dalam lindale pidana, termasuk dalam tindek 

pidana korupsi. Dengan demikian, sebenarnya terkandung lreinginan kuat dari 

pemerintah untuk menjadikan UU ini sebagal landasan mclekukan penuntutan 

terhadap karparasi dalam perkara tindek pidana korupsi karena korporasi diyakini 

dan diprediksi memiliki potensi melekukan tindak pidana korupsi. 

Di samping itu, Pemerintah juga mengemukakan babwa dalam hukum 

posit if Indonesia, hal ini sudab tidak esing lagi, an tara lain terdapat dalam UU No. 

7 Drt Tahun 1955 dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Linglcungan Hidup. 

Penjelasan serupa juga diungkapkan oleh Ketua Tim Pekar Departemen 

Kehakiman yang turut menyusun Rancangan UU PTPK Barda Nawawi Arief. 

Dikemukakannya, penetapan korporasi sehagai subyek hukum tindak pidana 

228 Sutan Remy Sjabdeini, op. cit., haL .55. 
m Lihat: Jawaban Pemerintah atas Pemandangan umum F.raksi-Fmksi DPR Rl telhadap 

Rmwangan UUPTPK yang dibaoakan !lUlggall6 Aprill999. ibid. haL 482-483. 
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korupsi dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada beberapa undang-undang 

sebclum UU PTPK telah menelapkan korporasi sebagai subyek tindak pidana."0 

Menurut penu!is, perkembangan pemikiron ini juga tidak dapat dipisahkan dari 

perkembangan konsep Rancangan KUHP nasionae31 yang teluh mcncrima 

korporasi sebagai subyek tindak pidana. Dengan demikian, pem.:a.ntuman 

korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi dapat dikatakan juga sckoligus 

dimaksudkan untuk menampung pemiklran~pemikiran di datam pembcntukan 

KUHP baru.232 

Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi socara intemasional 

yang dirumuskan da1am dokumen-dokumen internasional juga tampaknya turut 

mempengaruhi penyusunan RUU PTPK tersebut Mengenai hal ini, Barda 

Nawawi Arief mengemukakan bahwa perhatian serius terhadap peranan korporasi 

daiam perkara korupsi sesungguhnya telah mendapat perhatian internasionaL Dl 

antaranya melalui salah satu rekomendasi Kongres PBB ke-8/1990 yang 

menyalakan agar semua negara seharusnya mengambil tindakan yang cocokltepat 

terhadap perusahaan-perusahaan yang tedibat di dalarn korupsi233 dan penegasan 

dalam Kongres PBB ke-9/1995 di Kairo yang antara lain menyatakan : 

KOiporasi mungkin terlibat dalam "penyuapan para pejabat" untuk berbagai 
alasan. Tujuannya ialah membujuk para pejabat untuk: memberikan berbagai 
bentuk perlakuan ldrusus/istim.ewa (preftntial treatment) antarn lain : 
a. memberikan kontrnk: (awarding a comract) 
b. mempercepat/memperiancar izin (expediting a license) 
c. membuat perkecualian-perkecualian atau menutup mata terhadap pelang­

garan pernturan (making exception to reg11latory standards or turning a 
blind eye to violations of those standards).234 

Setelah melalui proses pembahasan, pada akbimya semua fraksi di 

DPR menyetujui korporll$i dijadikan sebagai subyek tindak pidana dalam tindak 

pidana korupsi, selain perorangan.235 Dengan demikian. penetapan korporasi 

no Berdasarkan wawancam dengan Bania Nawawi Arief pada tanggal7 Maret 2009. 
231 Mengenai hal ini secara lengkap dapat baca Mardjono Reksodi.puf:Io (h), Pembaltaruan 

Hukum Pidana, Kumpulan K.arangan Buku Keempat (Jakarta: Pusat Pelayanan Kcad.ilan dan 
Pengabdian Hukum (d!h Lembaga Krimi.nologi) Universitas Indonesia, 2007} 

m Elwi Danil, op. ciJ., hal 93. 
:mBnrdaNawawiArief(a),op. cit.,h.al.138 
2H ibid 
235 Persetujuan konsep itu setelab melallli Pembicaraan Tingkat m yakni pembahasan 

materi Rancangan UUPTPK yang dilaksanakan melalui Rapat Kelja dengan Menteri Kehakiman 
(Raker). RapatPanitia Khusus (Pa.nsus), R.apat Panitia Kelja (Pat:'ija), Rapat Tim P¢1Ut'1JUS (Timus), 
Rapat Tim K.eeil (Ticil) dan Rapat Tim Sinkronisasi (Tunsin) yang kemudian setiap fraksi 
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sebagai subyek tindak pidana korupsi sebagai perluasan subyek hukum dalam 

tindak pidana korupsi dianggap penting mengingat peranan korporasi yang 

berpeluang terlibat melakukan tindak pidana korupsi. 

Tidak dapat dlpungkiri lagi. dewasa ini korporasi telah dimanfaatkan 

untuk melakukan penggerogotan kcuangan negaro, Hal int .scbagaimana dikemu­

kakan oleh Elwi Danil dalam disertasinya. Dicontohkannya, seperti yang terjadi 

dalarn kasus-kasus di bidang perbankan, misalnya kasus penyalahgunaan Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia dan kasus pelanggaran Batas Pemberian Maksimum 

Kredit. Oleh karena itu, menurutnya wajar apabila pembuat UU PTPK 

memperluas subyek tindak pidana korupsi sehingga meliputi korporasi juga.236 

Menurnt Mardjono Reksodiputro, korupsi yang besar terjadi dalam 

dunia bisnis. Hal ini dilakukan oleh korporasi dalam persaingan bisnis dalam 

rangka untuk mendapatkan proyek atau berbagai keringanan. Berkaitan dengan 

hal ini, terdapat kesuJitan untuk melakukan penuntutan pidana terhadap korporasi, 

terutama bagi korporasi yang berbentuk multinational corporation. Kesulitannya 

adalah tidak :mudahnya untuk menentukan siapa sebenamya yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana?37 ... 

3.1.2 Tindak Pidana Korupsi dan Korporasi dalam UU PTPK 

·3.1.2.1 Pengertian lstilah Korupsi 

lsti!ah korupsi berasal dari satu kata dalam Bahasa Latin yakni 

corroptio atau corruptus yang disalin ke berbagai bahasa, Misalnya disalin ke 

dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt, da1am bahasa Francis 

menjadi corroption dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah com~ptte 

(lrormptie). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kala korupsi dalam bahasa 

Indonesia. Corruptie yang juga <lisa! in mergadi corruption dalam bahasa Beland a 

itu mengandung arti perbuatan korup, penyuepan.23' 

menyampaibn pendapat akhirnya da!am Sidang Paripuma pada pernbicaraan Tingkat IV pada 
tanggal23 Juli 1999. Direktornt Jeo.deral Hukum dan Perundang~unda.ngan Departemen llnkwn 
dan Perundang-undangan Republik Indonesia., op.cit., hal. 319 

236 Elwi. Danil, op. eft., hal. 241. 
237 Peudapat Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA tersebut disampaikan pada sidang tesis 

tanggallO Juli 2009. 
231 Andi Ham?.ah (a). Korupsi di Indonesia, Ma.salah dan .Pemecahannya, (Jakarta : PT 

GmmOOia, 1984), bal. 9. 
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Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang 

tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, 

tidak berrnoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang 

menghina atau memfitnah seperti yang dibaca dalam The Lexicon Webster 

Diclionary sebagaimana dikutip Andi Hamzah sebagat berikut : 

corntplion (L corntplio (n-) : Tlte Act of :;:arruplion,' or the stale of being 
carnpl; putrefactive decomposition, pmrid matter, moral prel'ension: 
depravity; pet"11ersion of integrity ; corrupl or dishonest proceedings. 
bribery; perversion from a slaJe of purity ; debasment, as language ; a 
debased from tire world, 239 

Pengertian lebih sempit dikemukakan oleh Centre of International 

Crime Prevenlion (CICP) dari UN Office for Drng Control dan Crime Prevention 

(UN-ODCCP) yang berkedudukan di Wina yang mendefinisikan korupsi sebagai 

"misuse of (public) power for privat gain'1.2Mi 

Sedangkan secara yuridis formal, pengertian tindak pidana korupsi 

terdapat dolam Bab ll tentang Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 sarnpai dengan 

pasal 20), Bab II tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak 

Pidana korupsi (Pasal 21 sarnpai dengan Pasal24) UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan 

UU No. 20Tahun2001 (UU PTPK). 

3.1.2.2 Jerds Tindak Pidana Korupsi 

Berdasarkan jenis atau bentuk perbuatannya, dalam UU PTPK terdapat 

31 jenis delik korupsi yang tersebar tujuh kelompok besar."' Ketujuh kelompek 

tersebut meliputi : 

I. Perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara (Pasal2 dan 3); 

2. Perbuatan suap-menyuap (Pasal 5 ayat (!) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), 

Pasol6 ayat (1) hurufa dan b, Pasal6 ayat (2), Pasal JJ, Pasall2 hurufa, b, c 

dan d, Pasall3); 

3. Perbuatan penggelapan dalamjabatan (Pasal8, 9, 10 hurufa, b dan c); 

2l'l Andi Hamznh (b), Pemberontasan Korup.'ii dilinjau dari Hukum Pidana, (Jakarta: Pusat 
Study Hukum Pi dana Universitas Trisakti, 2002), bal4. 

l~G Romli Atmasasmita (a), op. cit., hal. 5. 
241 

Kejaksaan Agung RI, Tindak Pldana Korupsi' tlalam pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, (Jakarta; 2007). hal. 26-28. 
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4. Perbuatan pemerasan (Pasal 12 hurufe, g dan h); 

5. Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d, Pasal 7 ayat (2) dan 

Pasal 12 hurufh); 

6. Adanya benturan kepcntingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i); 

7. Perbuatan gratifikasi (Pasal 12 hurufh jo Pasal 12 huruf c) 

Selaln itu. terdapat juga deHk lain yang bcrkaitan dengan pcrbuatan 

korupsi daiam UU tersebut. Perbuatan itu sebagai berikut : 

a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal21); 

b. Tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar 

(Pasal 22 jo Pasal 28); 

c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 jo 

Pasal29); 

d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan 

palsu (Pasal 22 jo Pasal35) 

e. Orang yang memegang rahasia jahatan tidak mernberi keterangan atau 

memberi keterangan palsu (Pasal22 jo Pasal 36) 

f. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal24 jo Pasal 31) 

Berdasnrkan penggolongan jenis tindak pidana korupsi di atas, 

km:pornsi tidak dapat menjadi subyek pada semua jenis tindak pidana korupsi 

tersebut. Menurut Andi Hamzah, ko1porasi tidak mungkin menjadi subyak delik 

dalam rumusan de1ik yang subyeknya mempunyai kualitas tertentu sebagai 

~pegawai negeri atau pejabaC .242 

3.1.2.3 Pengaturan Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana dalnrn UU PTPK 

Dalnrn perumusan UU PTPK. pelaku tindak pidana korupsi disebut 

dengan kalimat "setiap orang". Pengertian istilah "'setiap orang" telah diberi 

tafsiran autentik yang t<rdapat dalam Pasal I angka 3, yaitu orang perseorangan 

atau termasnk korporasi. Dengan demikian menurut UU ini, pelaku tindak pidana 

korupsi adalan orang perseorangan dan atau kotp<>rasi. Rumusan tersebut 

mengandung nrti bahwa orang persoorangan atau kotp<>rasi dapat menjadi 

tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. 

242 Andi Ham.zab. Pemberantasan Korupsi melalui llukum Pidana Nasionaf don 
Internasional, {Jaka.rta : PT RajaGrn.findo Persada, 2007), hal92·93. 
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Dimungkinkannya penuntutan terhadap korporasi sebagai tersangka/ 

terdakwa atau dengan kata lain sebagai pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam 

ketentuan Pasal 20 UU PTPK sebagai berikut : 

l. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu 

korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap 

korporasi dan atau pengurusnya. 

2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut 

dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan keija maupun 

berda.;;arkan hubungan lain~ bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut 

baik sendiri maupWl bersama-sama. 

3. Da1am hal tuntutan pi dana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka 

korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 

4. Pengurus mewakili korporasi sehagaimana dimaksud dalarn ayat (3) dapat 

diwakiJi oleh orang lain. 

5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di 

pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa 

ke sidang pengadilan. 

6. Dalarn hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korpor11Si, maka panggilan 

unluk menghadap dan penyeraban sura! panggilan tersebut disampalkan 

kepada pengurus di ternpat tinggal pengurus atau di tempat pengurus 

berkantor. 

7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi banya pidana denda, 

dengan ketentuan maksimum pidana ditambeh 1/3 (satu pertiga). 

Dengan dijadikannya knrporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi 

dalam UU PTPK, maka sistem pidana dan pemidanaannya juga seharusnya 

berorientasi pada korporasi. Oleh karenanya, hal ini berarti harus ada ketentuan 

khusus mengenai :243 

1. Kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana (korupsi) ? 

2. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan? 

3. Dalarn hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan ? 

4. Jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi? 

20 Baroa NawawiArie!(a). op.cit.. hal. 151-152. 
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Mengenai pertanyaaan pertama, UU PTPK telah mengatumya dalam 

Pasal 20 ayat (2), yaitu "apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang, baik 

berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan 

korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama··. Dengon 

demikian, korporasi dikatakan melakukan tindak pidana korupsi apabila tindak 

pidana tersehut dilakukan oleh : 244 

a. oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja, bertindak dala:m 

lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama; 

b. oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam 

lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama. 

Jika demikian, siapakah yang termaktub dalam pnin (a) itu? UU PTPK tidak 

menje1askan secara rinci mengenai hal ini. Wiyono mengernukakan bahwa orang­

onmg yang bcrdasarkan hubungan ketja dalam lingkungan korporasi yakni 

mereka yang tercantum di dalam angganm dasar sebagai pengurus245 Pendapat 

lebih luas disampaikan Sutan Remy Sjahdeini. Disebutkannya, orang-orang 

berdasarkan hubungan kelja adalah mereka yang merniliki hubungan kerja sebagai 

pengurus atau sebagai pegawai, berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya,. 

berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan peljanjian ketja dengan korporasi, 

berdasarkan surat pengangkatan sebagian pegawai atau berdasarkan peljanjian 

kerja sebagai pegawai'.246 

Sedangkan orang-orang bcrdasarkan hubungan lain dalam lingkungan korporasi 

(poin b) mencakup mereka yang tidak tercantum sebagai pengurus di dalam 

anggaran dasar tetapi bertindak untuk dan atas nama korporasi metalui surat 

kuasa.247 Namun tidak terbatas demikian saja, Sjahdeini memperjelas dengan 

mengatakan bahwa hubungan itu didasarkan pada pernberian kuasa, berdasarkan 

petjanjian dengan pemberian kuasa (pemberian kuasa bukan diberikan dengan 

surat kuasa tersendiri, tetapi dicantumkan dalam petjanjian itu sehingga 

merupak:an bagian yang tidak terpisahkan dari petjanjian tersebut atau 

bcrdasarkan pendeleganian wewenang.248 

244 R. Wiyoon. op. cit., Hall39-140. 
2-IS Ibid,; hal. 140. 
246 SulanRemy Sjahdeini. op. cit. hal. 152-153 
"'"W" I . .t\... 1}'000, QC, Cit, 
2

-ta Sutan RemySjahdeini. op. ciL Hal. 153 
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Pertanyaan mengenai kapan korporasi dikatakan melakukan tindak 

pidana korupsi di atas sangat berkaitan dengan pertanyaan ketiga, yakni dalam hal 

bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan? UU PTPK tidak mcmbuat 

ketentuan khusus yang rinci mengenai hal ini tetapi diintegrasikan/terkandung 

dalam Pasal20 ayat (I) dan ayat (2) di atas.249 Berkaitan dengan hal ini, penting 

diperhatikan unsur "bertindak dalam llngkungan korporasi" dalam ketentuan 

tersebut. Dengan kata lain, korporasi yang melakukan perbuatan tindak pidana 

korupsi melalui orang-orang berdasarkan hubungan keQa maupun berdasarkan 

hubungan lain harus dalam ruang lingkup usahalkegiatan korporasi yang 

bersangkutan. 

Sedangkan tentang jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap 

korporasi yang terbukti melaknkan tindak pidana korupsi, diatur dalam ketentuan 

Pasal 20 ayat 7 UU, yakni pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi 

hanya pidana denda, yang maksimumnya ditambah/diperberat 113 (satu pertiga). 

Hal penting mendapat penekanan dalam penelitian ini adalah berkaitan 

dengan pertanyaan kedua di atas yaitu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan 

dalam penuntutan pidana terhadap korporasi. Secara wnum, jawaban ini dapat 

diternukan dalarn ketentuan Pasal 20 ayat (I) UU PTPK yang menyatakan : 

'~Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu koo:porasi, 

maka tuntutan dan penjatu.'lan pidana dapat diiaknkan terbadap knrporasi dan atau 

penguruanya". Artinya, penuntutan dan penjatubnn pidana bagi tindak pidana 

korupsi yang dilaknkan oleh atau atas nama korporasi dapat dilakukan terhadap 

korporasi saja atau pengurus saja atau kedua~duanya yaitu korporasi dan 

pengurusnya. Model I\llllusan demikian disebut sistern "knmulatif-altematif'.250 

Dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK disebutkan pengurua 

merupakan organ korporasi yang menjalankan kepenguruaan korporasi yang 

bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam 

kenyataannya memiliki kewenangan dan iknt mernutuskan kebijakan korporasi 

yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. 

Dalam kaitan dengan hal tersebu~ menurut Ramelan, pengertian istilah 

"pengurus" penting untuk menentukan subyek hukum pidana dan berkaitan 

249 Barda Nawawi Arief(a),/oc. cit. 
lSI) R. Wiyono, foe. cit. 
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dengan penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi.251 Dengan 

demikian, ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK ini merupakan kriteria atau 

ukuran mcnentukan status kepcngurusan korporasi. Oleh karernmya, berdasarkan 

rumusan penjelasan pasal tersebut, Sutan Remy Sjahdeini membagi menjadi dun 

frasa. yaitu: frasa pertama: "organ korporasi yang menjalankan kepengurusan 

korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar" dan frasa kedua: 

"mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan 

kebijakan korporasi".'252 Dengan demikian, pengertian pengurus tidak terbatas 

hanya pada mereka yang menjadi organ korporasi sebagaimana tercantum dalam 

anggaran dasar, tetapi tennasuk juga termasuk mereka yang dalam kenyataannya 

atau secara faktual menentukan kebijakan korporasi, mcskipun dirinya tidak 

tercantum sebagai pen gurus, 253 

Apabila diamati, ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK di alas 

menitikberalkan pertanggungjawaban pidana dati pengurus korporasi. Namwt 

ketentuan dalam pasal 20 ayat (2) justru memperluas pertanggungjawaban pidana 

korporasi berdasarkan kesalaban dati beberapa orang yang mungkin tidak 

tennasuk pengurus alau penentu kebijakan korporasi, melaiukan juga didasarkan 

pada kesalahan beberapa orang termasuk manajer, agen atau pimpinan cabang 

yang berdasarkan prinsip "kesatuan kesalaban" dapat dipertanggung-jawabkan 

secara pidana kepada korporasi.2~ 

Mendasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana korporasi255
, 

t:a:mpak UU PTPK ini menganut pendirian tcori identifikasi. Hal ini ditandai 

dengan dirumuskannya kepada siapa pembebanan pertanggungjawaban pidana 

ditujukan, yakni terlihat da!am rwnusan ketentuan Pasa120 ayat (2) UU PTPK itu. 

Selain itu, menurut Sjahdeini, berlaku juga ajaran agregrasi (doctrine of 

aggregation) yang ditunjukkan dati ka!imat "apabi!a tindak pidana ternebut 

dilakukan ... baik sendiri-sendiri maupun bersama~sama".256 

lSI Ramelan, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana'', makalah dlsampai~ 
kao pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebija.kan Publik dari 
TindakPidana Korupsi"', Semarang, fr7 Mei 2004, hal. 19. 

m Sutan Remy Sjahdeini. op,cl't. hal, 154. 
m R. Wiyono., op.cil., hal141. 
2S4 R.amelan., ()p.cit., haL 20 
zss Pembahasan teori~reori pertanggu.ogjnwnban ini dapat dilihat da.1anl Bah ll 
~Satan Rezny Sjahdelni, op.cu .• hal, 152, 
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Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab II, pada penelitian ini 

penulis melakukan pembahasan berkaitan dengan korporasi yang berbentuk 

Perseroan Terbatas (perseroan). Berkorelasi dengan hal ini, dalam kenyatnannya 

pada beberapa korporasi, terutama yang berbentuk perseroan, tidak menyebut 

organ pelaksana kepengurusannya dengan istilah 11pengurus". Dalam hal 

demikian, maka yang harus diperhatikan bukanlah sebutannya rnelainkan tugas 

dan kewenangan dari organ korporasi tersebut.251 Dengan demikian, dalam hal 

korporasi berbentuk suatu perseroan maka yang dimaksud dengan "pengurus" 

. mengacu kepada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).218 

Menurut Pasal 1 angka 2 UU PT, organ Perseroan Terbatas (perseroan) 

terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)259
, direksi260 dan kornisaris261

• 

Direksi perseroan dapat terdiri atas satu orang anggota direksi atau lebih {Pasal 92 

ayat 3). Bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang 

tertentu, Pasal 92 ayat (5) UU PT mewajibkan perseroan itu mernpunyai paling 

sedikit dua orang angguta direksi. Dalam praktik, direksi perseroan yang 

berbentuk dewan direksi terdirl atas beberapa anggota direksi. Dengan demikian, 

direksi meliputi seluruh direktur, termasuk direktur utama atau presiden direktur 

yang diangkat oleh RUPS. 

Direksi berwenang dan bertanggungjawah penuh atas pcngurusan 

perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan makaud dan tujuan serta 

usaha perseroan (Pasal I angka 5 jo pasal 92 ayat I dan 2 jo pasal 97 UU PT}. 

Tugas direksi dernikian merupakan pelaksanaan berdasarkan prinsip fiduciary 

duty:Z.62 Berkaitan dengan tuga.li direksi tersebut, Try Widiyono menjelaskan 

sebagai berikut: 

m Ibid. haL 154. 
:au Undang-und.ulg ini menggantikan UU No" 1 Tabutl 1995 tentang Perseroan Terbata.s. 
15' Rnpat Umun:t Pemegang Saham (R.UPS) adalah organ perseroan yang mempunyai 

wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang 
ditentukan dalam Undang-undang: ini danlatau anggarnn dasar (Pasat 1 angka 4 UU P1), 

zoo Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh alas 
pengu.rusan perseroan untuk kepentiogan perseroan. sesuai dengan maskud dan tujuan perseroan 
serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di lllllt pengadilan sesuai dengan ketentuan 
anggamn dasar (Pasa! 1 angka 5 UU PT). 

261 Dewan Komisarls adalah organ pexseroan yang bertugas melakuka.n pengawasan se<:ara 
u.mum danlatau khusus sesuai dengan angganm dasar serta memberlkan nasihat kepada Direbi 
(Pasal I angka 6 UU PT). 

261 Try Widiyo~ Direksi Perseroan TerbaitJS (Keberadaan. Tugas, Wewenang dan 
Tanggung Jawob), (Jakarta' Gha!ia, 2008). Hal. 50 
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Tugas direksi mengurus perseroan adalah direksi berwenang dan ber­
tanggungjawab penuh untuk mengelola, menyelenggarakan, memimpin, 
rnengarahkan, serta mewakili perseroan, baik di daiam maupun di luar 
pengadilan. Dcngan kcwenangan yang demik.ian itu, direksi harus ber­
tanggungjawab kepada stakeholder, baik kepada pemegang saham, rclasi, 
rekanan, nasabah., pegawai, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang ber­
hubungan dengnn perseroan.26

' 

Dengan demikian, dapat disirnpulkan bahwa pada prinsipnya terdapat dua fungsl 

utarna direksi perseroan, yakni ; (1) fungsi manajemen, dalarn arti direksi 

me1akukan tugas memimpin perusabaan. dan (2) fungsi representasi, dalam arti 

dire~si mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadi1an.264 

Dalam hal direksi herbentuk dewan direksi, pembagian lugas dan 

wewenang masing-masing anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan 

RUPS (Pasal 92 ayat 5) atau jika tidak diatur oleh RUPS ditetapkan berdasarkan 

keputusan direksi (Pasal 92 ayat 6). Sedangkan herkaitan dengan tugas mewakili 

perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, setiap anggota direksi 

berwenang mewakili perseroan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar 

(Pasal 98 ayat 2). Artinya, UU ini menganut sistim perwakilan kolegial. Dengan 

demiltian. setiap anggota direksi berwenang mewakili perseroan. Namun untok 

kepentingan perSeroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa perseroan 

diwakili oleh anggota direksi tertentu. 

Berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya di atas, maka direksi 

perseroan merupakan organ sekaligus juga sebagai pengurus perseroan. NamWl 

demikian, besamya kewenangan yang diberikan kepada direksi tidak berarti 

kewenangan direksi tanpa batas. Kewenangan direksi dibatasi oleh kewenangan 

bertindak secara intern, baik bersumber pada doktrin hukum maupun bersumber 

pada ketentuan peraturan yang berlalru, tennasuk anggaran dasar. Dengan kala 

lain, kewenangan direksi menjadi terbatas dalam ruang lingkup ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Apabila direksi 

melanggar ketentuan kewenangannya sebagaimana Ielah dilentukan dalam 

163 ibid., hal so. 
21$4 Edi Yunara, Korupsl dan PertcnggungjtJWaban Pidana Korpori7Si Beri!rut Studi Kastls. 

(Bandung: Citra Aditya Bnkti, 2005), bal. 26. 
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anggaran dasar perseroan maka direksi telah melanggar asas ultra vires.265 UU PT 

secara tegas menganut asas ini. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 92 ayat 1 

yang menyebut "Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan 

perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan". Artinya, segaia 

tindakan direksi haruslah dalam ruang lingkup usahalkegiatan untuk rnencapai 

maksud dan tujuan korporasL 

Dalarn kailan dengan pertanggungiawaban pidana korporasi, asas ini 

penting terutama dikaitkan dengan penerapan teori vicarious liability. Teori ini 

mensyaratkan korporasi dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan 

pegawai yang dilakukan dalam ruang lingkup tugas atau pekeljaannya. 

Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius mengemukakan korporasi dapat 

dipersalahkan cukup apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup 

pekeljaan dari badan hukum. 266 

Tindakan-tindakan hukum direksi dalam melakukan kepengurusan 

perseroan tidak mungkin dapat dilakukan sendiri oleh anggota direksi. Itulah 

sebabnya, hampir sebagian besar kewenangan direksi mengurus perseroan 

didelegasikan kepada pihak lain, baik kapada pegawai dan atau kepada pihak lain 

bukan pegawai. Widiyono menyebut model pendelegasian sebagian tugas dan 

kewenangan direksi itu, antara lain berdasarkan surat keputusan, surat edaran, 

pemberian kuasa langsung, berdasarkan pemberian kuasa kepada jabatan. ex 

officio atau berdasarkan kuasa nota rii!.267 Dengan kata lain, pegawa.i atau piliak: 

lain yang mendapat kuasa melakukan tindakan-tindakannya melakukannya untuk 

dan atas nama perseroan (korporasi). Oleh karenanya. perseroan harus 

bertanggung jawabt baik secara perdata maupun pidana a.tas perbuatan-perbuatan 

pegawal atau pihak lain itu. 

24$ Ultra vires dia.rti.kan sebagai bertindak melebihi kewenangannya. Lihat Try Widiyono, 
op. cit., hal. 95. Uraian lengkap mengenai hal ini da!am pemtu.ran perundang-nndangan pidana 
Indonesia dapat dibaca juga dalam. Sutan Remy Sjahdeini, op.cit. hal. 162~ 16&. 

~ Scbaffineister. et. al. op.cit., hal, 281. 
lb? Try Widiyono. op.cit., bal. 63. 
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3.2 Proses Penuntullin Pidana Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi 

Pembahasa.n mengenai proses penuntutan pidana berarti menyangkut 

suatu proses yang berisikan mengenni prosedur atau tata cara dilakukannya 

kegiatan penuntutan terhadap pcrkara pidana. Dengan kata tain, membicarakan 

mengcnai hukum pidana fonnit Dalam konteks penelitian ini, yang dibicarakan 

ada!ah proses penuntutan pidana terhudap korporasi dalam perkara tindak pidana 

korupsi. Dengan demikian, pembicaraan dalam pembahasan penelitian ini 

menyangkut hukum acara pidana da)am tindak pidana korupsi yang mengatur 

subyek hokum korporasi. 

Penanganan dan penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan 

pidana1118 Indonesia dilakukan berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana beserta dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya (KUHAP). 

Penanganan perkara tindak pi dana korupsi, selain mengacu pad a KUHAP, 

terdapat aturan kbusus lain yang mengatumya, Peraturon khusus yakni UU No. 31 

Tahwt 1999 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan 

UU No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK)269 dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). 

Kegiatan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi 

yang dilakukan oleb lembaga Kepolisian dan lembaga Kejaksaan dilaksanakan 

berdasarkan KUHAP ·dan UU PTPK, Khusus punyirlikan dan penuntutan yang 

dilakukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) juga berlaku 

hukum acara yang diatur dalarn UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)."0 

Alur penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi 

dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara sederhana dapat digambarkan 

dengan menggunakan model sistem peradilan pidana sebagai proses input-

ll>ll Sistem :Peradilan Pidaoa (cn'minal justie£ system) adalah sistem dalam suatu masyarnkat 
untuk menanggulmgi masalah kejabatan.. Sistem ini dianggap berhasilapahila sebagian besar dari 
laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapai "'diselesaikan, dengan 
diajuka.nnya pelaku kejahatan ke sidang pengadiJan dan diputuskan beo;a1ah serta mendapat 
pidana. Baca: Ma.rdjono Reksodiputro (e),cp. cit .• hat 84. 

:tti
9 Mengenai hal ini dlatur dalam Pasal 26 UU PTPK yang menyebutkan : "Penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadila.n dalam perkara ti.ndak pidana korupsi, dilakukan 
berdasarkan bukum acara pidana yang berlaku. keeuali ditentubn lain dalam undang-undang ini!' 

270 Hal ini diaturdalamPasal39 ayat (l) jo Pasal62 UU KPK. 
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output.211 Dalam konteks ini, laporan dugaan adanya tindak pidana korupsi 

rnerupakan input. proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh aparat 

penegak hukum sebagai suatu proses dan penyelesaian kasus tindak pidana 

korupsi sebagai oulpul yang diharapkan, Hal ini dapat dHihat dari gambar berikut : 

Lnporun 
Dugarm 
Perkaru TPK 

Input 

• Pcnyidikan 
• Pcnuntumn 
• I'Cl!U'llksaall tli Pcogldilau 

Proses 

i>(U)'c!C5aian 
f>.:lbmTPK 

Output 

Oamb~~r I : Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi 

Berdasarkan KUHAP, sebagaimana halnya pada perkara pidana 

umum, penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi berawal dari 

proses penyidikan"' yang dilakukan oleh penyidik'". Pada proses ini, titik berat 

tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti11 supaya 

tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan 

dan menentukan pelakunya?74 

Se1anjutnya basil penyidikan penyidik tersebut diserahkan kepada 

Penuntut Umum (Pasal 110 KUHAP). Apabila penuntut umum berpendapat 

bahwa hasil penyidikan tersebut dapat dilakukan penuntutan215 maka penuntut 

umum276 segera membuat surat dakwaan dan melirnpal:dam perkara itu ke 

pengadilan negeri untuk disidangkan (Pas a! 140 jo pasal 143 ayat (I) KUHAP jo 

Pasal 52 jo pasal 53 UU KPK). Penuntut Umum dari lembaga Kejaksaan 

me1impahkan perkaxa tindak pidana korupsi ke Pengadi1an Umum, sedangkan 

211 Model i.nl menekankan penggambaran mekanisme dan proses penyelesaian suatu perkara 
tindak !'i,dana. 

'Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyldik dalam hal dan menurot earn yang di· 
atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yoog l~rjadi dan guna 
menemukan ternangkanya (Pasall angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 ten tang Undang-undang Hokum 
Aeara l'idana (selanjutnya dalam penelitian ini disebut KUHAP)). 

m Pcnyldib.n perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK} dilakukao ol~h penyidik pada kepo­
, lisian, Kcjuksae.n dan Komisj Pernberant.asan Tindak Pirlana Korupsi (KPK). 

714 Yahya Harapap, Pembahas<1n Permasalahon dan Pener(1jJt111 KUHAP: Penyidilam da¥1 
Penunlulan, Edisi Kcdua Cetakan Keempat (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), bal. J65. 

m Penuntutan adalah tinda.lain penuntut wnum untuk melimpnhkan perkarn ke pengadilan 
ne;g:eri yang berwemmg dalam hal dan menurut cara yaog diatur dalam Hukum Acara Pidana 
dengm pennintaan supaya diperi.ksa dan dipntus oleh ~ di sidang pengarlilan (Pasall <mgka 7 
KUHAP dan PlliJa! 1 anglo. 3 UU No. 16 Tohun 2004 t;mtang Kejaksaan Rl) 

m Penuntutan perkarn TPK. dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan dan Pemmtul 
Umum pada KPK. 
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perkara yang ditangani oleh Penuntut Umum dari lembaga KPK dilimpahkan ke 

Pengaditan Khusus Tindak Pidana Korupsi.271 

Berdasarkan surat dakwaan tersebut, pengadilan melalui hakim yang 

ditunjuk menyidangk:an perkara tersebut melakukan pemeriksaan perkara tindak 

pidana korupsi dengan menggunakan acara pemeriksaan binsaP8 (Pasal 1 52 

KUHAP). Pada tahap ini, hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan 

keterangan para saksi; ahli dan terdakwa serta a1at bukti lainnya herupa surat dan 

petunjuk (Pasal 184 KUHAP jo Pasal 26A UU I'TPK). Putusan mengenai pokok 

perkara dapat berupa putusan bebas279
, lepas dari segala tuntutan hukum280 atau 

pcmidanaan. Oalam hal pengadilan berpendapat bahwa terdakwa berSalah 

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan 

menjatuhkan pidana (Pasal 193 KUHAP). Selanjutnya, terdakwa atau penuntut 

umum mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut 

Kemudian setelah putusan pemidanaan telah memperoleb kekuatan hukum tetap, 

putusan tersebut dilaksanakan oleh jaksa (Pasa1270 KUHAP). 

Berdasark:an prosedur di atas, terlihat tahap penyidikan memegang 

peranan penting dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi. 

Penyidikan yang menghasilkan berkas perkara penyidikan merupakan dasar 

dilakukannya penuntutan oleh penuntut umum dalam memhuat sural dakwaan. 

Selanjutnya berdasarkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut, hakim untuk 

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi. 

Penuntutan pidana bagi kmporasi yang diduga terlibat dalam 

melakukan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari proses penuntutan dalam 

perkara tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, proses penwttutannya sesuai 

dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku baginya. Namun demikian, 

teruyata KUHAP tidak mengatur ketentuan mengenai proses penuntutan terbadap 

korporasi. Materi hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP hanya 

m Ben:l~arkan UU No. 30 Tahun 2002 lentang Kowi:si Pemberantasan Tiru:l.ak Pidana 
Korupsi (KPI(), untuk pertama kalinya Pengadilan Tindak Pidana Kon1psi dt"bentuk pada 
PengadiJan Negeri Jakarta Pusat (Pasa154ayat 2). 

m Dalam KllH.AP, berdasarbn bobot perkaranya maka pelimpahan dan penyelesaian 
perka.ra pidana dikenal 3 (tiga) beotuk !'!cam peroeriksaan, yaitu Aeara Pcmeriksaan Bissa, Acara 
Peme:riksaan Singkat dan Acara Pemeribaan Cepat Pelimpahan dan pemeriksa.an perkara tindak 
pidana korupsi menggunakm Acam Pemeriksaan Biasa. 

mLihatPasall9l ayat(l)KUHAP 
uo LihatPasal191 ayat (2) KUHAP 
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berorientasi kepada subyek tindak pidana perorangan dan tidak mengatur 

mengenai subyek tindak pidana korporasi. Padahal telah ada juga undang-undang 

lain yang telah mengatur kemungkinan penuntutan pidana kepada korporasi yang 

1ahir scbelum KUHAP diterbitkan. Hal ini merupakan salah satu kelemaban 

KUHAP. 

Proses penuntutan pidana khusu.<; terhadap korporasi dalam tindak 

pidana korupsi hanya ditemukan dalam Pasal 20 UU PTPK. Meskipun terhilang 

sumir, ketentuan tersebut telah mengatur sebagian prosedur atau tata cara 

penuntutan kepada korporasi. Hal yang diatur hanyalah burkaitan dengan 

ketentuan mengenal pihak yang mewakiJi korporasi (ayat 3 dan 4), kewenangan 

hakim untuk memerintahkan pengurus korporasi menghadap sendiri dan perintah 

untuk membawa pengurus ke sidang pengadilan (ayat 5) serta mengatur tentang 

penyerahan.surat panggilan terhadap korporasi (ayat 6). Jika demikian, apakah 

ada perbedaan yang mendasar mengenai proses penuntutan pidana kepada 

korporasi dan perorangan dalarn perkara tindak pidana korupsi? 

Dalam pandangan aparat penyidik maupun Jaksa!Penuntut Umum 

tindak pidana korupsi, sebagaimana dikernukakan oleh Andi Dbermawangsa281 

dan Tyas Widiarto2112 mengemukakan bahwa pada dasarnya tidak terdapat 

perbedaan dalam hal menyangkut proses ata.u tata cara penuntutan dalam perkara 

tindak pidana korupsi balk perorangan maupun terhadap korporasi. · Meskipun 

demikian Hilman Azazi''" mengungkapkan perbedaan dalam proses tersebut 

yakni dalarn hal upaya paksa terhadap tersangkalterdakwa, Berbeda dengan 

subyek tindak pidana perorangan, karena sifatnya, terhadap korporasi tidak dapat 

dilakukan penangkapan maupun penahanan. Dengan demikian, kecuali 

sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

secara umum proses penuntutan, yaitu sejak tahap penyidikan lringga pelaksanaan 

putusannya, terhadap korporasi berlaku sehagaimana halnya penuntutan terhadap 

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perorangan. Tegasnya, proses 

291 Berclasarkan wawancara dengan Andi D.harmawangsa, SH. MH (l{a$ubdit Penyidikan 
pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung lU) pada 
~lll24Maret2009. 

m Beniasarkan wawancara dengan Tyas Widiarto, SH, MH (Jaksa!Penuntut Umum pada 
Jaksa ~Muda Tindak:Pids.naKhusus Kejaksaan AgungRJ) pada tanggall Mei 2009. 

Berda.sa.rbn wawancara dengan Hilm.an Azazi, SH, MH, MM (1aksa!Penuntut Umum 
pada 1aba Agung Muda Tindak Pidana K.busus Kojaksaan Agung RJ) pada tanggall Mei 2009. 

Universitas Indonesia Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth, FH UI, 2009



Ill 

penuntutan pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi pada 

dasamya ber1aku ketentuan sama seperti penanganan perkara pidana terhadap 

pelaku perorangan, yakni sebagaimana ditentukan dalam hukum acara maupun 

ketentuan~ketentuan yang bcrkahan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Mcskipun sccara urnum tidak terdapat perhedaan dalam proses 

penuntutatmya, namun berdasarkan sifat dan bentuk subyek tindak pidananya 

maka secara khusus terdapat bebempa hal yang daia.m praktiknya harus dibedakan 

antara subyek tindak pidana korporasi dan peorangan. Berkaitan dengan hal ini, 

hasH penelitian memperoleh beberapa permasalahan. Oleh karena itu. pembahasan 

da)am peneHtian ini akan membahas hal-haJ yang menyangkut pertanyaan sebagai 

berikut: 

(I) Bagaimanakab mekanisme penunjukkan perwakilan dalam hal korporasi 

sebagai tersaogka!terdakwa? 

(2) Berkaitl!n dengan pertanyaao kesatu, identitas siapakab yang akan 

dicanmmkao dalam administrasi peradilan (seperti: berkas peikara, sura! 

dakwaan maupun surat putusan)? Apakah identitas korporasi ataukah identitas 

pengurus yang mewakilinya? 

(3) Bagaimaoakab konstruksi sural dakwaao terhadap korporasi? dan 

( 4) Bagaimanakab pelaksanaan putusan terkait dengan pi dana deoda yang tidak 

dibayar oleh terpidana korporasi? 

3.2.1 Mengenai Perwakilan Korporasi 

Apabila seseorang pribadi disangka melakukan tindak pidana, hukum 

acara pidana mengharuskao yang bersangkutan menghadap langaung. Artinya, 

orang tidak tidak dapat diwakili oleh orang lain selain dirinya sendiri. Berbeda 

halnya dengan penuntutan pidana terhadap kmporasi. Dalam keadaan demikian, 

korporasi akan diwakili olab pengurusnya. Dalam konteks tindak pidana korupsi, 

hal ini ditegaskao dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) UU PTPK yang 

menentukuo sebagai berikut : 

(3) Dalam hal tuntutan pidaoa dilakukan terhadap suatu korporasi, maka 

korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 

(4) Pengurus mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat 

diwakili oleh orang lain. 
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Penggunaan istilah "tuntutan pidana" dalarn rumusan tersebut juga 

dipergunakan dalam ketentuan di dalam Pasal 182 ayal (!) huruf a KUHAP."" 

Hal ini menimbulkan persepsi bahwa ketentuan ltu hanya berJaku pada tahap 

pemeriksaan di sidang pengadilan. Karcnanya pcrsoalan yang muncul adalah 

apakah ketentuan itu berJaku juga pada tahap penyidlkan? Dcngan kata lain, 

siapakah yang mewakiH korporasi dalam pemeriksaa.n pada tahap penyidiknn? 

Pemeriksaan perkara pidana, termasuk perkara tindak pidana korupsi 

di sidang pengadilan merupakan kelanjutan proses dari kegiatan penyidikan. Olch 

karena itu, mak:a penggunaan istilah "tuntutan pidana" dalam rumusan terscbut 

harus dilafsirkan termasuk pula dalam proses penyidikan2
" Jadi, dalam hal 

penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan kepada korporasi sebagai 

tersangka, maka pada tahap tersebut korporasi bersangkutan juga diwakili pula 

oleh pengurus dari korporasi itu. Permasalahannya adalah bagaimanakah 

rnekanisme penunjakkan perwakilan bagi korporasi yarig diduga melakukan 

tindak pidana kompsi itu? Apakah ditentukan langsung oleh penyidik seperti 

halnya pada perorangan? ataukah wakil korporasi lersebut ditunjuk oleh korporasi 

bersangkutan? 

Pengaturan mengenai hal ini temyata tidak ditemukan diatur dalam 

KUHAP maupun lidak jelas diatur oleh UU PTPK. Berkenaan dengan hal 

tersebut, menurut R. Wiyono, anggaran dasar korporasi biasanya rnengatur -

ketentuan yang menunjuk pengurus tertentu untuk mewakili korpora..i, baik di 

luar maupun di dalam pengadilan.""' 

Ketentuan mengenai perwakilan ko:rporasi ini erat kaitannya dengan 

pengaturan mengenai tala cara pemanggilan untuk rnengbadap dan penyerchan 

sural panggilan kepada korporasi yang disangka atau didakwa melakukan tindak 

pidana korupsi (Pasal 20 ayat 6 UU PTPK). Dengan kata lain, kepada siapa 

panggilan mengbadap dan sural panggilan terhadap korpor..,i dalam proses 

n4 Pasa.l 182 aynt (1) huruf a KUHAP meayebutkan : "Setelah pemeriksaan dinyatakan 
selesai, penuntut un~um lllengajukan tuntutan pidana ... Dalam praktiknya, pada tahap ini tuntutan 
pidana yang diajukan penuntut umum tersebut berupa surat tuntutan yang berisi kesimpulan dari 
proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang disertBl dengan pembuktian unsur~unsur pasal yang 
didakwakan kepada terdakwa. Pada bagian akhir surat tuntutan. tersebut penuntut umum akan 
mengajukan pemyat:aaan terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan terdakwa serta permiotaan 
peojatuhn.n pidana kepada hakim. 

zuR. Wiyono. op. cit., hal141 
2811 ]b;d. 
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penuntutan pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut disampaikan. UU PTPK 

menentukan bahwa panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan 

tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat 

pengurus berkantor. 

Seyogyanya panggilan menghadap (baik pada tahap penyidikan, tahap 

penuntutan maupun tahap pemeriksaan di sidang pengadilan) tersebut ditujukan 

kepada pengurus yang mempunyai kedudukan tertinggi dalarn menjalankan 

kepengurusan korporasi sesuai dengan anggaran dasar dari korporasi, misalnya 

direktur utama atau presiden direktur dari suah1 perseroan.287 Namun demikian, 

mengenai siapa "pengurus" yang akan mewakili korporasi dalam proses 

penuntutan tersebut diserahkan kepada korporasi tersebut. Terkait hal ini, R. 

Wiyono mengemukakan, bahwa direktur utama mungkin menunjuk salah satu dari 

pengurus untuk mewakili korporasi atau dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

terdapat di dalam Anggaran Dasar dari korporasi yang bersangkutan. 288 Dengan 

demikian, sangat dimungk:inkan bagi korporasi untuk menunjuk perwakilannya 

yang ak:an mewakili korporasi bersangkutan. Tegasnya, penunjukan mengenai 

perwakilan korporasi untuk mewakili korporasi baik di luar maupun di dalam 

pengadilan merupak:an urusan intern dari korporasi yang bersangkutan. 

Seperti telah dibahas sebelumnya, bagi korporasi berbentuk perseroan 

maka berlaku ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Berdasarkan 

wewenang dan tanggung jawabnya, maka direksi perseroan merupakan organ 

sekaligus juga sebagai pengurus perseroan, dan salah satu fungsi utama direksi 

adalah berkaitan dengan fungsi representasi, yakni mewakili perusahaan di dalam 

maupun di luar pengadilan., maka yang mewakili korporasi dalam proses 

penuntutan pidana adalah direksi. Mengenai hal ini juga telah dinyatakan secara 

tegas dalam Pasal 98 UU tersebut yang menyebut : 

(1) Direksi mewal<ili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri !ebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang 

mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain 

dalam anggaran dasar. 

287 Ibid., hal. 142. 
288 Ibid. 
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(3) Kewenangan Direksi untuk mewak:ili Perseroan sebagairnana dimaksud pada 

ayat (1) ada lab tidak tematas dan tidak bersyarat, keen ali diteutukan lain 

dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. 

(4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak balch 

bertentangan dengan kctentuan Undang~Undang ini danlatau anggaran dasar 

Perseroan. 

Oleh karenanya, dalam rnelakukan penuntutan tindak pidana korupsl 

yang melibatkan korporasi berbentuk perseroan maka baik penyidik, penuntut 

umum maupun hakim seyogyanya memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut. 

Bertalian dengan tugas mewakili korporasi. maka dalam 

pe1aksanaannya menurut R. \Viyono pengurus harus dibekali surat tugas atau surat 

perintah dati korporasi bersangkutan. Mengenai hal ini dikatakan sebagai berikut: 

Untuk dapat mewakili korporasi sebagai terdakwa Wsalnya di pemerik.saan 
sidang pengadilan, petlgurus hams dibekali surat tugas atau surat perintah 
dan bukan surat kuasa karena di dalarn hukum aetna pidana tidak dikenal 
adanya terdakwa yang membe:rikan kuasa kepada orang lain untuk hadir di 
pemeriksaa.n sidang pengadilan?39 

Menwut hemat penuli~ pendapat mengenai perwakilan korporasi 

sebagai terdakwa harus dengan menggunakan surat tugas atau surat perintah 

tersebul tidak mutlak berlaku, Sepanjang Ielah diatur secara tegas dalam anggaran 

dasar atau keputusan Direksi, maka sural tuga.< atau surat perintah tersebut tidak 

diperlukan. Dalam hal ini, peugurus melakukan tugas dalam fungsi represeutasL 

Sural tugas atau surat perintah diperlukan dalam hal yang mengbadap langsung 

dalam proses penuntutan tersebut bukan pengurns (direksi) melainkan karyawan 

korporasi bersangkutan. 

Sehubungan dengan hal di atas, mak:a penge:rtian istilah '~pengurus" 

dalam tahap ini harus dibudakan dengan "pengurus" dalam keteutuan Pasal 20 

ayat (I) UU PTPK. Pengertian "peugurns" dalam ayat (I) tersebut dimaksudkan 

adalah ''pengurns" yang dapat dibebani alan ditautut pertangguugjawaban pidana. 

Dengan kata Jain, pengurus yang dapat menja<li tersangkalterdakwa dalam peikara 

tindek pidana korupsi. Untuk maksud pengertian tersebu~ pembentuk Wldang­

undang memperluas pengertian istilah "peugurns" yang tidak tematas pada 

"'Ibid., bal. 14L 
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rnereka yang tercantum dalam anggaran dasar saja?90 Sedangkan "pengurus" 

dalam bagian ini adalah pengertian "pengurus" dalam kailannya untuk mewakili 

korporasL Dengan demikian, menyangkut kapasitas pengurus korporasi pada 

proses penuntutan pldana, yaitu sejak tahap penyidikan, penuntutan maupun 

dalam tahap pemeriksaan sidang pengadihm, kemungkinan akan dijumpai adanya: 

a. Pengurus yang mewakili korporasi sebagai terdakwa 

b. Pengurus dari korporasi sebagai terdakwa 

Penguros pada poin (a) di alas dimungkinkan dlwakili orang lain (ayat 

4). Dengan kala lain, pengurus yang bersangkutan tidak harus secara pribadi 

tarnpil ke hadapan polisi, jaksa atau ke muka sidang pengadilan. Sjahdeini 

mengemukakan bahwa prinsip ini sebenamya diadopsi dari asas hukum perdata::~91 

yang memungkinkan suatu subjek hukum baik perorangan maupun badan hukurn, 

dalarn melakukan perbuatan hukum tertentu, diwalcili oleh pihak lain. Hal ini 

biasanya dilakukan dengan cara pemberian kuasa. Namun demikian, ketentuan 

lersehut hanya dapal diberlakukun apabila anggota pengurus yang mewakilkan 

dirinya kepada orang lain itu bukan pelaku tindak pidana yang diatributkan 

sebagai tindak pidana yang dilakukan korporasi 292 Sedangkan apabila pelaku 

tindak pidana itu adalah anggota pengurus yang bersangkutan, maka tidak boleh 

mewakilkan dirinya kepada orang lain, misalnya kepada advokat. Advokat yang 

diheri kuasa olehnya bukan untuk mewakili melaiukan mendampinginya.293 

Ketentuan ini sesungguhnya kontra-produktif dengan ketentuan dalam 

Pasal 20 ayat (3) di alas, karena jika demildan maka hal ini memberi 

kemungkinan bagi korporasi untuk menunjuk perwalcilannya adalah orang yang 

tidak mengetahui atau bahkan tidak mempnnyai kepentingan dengan aktifitas 

korpornsi lersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan p0!1!oalan dalam 

melakukan pemeriksmm di sidang pengadilan. 

Berkaitan dengan ketidakhadiran pengurus korpornsi secara langsung, 

UU PTPK juga Ielah menentukan hakim berwenang memerintahkan supaya 

pengurus korpornsi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula 

290 Lihat Penjelasan Pasa120 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 
:Nl SutanltemySjahdeini,op. cit., bal. 177. 
"'Ibid. 
293 Ibid. 
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memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan (ayat 5). 

Maksud pencantuman ketentuan ini, menurut Sutan Remy Sjahdeini didasarkan 

pada pertimbangan agar hakim dapat mempemleh keyakinan dalam memeriksa 

dan memutuskan perkarn lersebut sebinggu hakim dapat memperoleh kebcnaran 

materiiL294 Dengan ketentuan ini, tampaknya pembuat undang~undang bermaksud 

agar hakim juga dapat melihat dan mend en gar [angsung dari pen gurus terscbut. 

Dalam praktik peradilan pidana, permasalahan mengena.i peiWakilan 

dan mekanisme penunjukannya mencuat dalam kasus PT Newmont Minahasa 

Raya (PT NMR)2
" Terdakwa I (PT NMR) mengajukan keberat•n (eksepsi) atas 

surat dakwaan penuntut umum, salah satunya berkaitan pennasalahan ini, yakni 

mengenai penetapan Richard Bruce Ness sebagai mewakili badan hukum PT 

NMR sebagai terdakwa I sebagui berikut : 

Tersangka dalam perkara ini adalah PT NMR sebagai terdakwa I yang 
diwakili oleh Richard Bruce Ness dan Richarrl Bruce Ness hanya karena 
jabatannya sebagal Presiden Direktu.r. Dalam pasal 46 UULH lrorporasi 
(badan hukum) sebagal terdakwa ditentukan diwakili oleh pengw:us atau bila 
tidak diwakiH pengu:rus hakim dapat memerintabkan supaya pengurus 
menghadap sendiri. Artinya,menurut UULH, PT NMR yang tclah ditelapkan 
sebagai Teniakwa tidak harus diwakili oleh Richard Bruce Ness sekalipun 
dia salah seorang pengurus.296 

Keberatan yang diajukan Tim Advokut PT NMR di alas ternyata tidak 

mendapat jawaban yang tegus oleh pengadilan da!am pertimbangan hukumnya. 

Namun pengadilan menyalakan menolak eksepsi yang diajukan oleb terdakwa I 

PTNMR.''" 

Berkaitan dengan pengums kurpomsi, PT NMR menyatakan struktur 

organisasi PT NMR terdiri Presiden Direktur dan 4 (em pat) orang direktur. Dalam 

tingkat operasional terdap11t 6 (enam) orang manajer yang membidangi masing­

masing bidang yang berbeda. Karenanya, permasaleban ini juga disampaikan 

dalam pembelaan PT NMR. Hal ini dikemukakan sebagai berikul :29
' 

"'Ibid., bal. 177-178 
29' Mengenai kasus ini dapat dilihat delam pemhahasan Bab It 
m Tim Advokat Terdakwa I PT Newmont M"mahasa Raya, Kclx:ratan (eksepsi) PT 

Terdakwa I PTNewmont Minalmsa l!aya yang dibacakan pada ""'ggall9 Agustus 2005, bal. 15. 
291 Putusan Se1a PNManado No.2841Pid.BJ20051PN.Mdo tanggal20 September 2005. 
298 Luhut M.P. Fangan"buan. dkk. Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa I PT Newmont Minahasa 

l!aya) yang disampalkan pada P=idangan tanagal 9 Januari 2007 di PN Manado, .baJ 27. 
Penegasan keterangan te~but juga disarnpaikan Dymas Sa!rioprojo, SH darl I.uhut Mari.hot 
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PT NMR sebagai badan hukum mernilild organ-organnya yang terdiri lerdiri 
dari pengurus (direks:i) dan karyawan. komisalis, pemegang saham. 
Sebagaimana telah disampaikan dalarn BAP. strulctur organisasi PT NMR 
adalah terdiri Presiden Direktur dan 4 direktur-direktur. Dalam tingkat 
operasional setidaknya ada 6 manajer yang membidangi masing-masing 
bidaog yang bctbeda. Karyawan sekitar 400 orang selama masa pcriode 
tarnbang. Semuanya secara hukum dapat hudir dalam sidang ini a1au 
menunjuk siapa yallg mewakilinya. Akan tetapi dalam perkarn ini, seem-a 
sepihak dan begitu saja Richard Bruce Ness dipanggil penyidik dan 
kemudian dijadikan sebagai Terdakwa dalam kapasilasnya untuk mewakili 
PT NMR oleh Tim Jaksa Penuntut Umum. Padahal pada saat yang sama 
karena kedudukannya sebagai Presiden Direktur, Richard Bruce Ness juga 
telah dijadikan sebagai Terdakwa ll. Secara teoritis kepentingnn keduanya 
bisa berbeda at au conflict of interesl, Dengan menetapkan demi!dan maka 
Surat Dakwaan telah melanggar asas nnn self incrimination (vide, Pasall68 
butir a KUHAP}. Oleh karenanya, secara hukum seharusnya bukan penyidik 
dan Tim Jaksa PenW1tut Umum yang menentukan siapa wakl.l PT NMR 
sebagai Tetdakwa dalam perkara ini tapi PT NMR sendiri. Namun, tanpa ada 
pilihan Terdakwa I diwakili oleh Richard Bruce Ness. pada hal sudah 
ditetapkan juga sebagai sekarang terdakwa II dalam kapasitasnya sebagai 
Presiden Direktur PT NMR. 

Apakah dengan demikian pengadilan menerima penunjukan Richard 

Broce Ness oleh penyidik dan penuntut umum sebagai wakil pcrusahaan itu dalam 

perkara pidana tersebut? Temyata pengadilan juga tidak memberikan jawahan 

yang tegas mengenai -masalah inh--

Sehubungan dengan ptm13Salaban ini, ketentuan rnengenai mekanisme 

penunjllkkan perwakilan korporasi dalam proses penuntutan pidana penting diatur 

secara tegas. Karena itu, sepantasnya KUHAP mengatur hal ini.299 Dengan 

demikian di masa yang akan dalallg persoalan tersebut tidak menimbulkan 

masalah dalam praktik peradilan pidana. 

Ke!emahan mengenai hukum acara berkaitan dengan proses 

penuntulall pidana bagi korporasi tampaknya sudah mulai dipikirkan oleh 

pembuat undang-undang. Hal ini tampak telah mulai diatur dalam Rancangan UU 

Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)300 seperti terlihat pada Pasal 137 ayat (7) 

dan (8) yang menyebutkan : 

Parulian Pangarlbuan (advocates & counsellors at law) pada saat dilakukan wawancara pada 
-gal3 Maret 2009. 

m Mardjono Reksodiputro (b),op.ciJ., hal. 102-103 
)01) Direktorat Jenderel Peraturan Perundang_-undangan Departemen Hukum dan Hak Asas.i 

Ma.nusla RI. Rancangan K1JHAP 2008. 
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(7) Apabila terdakwa adalah korporasi maka panggilan disampaikan kepada 

pengurus ditempat kcdudukan korporasi sebagaimana tercanturn dalam 

Anggaran Dasar korporasi tersebut. 

(8) Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan 

mewakili korporasl. 

Adanya ketentuan dalam ayat (8) tersebut menunjukkan bahwa 

pe:nbrurus korporasi dihebani kewajiban mewakiH korporasi dalam perneriksaan di 

sidang pengadilan. Dengan demikian, perancang undang-undang bermaksud 

menentukan mengenai mekanisme penunjukkan perwak:ilan korporasi ditentukan 

oleh korporasi yang bersangkutan, Sayangny~ pengaturan mengenai hal ini tidak 

ditemukan dalam tabap penyidikan. Ketentuan ini tampaknya hanya dikhususkan 

pada tahap proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, demi 

menghindari penafsiran yang berbeda, maka semestinya pengaturan ketentuan 

demikian secara tegas diatur dan berlaku sejak tabap penyidikan. 

3.2.2 Mengenai Identitas Tersangka/Terdakwa Korperasi 

Sebelum ditetapkannya korperasi sebagai subyek tindak pidana 

korupsi, penyebutan identitas tersangka/terdakwa dalam sural dakwaan ataupun 

penyebutan identitas tersangka dalam berita acara pemeriksaan penyidik~ atau 

putusan pengedilan sering tidak dipermasalahkan. Hal ini karena penyebutan 

identitas tersangka/terdakwa dengan kedudukannya dalam kepengurusan 

korperasi tetap dianggap sebagai orang perorangan dari subyek hokum pidana. 

Namun dengan ditetapkannya korporasi sebagai subyek hokum pidana 

dalam UU PTPK, mengenai pencanturnan identitas tersangkalterdakwa menjadi 

penting. Hal ini terutama berkaitan dengan identitas siapa yang akan digunakan 

dalam pmses penuntutan pidana tersebut. Konktitnya berkaitan dengan 

pertanyaan, identitas siapakab yang akan dicantum.lom dalam administasi 

peradilan? Apakab identitas korporasi atau identitas pengurus yang mewakili 

korperasi atankah identitas orang laia, dalam hal bila pengurus juga diwakili 

orang lain yang dipergunakan dalam proses penuntutan bagi korporasi. Ramelan 

rnengernukakan bahwa penyebutan identitas yang jelas penting untuk 
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membedakan terdakwa da1am kedudukan sebagai pnbadi perorangan atau sebagai 

pengurus yang mewaldli korporasi sebagai terdakwa.101 

Permasalaltan tersebut menjadi bagian penting untuk memperoleh 

jawabannya, terutama menyangkut syarat formal surat dakwaan yang dibuat 

penuntut umum. Dalam hukum acara pidana, surat dakwaan merupakan dasar 

serta ruang lingkup yang membatasi bagi hakimlmajelis hakim dalam melakukan 

pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian malca surat dakwaan yang dibuat 

penuntut umurn memegang peranan penting dalam persidangan perkara pidana, 

termasuk dalam perkara tindak pidana korupsL Oleh karenanya, pembuatan surat. 

dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundang~ 

undangan. 

Pengaturan kriteria surat dakwaan secara implisit diatur dalam Pasal 

143 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa : Penuntut umum mernbuat sural 

dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta bensi : 

a. nama lengkap, tampa! tanggal lahir, wnur atl!u tanggal lahir, janis ke!amin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan peketjaan lersangka; 

b. uraian secara cermat, je!as dan lengkap mengenai tindak pidana yang 

didakwakan dengan menyebutkan waktu dan temapt tindak pidana itu 

dilakukan. 

Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut tidak secara eksplisit 

membatasi syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar suatu sural dakwaan sah 

seltingga tidak diancam batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP). 

Walaupun demikian, menurut pandangan doktrin dan kelaziman da1am praktik 

peradilan, ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyebutkan adanya 2 (dua) 

syaral escnsial yang hams diperllatikan dalam pernbuatan sura! dakwaan, yaitu :"" 

1. Syarat formal (Pasall43 ayat (2) huruf a KUHAP) 

2. Syaratmateriel (Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP) 

Dalam praktik peradilan pidana, syarat formal tersebut diperlukan 

demi mengbindari tetjadinya error in persona. Tidak dipenuhlnya syarat formal 

ternebul menyebahkan sural dakwaan penuntut umun1 dapat dibatalkan 

lOt Ramelan, op. cil., hal. 24 
WLilikMulyadi,.:;p. cit.,ha1.19l. 
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(vernietegbaar) atau dinyatakan batal.303 Dengan demikian, dapat dipahami 

identitas tersangka atau terdakwa merupakan hal yang esensial. Pencantuman 

identitas terdakwa daiam administrasi peradHan (berkas perkara, berita acara 

pemetiksaan. surat dakwaan. surat tuntutan dan surnt putusan) bcrkaitan dengan 

konsckucnsi pidana yang dijatuhkan pengadilan. Artinya, kepada siapa nantinya 

putusan pengadilan tersebut akan dilakukan oleh penuntut umum. 

Jika demikian. identitas siapakah yang mestlnya dicantumkan dalam 

administrasi pengadilan tersebut? Berkaitan dengan persoalan ini, bagaimana 

praktik peradihm pidana menjawabnya. Meskipun bukan merupakan kasus dalam 

perkata tindak pidana korupsi~ namun oleh karena kasus PT NMR merupakan 

kasus pertama yang menjadikan korporasi sebagai terdakwa, maim dalam 

penelitian ini akan dilakukan pembahasan terl::ait persoalan yang telah 

dikemukakan di atas. 

Pada persidangan kasus PT NMR yang disidangkan di PN Manado, 

salah satu keberatan (eksepsi} alas sural dakwaan penuntut umum yang diajukan 

oleh Tim Advokat Terdakwa I (PT NMR)304 adalah mengenai pencantuman 

identitas. Tim Advokat meminta pengadilan untuk menyatakan surat dak:waan 

penuntut unnun batal demi hukum atau tldak dapat diterima dengan 

mempersoalkan sural dakwaan yang tldak mencantumkan identitas PT NMR 

sebagai terdakwa melainkan identitas yang mewakili pernsahaan itu. Dalam sural 

dakwaan kasus itu, terdakwa I PT NMR (korpomsi) diwakili oleh P.residen 

Direktur PT NMR, Richard Bruce Ness. Menurut Tim Advokat, identitas yang 

dirnaksud dalam. lretentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP adalah identita.< 

dari badan hukum PT l\'MR.. Demikian dikatakannya : 

Selain itu, ideatitas Teroakwa I tidak dlCil.1ltU!lllom dalam Surat Dakwaan 
akan tetapi l=ya idenlitlls Teroakwa ll yang ~dian ditetapklw. secara 
S<lpihak sebagai wakil dari PT NMR. ldentitas yang mewakili dan yang 
diwakili secara hulaun adalah dua hal yang sangat betbeda khususnya karena 
yang mewakili tidak dapat menggantikan akibat hukum yang mungkin teljadi 
dari putusan hakim. Oleh la!rena itu, ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a 
KUHAP jo Pasal 46 UULH hams dibaca sebagai identitas dari badan hukum 
PTN'MR.Jos 

m Ibid,, hal. 191-192 . 
.lll4 Tim Advokat Terdakwa I PT Newmont M.inahasa Raya. Keberatan {eksepsi} PT 

T erdakwa I PT Newmont Minahasa Raya yung dibacakan pada: tanggal19 Agustus 2005. 
301 lbld., hal 15. 
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Pengadilan dalam putusan seta perkara tersebut menyatakan bahwa 

surat dakwaan penuntut umum telah memuat identitas lengkap terdakwa I yaitu 

PT Newmont Minahasa Raya yang diwakiH oleh salah satu Direksi PT NMR:106 

Dengan kata lain. menurut pengadilan pencantuman identitas pengurus sebagai 

pihak yang mewakili korporasi dapat dibenarkan. 

Meskipun dalam praktik peradilan di atas, pencantuman identitas pihak 

yang mewakili dalam surat dakwaan telah diterima, namun menurut penulis, hal 

ini masih memerlukan kajian lebih lanjut secara yuridis. Ter1ebih lagi terdapatnya 

ketentuan yang rnemungkinkan pengurus diwakili oleb orang lain (Pasal 20 ayat 4 

UU PTPK). Apakah dengan demikian, maka identitas yang dicantumkan adalah 

identitas ""orang !ain'~ tersebut Dalam kaitannya dengan penuntutan pidana bagi 

korporasi sebagai terdakwa. Ramelan menegaskan bahwa semestinya identitas 

korporasilab yang dicantumkan.301 Dalam hal korporasi turul diminmkan 

pertanggnngjawaban pidana (terpisah dari pengurusnya), penulis menyetujui 

pendapat bahwa sebarusnya identitas korporasilah yang dicantumkan dalam 

administrasi peradilan. Pencantuman ini juga penting untuk membedakan 

penuntutan pidana tersebut memang dilakukan terhadap korporasi. Disamping itu, 

dalam hal korporasi dijatuhi pidana, maka menjadi jelas kepada siapa 

pertanggnngjawaban pidana akan dilaksanakan. Dengan demikian, peneantuman 

identitas korporasi dalam administrasi peradilan berkaitan dengan konsakuensi 

pidana yang dijatubkan. 

3.2.3 Mengenai Sural Dakwaan Korporasi 

Pada dasamya, dalam tindak pidana yang dilaknkan korporasi terdapat 

satu tindak pidana dengan lebih dari satu pelaku.'0' Dengan kata hun, tindak 

pidana korporasi terjadi dalam bentuk penyertaan, yakni kesalaban korporasi 

merupakan lanjutan dari kesalaban pelako materiilnya.'"' Hal ini dapat dimaklumi 

karena korporasi menjalankan kegiatannya melalui manusia 

"" Pu!usan Sela PN Manado No. 284/Pidll/2005/PN.Mdo tanggal20 Sep'"mber 2005, ap. 
cit, hat 136. 

301 Ramelan,!oc. cit. 
JOS Sutan Remy Sjahdeini, op. dt., hal. 198 
' 09 Cbairul Huda, op. cit., hal. 119 
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Sebagaimana Ieiah diuraikan dalam pemb!lhasan sebelumnya, UU 

PTPK menentukan penuntutan pidana terhadap korporasi yang melakukan lindak 

pidana korupsi dapat dilakukan terhadap korporasi. pengurus atau kedua~duanya. 

Dahltn hal demikian, maka surat dakwaan menjadi dasar penting bagl penuntutan 

pi dana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. 

Menurut Sjahdeini, dnlam hal tuntutan pidana dimaksudkan untuk 

dilakukan terhadap kedua-Juanya maka surat dakwaan cukup dlbuat satu saja.310 

Dalam pembuktiannya, oleh karena korporasi melakukan kegiatannya melalui 

pengurusnya, maka penuntut umum terlebih dahulu harus dapat membuktikan 

tindak pldaoa korupsi yang dilakukan oleh pengurus mernang dilakukan untuk 

atau atas nama korporasi. Seianjutnya, barulah kemudian pertanggungjawaban 

pidana dapat dibebankan kepada korporasi yang bersangkutan. 

Penelitian yang dilakukan pada kasus-kasus pidana yang berkaitan 

dengan korporasi sebagaimana tel!lh diuraikan sebelumnya pada Bab II di alas, 

setidaknya menemukan liga konstruksi surat dakwaan berkaitan dengan 

keterlibatan korporasi, yakni : 

a, Pengurus korporasi sebagai terdakwa namun perbuatannya dikaitkan dengan 

korporasi. Perumusan sural dakwaan berbentuk demikian terliliat pada kasus 

per!lhukaan l!lhan dengan pembakaran. Pada kasus ini, terdakwa Terdakwa 

Mr. C. Gobi selakn General Manager PT. Adei Plantation & Industry didak:wa 

bertindak alas nama General Manager PT. Adei Plantation & Industry dengan 

dakwaan: 

Primair: Pasal 4! ayal (I) jo Pasal 46 UU No. 23 T!lhun 1997 jo Pasal 55 

ayat (I) ke-leKUHP jo Pasal64 ayat (1) KUHP 

Sub§idftir: Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 46 UU No. 23 T!lhun 1997 jo Pasal 55 

ayat (I) ke-le KUHP jo Pasa\64 ayat (1) KUHP. 

Penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan untuk dan 

atas nama korporasi. Hal itu lerlihat dengan dijuntokannya dakwaan dengan 

ketentuan Pasal 46 UU No. 23 T!lhun 1997311 Dalam kasus ini, Majetis 

llll SUtan Remy Sjllhdeini, lac. cit. 
:m Ketentuan Pasai 46 UUNo. 23 Tahun 1997 berbunyi: 
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Hakim PN Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara itu 

berkesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut 

diiakukan untuk dan alas nama PT Adei Ptantation & Industry dan kapasitas 

terdakwa adalah sebagai pemimpin pelaku perbuatan (factual leader)3n 

nanmn pernidanaannya hanya diterapkan terhadap 'pembuat materiilnya', 

yaitu terdakwa~ yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar 

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan terhadap 

korporasinya (PT Adci Plantation & Industry), tidak dikenakan pidana apa 

pun. 

Demikian juga dalarn putusan bandingnya, Pengadilan Tinggi Riau 

menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 

(delapan) bulan dan denda sebesar Rp.IOO.OOO.OOO,- (seratus juta rupiah). 

Putusan kasasi Mebkamah Agung mengnatkan putusan Pengadilan Tinggi 

Riau tersebut. 

b. Pengnrus korporasi sebagai terdakwa perorangan dan pengurus korporasi 

sebagai terdakwa mewakili korporasi. Konstruksi sural dakwaan demikian 

terlihat pada kasus terorlsme. Dalam kasus ini, Terdakwa Zuhroni als 

Zainudin Fahmi als Oni a1s Mbah als Abu Irsyad als Zarkasib Als Nu'aim 

didakwa dengan dakwaan kumulatif: 

(I) Jika tindak pklana sebat;aimana dimaksud daJam Bab ini dilalrukan o1eh atau atas nama badan 
hukwn, pen~eroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, mntutan pidana dilllku.ka.n dan 
sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasa147 dijatuhkan baik 
lerhadap badan hukwn, penreroan, perserikatan, yayasan atau orga.n.isasi Jain tersebut maupun 
terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tem::but atau yang 
bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. 

(2) Iika tindak pi dana sebagaimana d~ da1am Bah ioi, dilakukan oleh atau alas nama badan 
hukum, perseroan. pernerlkatan,. yaya.sa11 atau orga.uisasi lain. dan ditakukan oleh orang-orang, 
baik berdasar bubungan kelja maupun bt::rdasar hubungan lain, yang bertindak da1am 
lingkungan badan hukum, pezseroan, perserik:atan. yayasan alau mganisasi lain. tuntutan 
pidana di.lakukan dan sanksi pidana dljatuhkan te!hadap mereka yang memberi perin!ah ata\1 
yang bertindak sebagai pemimpin lanpa mengingat apakah orang-Qtacg tersebut, baik 
berdasat hubungan keJja me.upun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secaxa 
sendirl atau bersama..sama 

(3) Jika tuntutan dilakukJm terlladap badan bukum. perseroan, perserikatan atau organisasi lain, 
panggilan Wltuk menghadap dan penyerahan swat-surat panggilan ilu d.ituju.bn kepada 
pengurus di tempat tinggal merekJi. atuu di tempat pengurus melak:ukan pekeJjaan yang tetap. 

(4) Jil<a tuntutau dllakukan terbadap badan hulaun, perseroan, perserikatan, ya~"" atau 
orga.nisasi lain, yang pads. saat penuntutan diwaki.U oleh buka.n pengurus, hakim dapat 
memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadllan. 

312 Putusan PN Bang)dnang No. 19/Pid.B/2001/PN.BKN tanggal 1 Ok.tober 2001, ap.ciJ., 
hal. 84. 
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Kesatu: 

Primair: 

Pasal 15 jo Pasal 9 PERPPU No. I Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan 

menjadi UU No. 15 Tahun 2003 

Subsidair: 

Pasal 13 huruf a PERPPU No, 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan 

menjadi UU No. 15 Tahun 2003 

Kedua : Pasal 17 ayat (2) PERPPU No. l Tahun 2002 sebagahnana Ielah 

disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme, 

Sedangkan terdakwa Ainu! Bahri als. Yusron Malunudi als, Abu Dujana als, 

Sorim als. Sobirin als. Pak Guru als Dedy als Mahsun Bin Tamli Tamami. juga 

didakwa dengan dakwaan kumulatifyaitu: 

Kesaty: Pasal '!5 jo Pasal 9 PERPPU No. I Tahun 2002 jo Pasal I UU No. 

15 Taboo 2003, 

Kedua: Pasal 13 hurufa PERPPU No. I Tahun 2002 jo Pasall UU No. 15 

Tahun2003, 

Ketiga: Pasal 13 hurufb dan c PERPPU No. 1 Tahun 2002 jo Pasal I UU 

No. IS Tahun 2003 dan 

Keempat: 

Primair: 

Pasall7 ayat (1) dan (2} jo Pasal 15 jo Pasal 9 PERPPU No. I Tahun 2002 

sebagaimana te1ah disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 

Subsidair: 

Pasal 17 ayat (I) dan (2) jo Pasal 13 huruf a PERPPU No. I Tahun 2002 

sebagaimana telah disahkao menjadi UU No. 15 Tahun 2003 

Lebih subsidair : 

Pasal ayat 17 (I) dan (2) jo Pasall3 hurufb dan c PERPPU No. I Tahun 2002 

pasall UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPUNo. I Tahun 2002 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. 

Pada dua perkara ini, selain mendakwa terdakwa selaku perorangan tindak 

pidana, penuntut wnum juga mendakwu terdakwa dalam kapasitas sebagai 
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pengurus me1akukan tindak pidana atas nama korporasi. Hal ini tampak 

dengan dakwaan menggunakan Pasa1 17 PERPPU No. 1 Tahun 2002 

scbagaimana telah disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003.m Dalam kasus 

ini, meskipun tidak mcmlsahkan surat dakwaannya, korporasi {organisasi a/ 

Jamaalr allslamiyalr) didakwa dengan konstruksi mclalui perbuatan terdakwa. 

Dalum kasus terorisme ini, menurut pengadilan, korporasi (organisasi al 

Jamaalt a/ fslamiyah) juga ikut terbukti melakukan tindak: pidana sebingga 

kepadanya juga dijatuhkan pidana. Selain menjatuhkan pidana kepada para 

terdakwa, Majelis Hakim juga menghukum korporasi untuk membayar denda. 

Kedua terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 15 

tahun. Sedangkan terhadap korporasi AI Jamaah AI lslamiyah, Majelis Hakim 

menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.IO.OOO.OOO,- (sepuluh juta rupiah) dan 

menetapkan korporasi te:rsebut dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang. 

c. Penguros dan korporasi masing-masing sebagai terdakwa Konstruksi surat 

dakwaan demikian terlihat dalam kasus PT NMR. Dalam kasus itu, 

Jaksa!Penuntut Umum mengajukan terdakwa I yaitu PT NMR (korporasi) 

yang diwakili oleh Richard B. Ness (Presiden Direktur PT NMR) dan 

terdakwa II Richard B. Ness selaku Presiden Direktur PT NMR. 

Terdakwal PT NMR (korpornsi) didakwa dengan dakwaan: 

Prim air: 

Pasal4l ayat (!) jo Pasal45, Pasal46 ayat (!)dan Pasal47 UU No. 23 Tahun 

1997; 

Subsidair: 

Pasal43 ayat (l)jo Pasal46 ayat(l) dan Pasal47 UU No. 23 Tahun 1997; 

Lebih subsidair: 

Pasal42 ayat{l)jo Pasal46 ayat (I) dan Pasal47 UUNo. 23 Tahun 1997; 

m KetenluanPase.ll7 PERPPUNo, 1 Tahun2002 sebagaimana telahdisahkan menjadi UU 
No.l5 Tahun2003 menyebutkan sebagai berikut: 
(l) Dalam hal tindak pidana terorisme dilalrukan oleh atau alas nama suatu korporasi. maka 

tuntuian dan penjatuhan pidana di1a.kukan terbadap korpOrasi dania tau pengurusnya. 
(2) Tiodak pidana terorisme dila.k:ukan oleh korpornsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan 

oleh orang-orang baik betdasarkan buhungan kelja maupun hubungan lain, bertindak da1am 
lingkungan korporasj tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, 

(3) Dalam bal tuntutan pidana dilakukan teriladap suatu !rotpomsi, maka koqrornsi t.,..but 
diwakill oleh pengurus 
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Lebih subsidair lagi: 

Pasal44 ayat (1), Pasal46 ayat (I) dan Pasal47 UU No. 23 Tabun 1997. 

Sedangkan kepada Terdakwall Richard B. Ness dcngan dakwaan: 

fnmair: Pasa14l ayat (l} UU No. 23 Tahun 1997; 

Subsidair: Pasal43 UU No. 23 Tahun 1997; 

L!lllih subsidair: Pasal 42 ayat (I) UU No. 23 Tahun 1997; 

Lebih subsidair lagi: Pasal 44 ayat ( 1} UU No. 23 Tahun 1997 
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Konstruksi surat dakwaan dalam kasus terakhir ini telah Jebih tegas 

menempatk.an korporasi (PT NMR) sebagai terdakwa selain pengurusnya. 

Jaksa/Penuntut Umum telab menuntut agar terdakwa I (PT NMR) dijatuhkan 

pidana berupa pidana denda sebesar Rp.l.OOO.OOO.OOO.- (satu miliar rupiah) 

dan terdakwa II Richard B. Ness selalru Presiden Direktur PT NMR 

dijatubkan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana 

denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Narnun sangat 

disayangkan kita tidak mendapatkan yurisprudensi dalam kasus ini. Putusan 

kasus tersebut tidak sempat memasuki tahap pertimbangan hukum mengenai 

pertanggungjawaban pidana dari para terdakwa. Lebih jauh lagi rnengenai 

pemidanaan terhadap korporasinya. Meskipun demikian. penempatan 

korporasi sebagai terdakwa tersendiri (terpisab dari pengurus) mernungkinkan 

kepadanya dijatuhl pidana yang berbeda dengan penjatuhan pidana kepada 

pengarusnya. 

Berdasarkan tiga konstruksi surat dakwaan tersebut membawa 

implikasi terkait penuntutun pidana terhadap korporasi, yakni dalam hal kesa1ahan 

korporasi terbukti, makn pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada korponmi 

apabila korporasi tersebut juga ikut didakwa. 

Hal menarik yang dapat dikemukakan berdasarkan putusan pengadilan 

tersebut di atas yaitu dalaru dua kasus (a dan b) di atas temyata pengadilan tidak 

mempunyai pandangan yang sama. Pada dasarnya, dalam pertimbangan hukum 

kedua kasus tersebu~ pengadilan telah menyatakan babwa perbuatun yang 

dilakukan para terdakwa tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Pada 

kasus pertarna (a}, pengadilan menjatuhkan pidana hanya kepada terdakwa 
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(pengurus), tetapi pada kasus kedua (b), pengadilan tidak hanya menjatuhkan 

pidana terhadap terdakwa (pengurus), melainkan juga terhadap korpornsinya. 

Pada kasus lain, yakni dalam kasus korupsi pengadaan buswayll4, 

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa keruglan 

keuangan negara dalam tindak pidana korupsi itu yaitu sebesar 

Rp.7.237.06L972,32 ditanggung oleh korporasi. Di samping itu, oleh karena 

korporasi (PT AUB) dinyatakan bersalah sehingga kepadanya dijatuhi pidana 

denda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (7) UU PTPK yaitu 

ditambah 113 (satu pertiga). Mengenai hal ini dinyatakan demikian ,m 

Menimbang bahwa, oleh karena sudah dipertimbangkan dtmuka, Terdakwa 
telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.2J24.717.264,00 (dua m.ilyar 
seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus enam 
puluh empat rupiah) dan orang lain sebesar Rp. 1259.322.363,00 (satu milyar 
dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus 
enrun puiuh tiga rupiah). maka selisih dari k:erugian keuangan negara sebesar 
Rp.l0.62l.101.594,32 (sepuluh milyar enarn ratus dua pulu satu juta serntus 
satu ribu lima mtus sembitan puiuh empat rupiah tiga puluh dua sen) 
dikurangi Rp.3.384.039.622 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat riga 
puluh sembilan rihu enam rntus dua poluh dua rupiah) yaitu 
Rp.7.237.06L972,32 (tujuh miliar dua mlus tiga puluh tujuhjuta enampuluh 
satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah tiga puluh sen) 1:!m1§. 
ditanggung korporasL 

Menimbang bahwa, sesuai dengan Pasal 20 ayat 7 UU NQ. 3111999 bahwa, 
terhadap korporasi tersebut hanya dipidana denda dengan ketentuan pidann 
denda ditarubah 113 (sepertiga), 

Menimbang bahwa, deugan demikian pidana denda yang harus 
dikenakan/diganti kepada dan oleh korporasi dalam perkara aquo adalah 
Rp.7.237.06L972,32 di!l!.mbll!\ 113 (sepertiga) dati Rp.7.237.061.972,32 
yaitu sebesar Rp.2.412.353.990,71, sehingga keselurubannya menjadi sebesar 
Rp.9.649~41S.%3~09 (sembiJan milyar enam ratus empat puluh sembilan 
juta empat ratus lima betas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rnpiah 
sembilan sen). 

Menimbang babwa, dalam perkara aquo, koqJOrasi yang mengilmtkan diri 
dengan Dishub DKl Jakarta hanyalah PT. AUB. 

Dari perlimbangan hokum di atas, terlihat jelas bahwa korporasi (PT 

AUB) dibebankan pertanggungjawaban mengganti kerugian keuangan negara 

yang diaklbatkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi yang tetbulrli dilaknkan 

oleh terdakwa. Dengan kata lain, pengadilan menyatakan bahwa pertanggung-

314 Lihat pembabasan kasus lersebut dalam Bab U pada bagian pembahasan menget~ai 
Pertan~gjawaban Pidana Korpomsi Dalam Praktik Peradilan 

s Putusan Pengadilan Tindak Pldane Korupsi pada PN Jakarta Pusat No. 19/PID.B!I'PK! 
2006/PN.JKT PST tanggal 04 April2007, op.cit., hal. 302 

Universitas Indonesia Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth, FH UI, 2009



128 

jawaban pidana tidak hanya dikenakan kepada terdakwa saja tetapi juga kepada 

korporasi (PT. AUB), yaitu berupa denda, sebagairnana ketentuan dalarn Pasal 20 

ayat (7) UU No.3! Tahun 1999 tentang Pernberantasan Tmdak Pidana Korupsi. 

Namun temyata dalam amur putusannya, Pengadiian Tindak Pidana Korupsi 

hanya menjatuhi pidana kepada terdakwa perorangan (Budhi Susanto), sedangkon 

terhadap korporasinya Majelis Hakim tidak menjatuhkan sanksi apa pun. 

Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan) mengapa pengadilan tidak 

menjatubkan sanksi kepada korporasi padahal korporasi tersebut telah dinyatakan 

bersalah dan mestinya pertanggungjawaban pidana terhadapnya juga dapat 

dijatuhkan. Menurut Anwar,11
{, anggota Majelis Hakim perkara tersebut, hal ini 

tetjadi karena Majelis Hakim berpatokan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum yang tidak mendakwa korporasi (terpisah dari organnya), sehingga 

berdasarkan prinsip ultra petita maka hakim tidak dapat menjatuhkan hukuma.n 

terbadap korporasi. 

Berkaitan dengan konstruksi surat dakwaan terhadap korporasi, Jaksal 

Penuntut Umum Hilman Azazt3 17 dan Tyas Widiarto3
I& berpendapat konstruksi 

surat dakwaan terhadap tindak pidana yang dilakukan olch korporasi sebaiknya 
--- --- --

menggunakan konstruksi pengurus didakwa bersama dengan korporasi secara 

terpisah. Menurut penulis, dengan penyusunan sural dakwaan dengan konstruksi 

demikian berkaitan dengan penuntutan dan penjatuhan pidana. Artinya, dengan 

dernikian, apabila perbuatan dan kesalahannnya terbukti maka selain pengurus, 

korporasi yang bersangkutan juga dapat dituntut dan dijatuhi pidana tersendiri. 

Olch karena itu, dalam proses penuntutan pidana bagi korporasi, 

sernestinya terhadap korporasi secara tegas dituntut sebagai tersangkalterdak:wa, 

terpisah dan pengurusnya. Dengan demikian tidak akan ada keraguan bagi 

pengadilan untuk menjatubkan pidana terhadap korporasi sehingga pemidanaan 

dapat diterapkan juga terhadap korporasi. Penyusunan konstruksi surat dak:waan 

demikian juga berlaku dalam perkara tindak pi dana korupsi. 

316 Berdasarltan wawancam dengan Anwar, SH. MH (hakim pada Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi) yang juga merupakan salah satu anggota Majclis Hakim dalam perkara No.I9/Pid. 
BffPJ(/2006/PN. Jkt. Pst 

317 Lihat catalan .kaki no. 282 
~li Lihat catatan kaki no. 281 
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3 .2.4 Mengenai Pelaksanaan Putusan Pidana Denda 

Bagian akhir dari proses penuntutan pidana adalah pelaksanaan 

putusan pengadilan yang telah mcmperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, pada 

tahap ini penuntut urnum melakukan eksekusi atas putusan pengadilan. Dalarn UU 

PTPK, pidana pokok yang dapat dijntuhkan terhadap korpornsi hanya berupa 

pidana denda (Pnsal 20 ayat 7). Pembuat undang-undnng juga telah menentukan 

bahwa maksimum pidana ditarnbah 113 (satu pertiga). 

Berdasarkan ketentuan KUHAP, kepada terpidana yang dijatuhi pidana 

denda rnaka kepadanya diberikan jangka waktu se[ama satu bulan untuk 

rnelakukan pembayaran. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 

satu bulan (Pasal 273 ayat I dan 2). Dalam praktiknya, bagi terpidana tindak 

pidana korupsi perorangan maka penjatuhan pidana denda olah hakim selalu 

diknti dengan ketentuan pidana pengganti (subsider) berupa pidana knnmgan. Hal 

ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP. Artinya, apabila 

terpidana tersebut tidak membayar pidana denda sesuai putusan pengadilan maka 

pidana itu diganti dengan pidana kurungan. Larnanya pidana knnmgan biasanya 

Ielah ditentukan oleh haldm dalarn putusan perkaranya. Dengan demikian, pidana 

knnmgan dimaksudkan sebagai pidana altematif sekaligus bersifat memaksa agar 

terpidana mernbayar denda yang dijatuhi hakim. 

Ketentuan pasal 20 ayat (7) UU PTPK ternya!a tidak mengatur 

alternatif sanksi lain sebagai pengganti apabila terdapat keadaan korporasi tidak 

membayar pidana denda dimaksud. Hal ini dapat menimbulkan masalah, karena 

ketentuan pe!aksanaan pidana denda dalarn Pasal30 KUHP tidak dapat diterapkan 

untuk korperasi.' 19 Konseknensinya, tidak ada alat pernaksa untuk menegakkan 

agar sanksi pidana denda tersahnt harus dibayar oleb knrporasi. 320 Dengan begitu, 

sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada korporasi menjadi tidak berarti. 

Artinya, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengekseknsi putusan pemidanaan 

tersebut apabila terdapat keadaan terpidana korpnrasi itu tidak mernpunyai 

kemampuan membayar pidana dendanya. Lebih-lebih lagi jika korperasi tersahut 

beritikad tidak mau membayarnya. Eksekutor tidak dapat memaksakan agar 

319 Barda.Nawawi Arief(a), op. cil.,hnl. 152. 
~20 Dwidja.Priyatno, op. cit., haL 216 
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terpidana melakukan pembayaran dendanya. Karenanya, hal ini merupakan 

permasalahan dalam proses penuntutan pidana terhadap korporasi yang harus 

mendapat perhatian dari pembentuk undang-undang. 

Menarik untuk dikemukakan dalam pembahasan ini, pelaksanaan 

putusan pengadilan terkait pidana denda dalam kasus terorisme atas nama 

terdakwa Zuhroni als Zainudin Fahroi als Oni als Mbah als Abu lrsyad als 

Zarkasih Als Nu'aim dan terdakwa Ainu! Bahri als. Yusron Mahroudi als. Abu 

Dujana als. Sorim als. Sobirin als. Pak Guru als Dedy als Mahsun Bin Tamli 

. Tamanti. Pada kasus ini, disamping menjatuhkan pidana penjara kepada kedua 

terdakwa tersebut masing~masing selama 15 tahun, Majelis Hakim juga 

menghukum AI Jamaah Allslamiyah selaku korporasi dengan pi dana denda (pada 

masing-masing kasus itu) sebesar Rp.l 0.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 

menetapkan korporasi tersebut dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang. 

Sehubungan dengan putusan pengadilan tersebut, temyata pengadilan 

menanggungkan beban pidana denda tersebut kepada para terdakwa. Hal ini 

tampak dalam pertimbangan hukum yang berbunyi :321 

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mencennati perkara ini maka 
Majelis berpendapat bahwa korpomsi ini jelas dan tidak akan mungkin. 
berbadan hukum karena unhlk mencapai tujuau dari sekelompok orang 
tersebut yaitu terdakwa dengan terdak.wa lain dalam petkara terpisah 
dilakuk:an dengan cam sembunyi-sembunyi dan faktanya adalah ada diantara 
mereka saling kenai tetapi- juga ada orang-orang tersebut tidak perlu 
dikenalklln; 

Menlmbang, bahwa den.gan tidak ada kejelasan korpornsi dalam lindak 
pid.ana terorisme dipastikan belum berbentuk: badan hukwn maka kalaupun 
korporasi tersebut dijatuhi pidana maka kepada terdakwalah yang harus 
menanggung pidana denda. 

Salah satu anggota tim Jaksa Penuntut Umum dalam kedua kasus itu, 

Totok Bambang mengemukakan bahwa berdasarkan putusan demikian maka 

ekselrusi menganai putusan pidana denda (tuntutan pembayaran denda) ditujukan 

tedbadap para terdakwa.'22 Hal tersebut dapat dipahami karena tidak terdapat 

kejelasan dan kepastian mengenai kedudukan atau domisili organisasi itu dalam 

121 ibid .• haL 77, Pertimbangan hukwn menyangkut kepada sie:pa pidana denda akan 
dlpertanggungkan demikian tidak penulis temukatl dalam putusan PN Jakarta Selatan No. 2191/ 
Pid.BI2007/PN.Ikt.Seltanggal21 April200S. 

322 Bcrdasarkan wawancara denganJaksa Totok Bambang. SH pada tanggal3 Maret 2009. 
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kenyataannya. Namun demikian, apakah putusan demikian tepat atau tidak masih 

harus memerlukan penelitian lebih lanjut lagi. 

Terkait permasalahan ini 1 Mardjono Reksodiputro323 berpendapat 

dalam hal korporasi tidnk mau membayar pldana denda yang dijatuhkan 

kcpadanya rnaka Jaksa!Penuntut Umum dapat melakukan perampasan aset 

korporasi tersebut sebagai pengganti pembnyaran pidana denda tersebuL Dengan 

demikian. korpornsi dipaksa untuk ha.rus melakukan pembayaran pidana dem.la 

yang dijatuhkan kepadanya. Sedangkan terl~adap korporasi yang tidak mempunyai 

kemampuan membayar pidana denda) maka terhadap korporasi demikian perlu 

dilikuidasi. Dengan kata lain, korporasi tersebut tidak boleh hidup lagi. Selain itu, 

upaya lain yang dapat dilakukan yakni melakukan tuntutan kepada pengurus 

korporasi tersebut. 

Dalam permasalahan demikian, Reksodiputro menekankan pentingnya 

kemampuan aparat penegak. hukum untuk melakukan antisipasi sejak awal proses 

perkara tersebut. Dengan demikian, sejak awalnya apa.rat penegak hukum telah 

memperoleh data mengenai kekayaan maupun aset korporasi tersebut. 314 

Bertolak dari pembahasan di alas, ketentuan Pasal 20 ayat (7) UU 

PTPK di atas jelas masih menyisahkan masalah dalam implementasinya. 

Karenanya, demi efektifitas pelaksanaan pidana terhadap korporasi dalam perkara 

tindak pidana koropsi, seyogyanya penmasalal!an mengenai ketentuan altematif 

sebagai penggnnti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi ini juga diatur 

dalam ketentuan pernndang-undangan. Meskipun baru sebatas rancangan, 

problematik ini telah diakomodir dalam Raneangan KUHP (draft tahun 2008). 

Dalam Pasal 85 rancangan itu ditentukan bahwa apabila pidana denda tidak 

dibayar oleh korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha 

atau pembubaran korporasi.325 

m Berdasa.datn wawancara dengan Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA pada tang:ga\16 
Juni2009 

"'Ibid 
325 Lihatjuga pendapatDwidja Priyatno, op.cit., haL 216. 
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3.3 Kendala Penegakan Hukum Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana 

Korupsi Dan Upaya Mengatasinya 

Sebngaimana telah sempat disinggung dalam pembahesan sebelumnya, 

penuntutan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara 

korupsi telah dimungkinkan sejak tahun 1999 yakni berlakunya UU PTPK, namun 

temynta sampai sekarang tidak ditemukan adanya putusan pengadilan mengenai 

hal ini. Berdasarkan penelitian penulis. hingga sekarang ini penyidik belum 

pemah melakukan kegiatan penyidikan perkara korupsi yang menjadikan 

korporasi· sebagai tersangka. Hal ini juga ditandai dengan hingga saat ini belum 

adanya korporasi yang diadiH sebagai terdakwa dl pengadilan. 

Meskipun menurut Syarief S. Nahde26 upaya penuntutan terhadap 

korporasi dalarn tindak pidana korupsi penting dalam rangka menimbulkan efak 

jera namun demikian penuntutan pidana terhadap korporasi dalarn tindak pidana 

korupsi sebagaimana diatur dalarn ketentuan Pasal 2() UU PTPK sulit untuk 

diimplementasikan dalarn praktiknya.327 Persepsi lainnya dikarnukakan oleh Andi 

Darmawangsa bahwa meskipun mungkin tindak pidana korupsi dilakukan olen 

koqJOrasi namun tuntutan pidana knrporasi pada alkbirnya juga akan diajukan 

kepada pengurus korporasi tersebut. "' 

Dalarn praktik peradilan pidana terutru:na dalarn perkara tindak pidana 

korupsi yang berkaitan dengan korporasi. penuntutan pidana selama ini hanya 

dilakukan terhadap pengurus korporasi (seperti direktur utama, direktur, 

komisaris). Dengan kata lain, penuntutan pidana dalam kasus-kasus tindak pidana 

korupsi selarna ini hanya dilakukan terhadap subyek tindak pidana perorangan. 

Mengenai hal ini setidaknya terlihat dalarn data perkara sehagai berikut: 

w; Berdasarkan wawancara dengan Syarief S. Nahdi, SH, MH (Jaksa Penyidik pada Jaksa 
Agung Muda Tindak Pidana KhUSWl Kejaksaan Agung Rl) pada tanggal 1 Mei 2009. 

371 Betdasarkan wawancara dengan Komhes Drs. J. A Sumampouw (Penyidik Utama pada 
Direktorat ill BadanReserse danK:riminal Mabes Polri) pada tanggal4 Maret 2009. 

318 Berdasarlcm wawancara dengan Andi Dharmawangsa. SH. MH (Kasubdit Penyidikan 
pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaa.n Agung RI) pada 
tanggal24 Maret 2009. 
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Tabel3. J Data Penyidikan KPK Tahun 200& yang rnelibatkan pen gurus korporasi.J29 

! No Tersangka Jabatan Perkara 

I. Hengky Samuel Direktur PT lstana Perkara TPK dalam Proyek pengadaan mobil 
Daud Sarnna Raya pemadam kebaknran merk Tohatsu tipe V 80 

ASM dan merk Tohatsu tipe V 80 ASM di 
Pemerintah Provlnsi/Kota!Kabupaten Jawa 
Barat, Bali, RJau, Bengku1u, Medan dan 

~~~. ;-:io~BN don APBD 

2. CFI "Yl'-• 
SubrQtQ Mu.Hndo Agung .sistern pelatihrm dan pemagangan T A 2004 

Trikarsa pada DiQen Pembinaan Pela!ihan dan 
i Rl 

j E!T)' Fui<l ro ... eta 
sistem pelatihan dan pemagangan T A 2004 
pada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 

iRl 
4. line. : Gita :dalam: 

Setyawati Vidya Hutama sistem pelalihan dan pemagangan TA 2004 
i p~da Ditjen Pembinaan .Pelatihan dan 

. . ' .. 
5. · rPT 

sistem pelatihan dan pemagangan T A -20ii4 Dharma wan Suryanta:ta 
Putrawibawa. I ~-~~-Ditjcn Pem~i~a~~~=l~~~ dan .: nT 

6. • r PT Pil!lton 1 orovek 1 

PauhPutra sJ::m pclatihan dan pemagaogan 

~~Ka.rye 
DlljcnPcmbi~a!~~~latihan =-

7. I Dedi !Casus 1 dan atau · 
sesuatu kepada pegawa! negeri a tau 

~~~ 
I j,-;,'.;;;1; ;:~"" 

~ 8. rPT 
TWl Chandmtr:x negeri atau 

'olih ;P'.;;;;., 
9. rPT ~ >mobil 

Setii\Jayu Mobilindo kebak&tan, "'"' mf,lbil tangga. 
stoom walls, backhoe loader den dump trUck di : ~~:n~ Pnwinsi Jawa :Samt tahun 2003 

'16. wy 
PT Fimt Media Thk menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri 

atau penyelenggara negara (penyuapan) 
terhadap anggota KPPU 

Fakta tersebut menunjukkan bahwa walaupun sudah diakui secara 

legas sejak sepuluh tahun yang lalu, yaitu sejak ditetapkan dalam UU PTPK, 

329 Komisi Pembemntasan Korupsi. op. cit., hal. 28-34 (sumberdiolah penulis) 
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temyata da1am implementasinya penegakan hukum pidana terhadap korporasi 

dalarn tindak pidana korupsi belum dapat dilakukan dalam praktik peradilan di 

Indonesia. 

Be!um jelasnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi di 

Indonesia sebagaimana gambaran tersebut di atas, termasuk dalam perkara tindak 

pidana korupsi, tentunya akan menimhulkan efek terhadap penegakan hukum, 

terutama berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. 

Tidak dilakukannya penuntutan terhadap korporasi yang sebenamya 

Ielah memperoleh keuntungan dari melakukan tindak pidana korupsi yang 

dilakukan rneJalui pengurusnya mengaldbatkan korporasi tersebut tidak tersentuh 

hnknm sehingga tidak mendapat sanksi. Dengan hanya melakukan penuntutan 

terhadap pengurusnya: dan tanpa turut dimintakan pertanggungjawaban pidana 

terhadap korporasi menjadikan korporasi tersebut akan terus me1akukan 

aktifitasnya dan tidak menutup kemungkinan korporasi tersebut tetap melakukan 

atau rnengulangi tindak pidana korupsi lagi. Padahal sebagalmana pembahasan di 

alas, salah satu latar belakang knrporasi dijadikan sebagal subyek tindak pidana 

korupsi karena kmporasi diyakini dan diprediksi memililci potensi melakukan 

tindak pidana. Di samping itu terdapat fakla bahwa belakaogan ini korporasi telah 

dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi. 

3.3.! Kendala 

Pada bagian ini, penulis hendak membahas kendala penegakan hukum 

pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi yang ditemui dalam 

penelitian. Pembahasan basil penelitian dilakukan dangan bmpegang pada 

kerangka teori yang dikemnknkan oleh Somjono Soekaoto. Penegakao hukum 

bergantung pad a fakror-faktor sebagal barikut :330 

I. Faktor hnknmnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja ; 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang memhentuk maupun 

menorapkan huknm ; 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan huknm; 

ll" Soetjono SoekantoJ op. ciJ., hal8. 

Universitas Indonesia Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth, FH UI, 2009



135 

4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan ; 

5, Faktor kebudayaan, yaknl hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pcrgaulan hid up. 

Kelima faktor terSebut saling berkaitan dengan eratnya karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur daripada 

efektivitas penegakan hukum,n1 namun demikian dalam penelitian mengenai 

penegakan hukum terh~dap korporasi dalam tindak pidana korupsi ini 

pembahasan penehtian dilakukan penulls dengan membatasi pada dua faktor 

pertama yakni, faktor hukum dan faktm penegak hukum. Menurut penulis, 

meskipun kelima faktor di atas penting namun kedua faktor tersebut rnerupakan 

fuktor utama dalam penegakan hukurn, termasuk dalam perkara tindak pidana 

korupsL Oleh karena itu, pembahasan hasil penelitian mengenai kendala 

penegakan hukurn terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dapat 

diuraikan dalam pembahasan berikut. 

3.3.1.1 FaktorHukurn 

Berkenaan dengan faktor hukurn (undang-undang), SoeJjono Soekanto 

mengemukakan penyebab gangguan penegakan hukurn disebabkan karena :112 

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. 

2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk 

menerapkan undang-undang. 

3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalaro undang-undang yang mengakibatkan 

kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. 

Berdasarkan basil penelitian, penegakan hukurn terhadap korporasi 

dalam tindak pidaoa korupsi terkendala karena dua sebab yang disebutkan 

terakhir, yekni helum adanya atau tidak jelasnya peraturan pclaksanaan (tata cara) 

penuntutan pidana terhadap korporasi dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam 

lJI Ibid./ ba19. 
332 Ibid., hal. 17-18. 
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undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta 

penerapannya. Hal-hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Beiurn adanya pera.turan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerap­

kan undang-undang. 

Sebagaimana sempat disinggung sebelumnya, proses penuntutan 

pidana terhadap tindak pidana korupsi berlandaskan pada KUHAP, UU PTPK 

dan UU KPK. Narnun temyata tata cara mengenai penyidlkan, penuntutan, 

pemeriksaan di sidang maupu_n pelaksanaan putusan terhadap korporasi yang 

melakukan tindak pidana korupsi tidak diatur dalam KUHAP."' Pengaturan 

mengenai prosedur tersebut dapat ditemukan dalm:n UU PTPK. Namun demikian, 

pengaturannya yang terbilang sumir itu ternyata ma.o:oih menimbulkan 

permasalahan pada praktikuya. Hal tetsebut dapal dilihat dalam kesimpulan 

pembahasan kasus-kasus dalam praktik peradilan pidana dalam bagian Bab II 

sebelumnya,""' terdapat permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan proses 

hukum acara penuntutan pidana terhadap korporasi, diantaranya: 

a. Bagaimana mekanisme penunjukan pihak yang mewakili korporasi sebagai 

tersangkalterdakwa? Apakah ditentukan laogsung oleh penyidik atau ditunjuk 

oleh korporasi? 

b. ldentitas siapakah {ko1p0rasi atau yang mewakilinya) yang mesti dicantumkan 

dalam administrasi peradilan (berkas perkara, sural dakwaan dan putusan 

hakim)? 

c. Bagaimanakah konstruksi surat dakwaan terhadap korporasi? 

d. Baga.imanakah pelaksanaan putusan terkait pidana denda yang dijatuhkan 

kepada korporasi yang temyata tidak dapat dibayar oleh korporasi? 

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan pelaksanaan 

mengenai tala cara penuntutan pidana tethadap korporasi dalam perkara tindak 

pidana korupsi telah diatur tetapl ternyata masih sangat terhatas dan kurang 

mendetail. Hal ini juga diakui oleh Zet Tadungallo335 dan Syarief S. Nahdi.336 

:m Sutan Remy Sjahdeini, cp, cit., hal, 200-201 
m Lihat materi pembahasan kasus~kasus Dab II 
335 Berdasarkan wawancara dengan Zet Tadunpllo, SH. MH (Jaksa{Penuntut Umum di 

KPK) pada iangg.U 25 M=t 2009. 
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Menurutnya, kelemahan UU PTPK berkaitan dengan tala earn tersebut 

mengakibatkan timbulnya keraguan bagi penegak hukum untuk melakukan 

penuntutan pidana terhadap korporosi. Hal inilah yang menyebahkan sehingga 

penyidik atau penuntut umum lebih mcmilih penuntutan terhadap pengurus 

korporasi. Pendapat senada juga dikemukaka.n oleh salah seorang penyidik Tindak 

Pidana Korupsi Direktorat !II Reskrim Mabes Polri, Kombes J. A. 

Sumampouw.337 Menurutnya) hal ini menyebabkan sehingga implementasi 

pelaksanaan ketentuan Pasal20 UU PTPK sangat sulit. 

Pembahasan kasus-kasus' di atas juga secara jelas :menunjukkan 

diperlukannya peraturan pelaksanaan yang lebih jelas dan detail mengenai 

pengaturan tala cara penuntutan pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam 

tindak pidana korupsi. Pada masa mendatang, permasalahan-pennasalahan yang 

ditemukan di atas sudah semestinya diatur dalam hukwn acara pidana yang 

berlaku umum (KUHAP) atau dalam hokum acara pidana khusus dalam UU 

PTPK, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi aparat penegak hukum untuk 

melakukan penuntutan pidana terhadap knrporasi. 

2. Ketidakjelasan arti kata-kata di da!am undang-undang yang mengakibatkan 

kesimpangsiuran di dalam penafuiran serta penerapannya. 

Berkaitan dengan bagian ini, permasalahan yang mengemuka aaa!ah 

mengenai apakah penuntutan terharlap korporasi berlaku untuk sernua tindak 

pidana dalam UU PTPK? Hal ini terutama bertalian dengan perumusan tindak 

pidana korupsi d1kaitkan dengan ancaman pidananya. Sistern sanksi ancaman 

pidana yang dirumuskan pada pasal-pasal tindak pidana korupsi da!am UU PTPK 

berbentuk kumulatif dan altematif. Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam label 

mengenai sistem perumusan sanksi pidana dalam UU PTPK di bawah ini. 

m Lihat catatan kaki.no. 325. 
:m Lihat catatan kak:ino. 326. 
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Tabel3.2 Sistem perumusan sanksi pidana dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 

No. Perumusan perbuatan Kata yang Bentuk sanksi pidana 
tindak pidana korupsi ~~akan (penjara, denda) 

I. Pasal2 "dan" k:umulatif 
2. Pasal3 "dan atau~· kumulatifwaltemalif ..,_ 
3. Pasa15 "danalau" kumulatif-alternatif 

·······------ ------- ··-
4. Pasal6 "dan" kumulatif 
5. Pasat 7 "dan atau" lrumulatif-altematif 
6. Pasa18 "'dann kumulatif --7. PasaJ 9 "dan" kumu1atif 
8. Pasa1 10 ''dan" ku.mulatif 
9. Pasalll "dan atau" kumulatif-alternatif 
10. Pasal12 '

1dan" kumulatif 
11. Pasall2A "dan" kwnulatif .... 

----·~----

12. Pasai12B "dan" kurnulatif 
13. I Pasal 13 "dan atau" kumulaHf~altematif 

Barda Nawawi Arief berpendapat perumusan sanksi pidana berllentuk 

kumulatif dapat menimbulkan rnasalah apabila diterapkan terhadap korporasi. Hal 

ini disebabkan karena terdapatnya kelemahan sanksi pidana berllentuk kumulatit; 

yaitu sifu.tnya yang sangat kaku dan bersifat imparatif. Sehingga dengan begitu, 

hakim diharuskan menjatubkan kedua jenis pidana itu bersama, baik peqjara 

maupun denda."' Hal ini berbeda dengan perumusan yang berbentuk kumulatif­

altematif. Pada bentuk demikian, hakim diberi peluang untuk memilih jenis sanksi 

pidana mana yang dianggapnya paling tepat untuk terpidana. Tegasnya, bakim 

dapat menjatubkan pidana penjara dan denda sekaligus, tetapi hakim juga dapal 

memilih salah salu dari dua jenis pidana tersebut. Hal ini mengingat terhadap 

korporasi tidak dapat dijatuhkan pidana penjara. 

Sistem perumusan demikian menimbulkan keraguan bagi penyidik dan 

penuntut umum berkaitan dengan pertanyaan, apakah ketentuan pasal-pasal yang 

anca:man pidananya berbentuk kumulatif dapat diterapkan kepeda korporasi. 

Pengenaan ketentuan pasal·pasal tersebut akan berujung peda pengenaan pidana 

terbadap korporasi. Berdasarkan sifatnya, ancaman pidana yang berbentuk 

kumulatif tidak dapat dikenakan kepada tersangkalterdakwa korporasi. '" Karena 

itu, perumusan sistem sanksi anca:man pidana yang dirnaksudkan juga ditujukan 

kepada korporasi seyogyanya perumusarmya berllentuk alternatif atau altematif­

kumulatif. 

m Barda Nawawi Arief. (a), op. cit., hal. 127. 
' 39 Lihatjuga pendapat Sutan Remy Sjahdcioi, op. cit. haL 207. 
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3.3.1.2 Faktor Penegak Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto, di anta.ra semua faktor yang mem­

pengarohi penegakan hukum tcrsebut di atasJ faktor penegak hokum menempati 

titik sentraLH0 Hal ini dapat dipahami~ karena meskipun faktor hukum (undang­

undang) Ielah haik namun basil pelaksanaannya tetap tergantung kepada aparat 

penegak hukum sebagai pelaksananya. 

Terkait dengan belum adanya putusan hakim mengenai pertanggung­

jawaban korporasi dalam praktik peradilan pidana, termasuk dalam perkara tindak 

pidana tersebut, Mardjono Reksodiputo mensinyalir karena aparat penegak hukum 

helum slap menerima korporasi sebagai tersangka dan terdakwa di sidang 

pengadilan.3~ 1 Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hal ini disebabkan karena sebagian 

besar penegak hukum, baik penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim kurang 

rnemahami pertanggungjawaban pidana korporasi.341 Sedangkan Andi Hamzah 

berpendapat karena penyidik dan penuntut umum kesulitan untuk membuktikan 

kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) korporasi.'" 

Mernang tidak dapat dipungkiri, seperti yang disampaikan oleh 

Mardjono Reksodiputro babwa tidaklab mudab menentukan pertanggungjawaban 

pidana korporasi maupun menentukan kesalahan korporasi.l'~4 Pembuktian 

kesalahan korporasi berkaitan erat dengan penerapan teori-teori pertanggung­

jawaban pidana korporasi. Dalam praktikuya, menurut Andi Dharmawangsa34
' 

dan Syarief S. Nahdi346
, terdapat kesulitan bagi penyidik dalam hal mernbedakan 

kategori perbuatan pidana yang dilakukan korporasi dan kategori perbuatan 

pidana yang dilakukan oleh pengorus. Kesulitan tersehut dapat dlpaharni karena 

hal ini sangat terkait dengan konstruksi dalam perumusan sw:al dakwaan terbadap 

korporasi. 

Sebagaimana JUga telab sernpat disinggung dalam pcmbahasan 

sebelumnya, penuntutan pidana terhadap korporasi dalarn perkara lindak pidana 

2009. 

J4<l Soeljono Soekanto, op. cil., hal. 69 
341 Mardjono.Reksodiputro (b), op.dt., haL 102~103 
J.Ol Sutan Remy Sjahdeini, op. cit,, hal. 200~201 
)4) Berdasarkan wawancara dengan Ptof. Dr. Jur. Andi Hamznh, SH pada tangga117 Maret 

:J44 Mardjono Reksodiputro, (c), op.cit., hal. 68 
H~ Lihat catatan kaki no. 327. 
144 Lihal calatan kaki no. 325_ 
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korupsi dapat dilakukan terhadap korporasi, pengurus atau kedua-duanya. Dalam 

hal tuntutan pidana dimaksudkan untuk dilakukan terhadap kedua-duanya maka 

sural dakwaan cukup dibuat satu saja.341 Sedangkan mengenai pembuktiannya, 

karena korpornsi melakukan kegiatannya me1alui pengurusny~ sehingga terlebih 

dahulu harus dapat dibuktikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 

pengurusnya dilakukan untuk atau atas nama korporasi barulah kemudian 

pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi yang 

bersangkutan. 

Kendala berdasarkan faktor penegak hokum yang lain adalah belum 

berubahnya pola pikir dan pola tindak aparat penegak hukum.348 Poia pikir aparat 

penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) masih dilandasi oleh 

konsep pertanggungjawaban pidana orang perorangan sebagai subyek tindak 

pidana. Dengan konsepsi demikian, maka pola tindak dalarn pembuktian perkara 

ditujukan kepada perbuatan pidana korupsi yang dilakakan secara konkrit oleh 

terdakwa. Mengenai hal ini sebenarnya Ielah dikernukakan oleh Mardjono 

Reksodiputro juga pada tahun 2004 sebagai berilrut:'" 

Rupanya mcskipWl "wajah pelaku kejahatan" mulai diakui oleh pembuat 
undlmg·undan'g (hidang lcgislatif) telah berubah dari wajah .,manusia" 
menjadi wajah "kmporasi, badan hukum", namun pengadilan Indonesia 
masih sulit meninggalkan asas "universitas delinquere non potesf'. Keadaan 
inl masih berlangsung hingga sekarang, mesldpun Ielah banyak usaha untak 
membantu kala.ngan pengadilan ini melalui tulisarHulisan dari para 
akademisi. 

Dalam tulisam1ya lersebut, Reksodiputro mengajukan kritik terhadap 

aparat penegak hokum. Menurutnya, Mahkamah Agung perlu melakukan 

terobosan~ terutama membuat yurisprudensi tetap tentang hal ini. Reksodiputro 

mensinyalir bahwa halangan tersebut berasal dari buku leks yang dipergunakan 

mendidik para satjana hokum. Hal tersebut dikemukakan sebagai berikut :350 

Buku teks hukwn pidana Indonesia merujuk: pada WvS Nederlands Indie 
1918 dan buku-bulru leks Belanda sebelum Pernng Dunia Kedua yang 
memakai Pasal5llama yang dalam penjelasan resmin:ya mengatakan: "Suatu 
tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia, Fiksi tentang sifat badan 
hukum tidak berlaku dalrun hukum pidana. 

:Hl Sutan Remy Sjahdeini, op. cit. hal. 198 
348 Ram.elan, op. cit., hal. 21 
34

' MardjOJlQ Reksodipulro (f). op. cit., haL 698. 
MO Ibid. 
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Hal ini teljadi karena pengaruh pengaturan yang terdapat dalam hukum 

pidana umwn (KUHP) dan berbagai peraturan pemberantasan tindak pidana 

korupsi sebelum UU PTPK yang menentukan bahwa hanya orang perseorangan 

saja yang dapat diiakukan penuntutan pidana. Kondisi dernikian juga karena 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) rnasih berorientasi pada subyek tindak pidana 

perorangan, 

Menurut Ramelan. pola pikir aparat penegak hukum demikian 

membawa dampak, yaitu tidak dapat dilakukannya penuntutan terhadap aktor 

intelektualis, seperti pemilik perusahaan karena perbuatan.mereka secara konkrit 

tidak terbukfi rnemenuhi rwnusan tindak pidana. Sedangkan yang terbukti adalah 

pemimpin perusahaan scperti direksi atau manajer perusahaan, karena mereka 

mernang menjadi pelaksana yang secara konkrit melakukan perbuatan.351 

Dengan dernikian, faktor penegak hukum memegang peranan sangat 

penting dalam upaya penegakan hukum pidana terbadap kotpOrasi, termasuk 

dalarn penanganan perkum tindak pidana korupsi. Meskipun disadari dalam UU 

PTPK terdapat kekurangan dan kelemahan, namun sangat penting terobosan 

hukum oleh dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan 

pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Beberapa kasus 

tindak pidana korupsi yang menyeret pengurus korporasi seaungguhnya tidak 

dapat dilepaskan dari peranan kotpOrasi. Karenanya, tidak cukup penjatuhan 

pidana hanya kepada pengurusnya saja, melainkan juga terhadap korporasi. Hal 

ini cukup beralasan mcngingat kotpOrasi telah mendapat keuntungan dan 

sahalilrnya telah merugikan negara dan secara tidak langsung merugikan 

masyarakat 

3.3.2 Upaya Mengatasi Kendala 

Kendala-kendala di alas jelas mempengaruhi upaya penegakan hukwn 

pidana terhadap kotporasi dalam tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan hal ini 

maka diperlukan upaya untuh mengatasi kendala-kendala ter.;ebut. Upaya ini 

diperlukan supaya penegakan hukwn pidana terhedap korporasi dalam tindak 

pidana korupsi menjadi efektif dan berhasit. 

151 R.amelan,. l<iC, cil, 
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Berkaitan dengan penunlutan pidana terhadap korporasi dalam tin<lak 

pidana korupsi, beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya : 

a. Diperlukan keberanian dari aparat pencgak hukum (penyidik, jaksalpenuntut 

umum dan hakim) untuk mclakukan penuntutan pidana terhadap korporasi 

dalam lindak pidana korupsi. Pada lahap ini, pcntinguya perubahan po1a pikir 

dan po)a tindak aparat penegak hukum,352 Perubahan tersebut terutama 

menyangkut pola pikir dan pola tindak yang berorientasi kepada korporasi 

sebagai subyek tindak pidana se1ain peroran~n. Pada akhimya hal ini 

berkaitan erat dengan peningkatan kcmampuan sumber daya manusia aparat 

penegak hokum (penyidik, penuntut umum maupun hakim) dalam penanganan 

perkara tindak pidana korupsi. 

b. Dalarn jangka pendek, Mahkamah Agung (MA) rnengeluarkan Peraturan 

Mahkamah Agung (pERMA) mengenai hukum acara penuntutan temadap 

korporasi.353 Hal ini sebagai upaya menutupl kakosongan hokum dalarn proses 

penuntutan pldana te!hadap korpornsi. Langkah demilian pernah dilakukan 

oleh MA ketiko menge1uarkan PERMA No.I Tahun 2002 tentang Gugatan 

Perwakl1an Kelompok (class action). 

c. Melakukan revlsi materi peraturm UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 

Tahun 2001 lentang Pemberantasan Tlndak Pi dana Korupsi. Revisi tersebut 

melipull pengaturan yang !eblh jelas dan mendelail mengenai pertanggnng· 

jawahan pidana korpornsi dikaitkan dengan teori-teorinya, serta pengaturan 

mengenai sankal pidana terhadap korporasL Dalarn kaitan dengan hal tersebut, 

menurut hemat penulis, perurnusan pengaturan mengenai penuntutan pidana 

terhadap dalarn UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, tampaknya lebih jela.s dan mendetail mengatumya. 

Ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut: 

Pasall3 
(I) Tlndak pldana perdagangan orang dianggap dilakukan olah korporasi 

apahila tindak pidana tersebut dllakukan oleh orang-orang yang 
bertindak untuk dan/atau alas nama korpora.si atau Ulltuk kepentingan 
korporasi, balk berdasarkan bubungan ke!ja maupun hubUilgan lain, 
bertindak dalam lingkungan korpora.si tersebut balk sendiri maupun 
bersamawsama. 

351 /bid, 
mlbid .• 201-202 
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(2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu 
korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), maka penyidikan, 
penuntutan, dan pemidanaan diiakukan terhadap korporasi danlatau 
pengurusnya, 

Pasal14 
Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk meng­
hadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di 
tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat 
tinggal pengurus. 

Pasal15 
(1) Dalam hal tindak pidana perdagaogan orang dilakukan oleh suatu 

korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, 
p1dana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda 
dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari p[dana denda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal4, Pasal 5, dan Pasal6. 

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (!), korporasi 
dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: 
a. pencabutan izin usaha; 
b. perampasan kekayaan basil tindak pidana; 
e. peneabutan status badan hukum; 
d. pemeeatan pengurus; danlatau 
e, pelarangan kepada pengurus ternebut untuk mendirikan korporasi 

dalam bidang usaha yang sama, 

Meskipun masih terdapat kelemahan yang mestinya turut dicantumkan 

dalam perumusao tersebu~ yaitu menyaogkut pengaturan "siapa yang mewakili 

korporasi", namun ketentuan tersebut dapat dijadikan standar dalam perumusan 

mengenai pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam tiodak pidana 

korupsi. Menurut penuUs, pembuat undang-undang ini secara tegas dan 

mengatumya secara rinci mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain 

itu, secara tegas pula disebutkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada 

korporasi yang dirumuskan secara terseodiri. 

3.4 Evaluasi Konsep Pemidanaan Korporasi dalam UU PTPK 

Mengingat kiprah dan peranan korporasi makin besar dalam 

pembangunan di bidaog ekonomi, maka wajar apabila perhatian khusus diarahkan 

untuk meningkalkan tanggung jawab sosial korporasi dengan menggunakan 

sarana bukum pidana, Berhubungan dengan hal ini, Tim Pengkajian Bidang 

Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional daiam Laporan Hasil 
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Pengkajian Bidang Hukurn Pidana Tahun 1980/1981 menyatakan dasar 

pertimbangan pemidanaan korporasi ialah : 

Jika dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengndakan reprcsi 
!erhadap delik~delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi karena 
delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulk:an dalam masyarakat atau 
saingan~saingannya sangat berarti.354 

Berkenaan dengan laporan tersebut. pemidanaan terhadap peogurus 

korporasi tampaknya dianggap tidak dapat memberikan jaminan yang cukup 

bahwa korporasi lidak akan mengulangi me1akukan perbuatan tindak pidana. 

Dcngan demikian tampak pemidanaan bagi korporasi mengandung tujuan yang 

bersifat preventif dan represif."' 

Dwidja Priyatno mengemukakan alasan penggunaan hukum pidana 

terhadap korporasi, yakni :356 

1. Hukum pidana dipandang mampu melaksanakan peranan edukatif dalam 

mendefinisikan/menetapkan dan memperknat batas-batas perouatan yang 

dapat diterima (acceptable conduct); 

2. Hukum pidana bergerak dengan langkah lebih cepat daripada perdata. Dengan 

pidana restitusi, lebih cepat memperoleh kompensasi bagi korban; 

3. Peradilan per data terhalang untuk mengenakan sauksi pidana; 

4. Penuntutan bersarna (korporasi dan agennya) memerlukan suatu forum pidana 

apabila ancaman pengurungan digunakan mencegah individu. Dari sudut 

penegakan hukum, peradilan bersama itu cukup beralasan karena lebih murah 

dibandingkan dengan penuntutan terpisah. 

Atas dasar bahwa kerugian yang ditirnbulkan akibat perbuatan pidana 

korporasi tergolong cukup besar, Remmelink menegaskan perlu adanya sauksi 

khusus terhedap korporasi.351 Oleh karena sifatnya, sanksi khusus tersebut 

mestinya betheda dengan jenis-jenis pernidanaan terhadap subyak tindak pidana 

perorangan. 

Konsep pernidanaan terbadap korporasi dalam tindak pidana korupsi 

tampak terlihat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (7) UU PTPK. Ketentuan tersebut 

3$1 Dwidja Priyatno. op. eft, haL 12L 
"'Ibid 
l5tl ibid., haL 123 
U'1 Remmelink, op. cit., haL 99. 
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menyebutkan : "Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya 

pidana denda, dengan ketentuan rnaksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)", 

Ketentuan demikian cukup wajar. karena dari dua jenis pidana pokok yang 

diancamkan dalam perumusan delik (yaitu: pcnjnra dan denda)~ hanya pidana 

dendalah yang paling cocok untuk korporasi.358 Sekalipun tidak diternukan alasan 

pencantuman daJam penjelasan U U PTPK tersebut, namun nampaknya 

pemberatan pidana denda yakni ditambah 113 (satu pertiga) terhadap korporasi 

mengandung maksud preventif dan represif. 

Dalam kaitan pcngenaan pidana denda terhadap korporasi yang 

melakukan tindak pidana, Mardjono Reksodiputro menyarankan perlunya 

mempergunakan ancaman pengenaan pidana denda yang tinggi. Dengan begitu 

perusahaan merasakan 11kerugian" karena perbuatannya dan secara tidak 1angsung, 

para pemegang saham juga dirugikan. Upaya demik:ian didasarkan pada asumsi 

bahwa perusahaan tersebut rilemang sangat berorientasi pada "keuntungan berupa 

uang" sehingga dengan pengenaan denda yang tinggi akan hisa bei]Jenganah 

baginya Wltuk tidak melakukan tindak pidana. Namun demikian menurutnya, 

asumsi ini tidak selalu benar bagi korpomsi besar atau yang bersifat 

konglomerasi. 3:59 Karenanyal Reksodiputro sampai pada kesimpulan bahwa denda 

tinggi belum tentu marnpu mengbalangi perusahaan berhWit tindak pidana. Hal ini 

karena korporasi menafsirkan hal itu sebagai resiko yang harus diarnbil untuk 

memperoleb keuntungan. 360 

Pendapat tersebut sesungguhnya hendak menegaskan bahwa 

pengeoaan ancarnan pidana denda (sekalipun sangat tinggi nilainya) hanya efektif 

dikenakan kepada korporasi dalarn skala kecil dan menengah. Se<langkan bagi 

korporasi yang besar, tarnpaknya keberadaan jenis pidana ini tidak cukup 

mernadai. Karena itu menjadi persoalan yaitu bagaimana memilih dan 

menetapkan pidana apa yang tepat yang akan digunakan dalarn upaya 

pengendalian tindak pidana oleh korporasi. Pada sisi lain, barus diakni bahwa 

tidak semua jenis atau bentuk pidana dapat dikenakan terhadap korporasi. Contoh 

m Bards NawnwiArief(a) op, cit., haL 151-152 
359 Mardjono Reksodiputro (a). op.cit., hal. 119-1:20. 
$60 ibid., hat 120. 
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pidana penjara, pidana kurungan dan pidana mati mernpakan jenis-jenis pidana 

yang tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi. 

Dalam kaitannya dengan konsep pemidanaan terhadap korporasi dalam 

UU PTPK, harus diakui belum dapat dilihat keefektifannya secara empirik. Hal ini 

karena heJum ada satu pun putusan pengadilan mengenai haJ inL Nnmun dengan 

mengacu pada pendapat di atas~ maka dapat dikatakan besarnya ancaman pidana 

denda sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (7) UU PTPK 

. tersebut, tidak secara otomatis menjadikan korporasi tidak melakukan tindak 

pidana korupsi. Mengingat bagi korporasi-korporasi yang memiliki aset k:ekayaan 

tergolong besar, sangat mungkin ancaman pidana demikian bukanlah menjadi 

persoalan. Keadaan ini bisa menimbulkan peluang bagi kemungkinan terjadinya 

pengulangan tindak pidana korupsi oleh korporasi demikian. Karena itu, 

menjadikan sanksi pidana denda sebagai satu-satunya sanksi yang dapat 

dijatubkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi layak 

mendapat evaiuasi lagi. Dalarn kondisi tersebut, sanksi pidana denda terhadap 

korporasi dapat dianggap belum cukup memadai. Oleh karenanya1 masih 

diperlukan sanksi lain sehingga tujuan pemidanaan terhadap korporasi, terutama 

dalam tindak pidana korupsi dapat tercapai. 

Persoalan lainnya, apabila dihubungkan dengan perumusan tirulak 

pidana korupsi daiarn UU PTPK temyata sistem sanksi ancaman pidaoa 

dirumuskan bcrbentuk kumulatif dan alternati£361 Hal tersebot sebagaimana 

terlibat dalam tabel3.2 di atas. 

Menurut Barda Nawawi Arief~ perumusan sanksi pidana berbentuk 

kumulatif dapat menimbulkan masalah apahila diterapkan terbadap korporasi. hal 

ini disebabkan karena terdapatnya kelemahan saoksi pidaoa berbentuk kumulatif, 

yaitu sifatuya yang sangat kaku dan bexsifat imperatif. Sebingga dengan begitu, 

Mt R.umusm beroroluk: kumulatif dittmdai dengan penggunaan ksta "dan" dan rumusan 
sanksi berlxmtuk alfematif menggunakan kata "atau". Rnmusan betbentuk kumulatif dapat dilihat 
dalam kelenluan Pasal2 ayat (!) UU PTPK yang berl:mnyi : " ..... dipidana del!gan pid""' pelijam 
seumur bidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan denda paling sediki.t Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.LOOO.OOO.OOO,OO (:satu milyar rupiah)". Sedangkan rwnusan berbentuk alternalif seperti 
terlihat dalam ketentusn Pasa.l 3 UU PTPK yang be:rbunyi : " ..... dipidana dengan pidana penja.ra 
seumur hirlup atau pidana penjara paling singkat l (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
lllhun dan abm deoda paling sedikit Rp.SO.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah) dlm paling banyak 
Rp.l.OOO.OOO.OOO,OO (satu milyar rupiah)". 
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hakim diharuskan menjatuhkan kedua jenis pidana itu bersama, baik penjara 

maupun denda.362 Hal ini berbeda dengan perumusan yang berbentuk kumulatif­

altematif. Pada bentuk dernikian, hakim diberi peluang untuk memilih jenis sanksi 

pidana mana yang dianggapnya paling tepat untuk terpidana. Tegasnya. hakim 

dapat rnenjatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus, tetapi hakim juga dapat 

memilib salah satu dari dua jenis pidana tersebut Hal ini mengingat terhadap 

korporasi tidak dapat dijatuhkan pidana penjara. Karena itu, perumusan sistem 

sankli ancaman pidana yang dimaksudkan juga ditujukan kepada korporasi 

seyogyanya berbentuk altematifatau alternatif-kumulatif. 

Selain pidana pokok~ sistem pemidanaan yang berlaku menurut hukum 

pidana Indonesia mengenal jenis pidana tambahan. Praktik dalam perkara tindak 

pidana korupsi, disamping menjatuhkan pidana pokok, Hakim dimungkinkan 

menjatuhkan pidana tambahan tM!adap terdakwa (Pasal 17 UU PTPK). Bahkan 

dalam praktiknya, hal ini sering dilaknkan. 

Mengenai pidana tambaban diatur dalam ketentuan Pasal 18 UU PTPK 

yang menyebutkan sebagai berikut : 

(1) Selain pi dana tambaban sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang 
---- ---·· ·-- --·· ·- --- --- ---- --

Hnkum Pidana, sebagai pidana tambaban adalab : 

a. pemnpasan barang bergerak yang beiWUjud atau yang tidak berwujud 

atau barang tidak betgerak yang dignnakan untuk atau yang diperoleh dari 

tindak pidana korupsi, tenmaenk perusabaan milik terpidana di mana 

tindak pidana korupsi dilaknkan, begitu pula harga dari barang yang 

menggantikan barang-barang tersebut; 

b. pembayaran uang pengganti yang jumlabnya sebanyak-banyaknya sama 

dengan harta benda yang diperoleh da:ri tindak pidana korupsi; 

c. penutupan seluruh atau sebagian perusabaan untuk wakiu paling lama 1 

(satu} tabWI; 

Penjelaaan : Yang dimaksud dengan "penutupan seluruh a tau sebagian 

perusabaan" adalab pencabutan izin usaba atau penghentian kegiatan 

untuk sementara wakiu sesuai dengan putusan pengadilan. 

mBarda Na'Wawi Arief (a), lac. cit 
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d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pengbapusan 

seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan 

oleh Pemerintah kepada te~pidana. 

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (I) huruf b paling lama dalarn waktu I (satu) bulan sesudah putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka haria 

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti 

tersebut. 

(3) Dalam hal te~pidana tidak mempunyai haria benda mencukupi untuk 

membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) huruf b, 

maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman 

maksimum dari pidana pnknknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang­

undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan 

pengadilan. 

Pernoalannya, apakah ketentuan mengenai pidana tambahan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU PTPK di alas berlalru juga terhadap 

ko~porasi. Dalam kaitannya dengan hal ini, menurut R. Wiyono, k01porasi masih 

dapat pula dijatubi pidana tambahan ,., Menurut pendapat penulis hal ini masih 

merupakan perdebatan yang masih memer!ukan pembahasan lebih lanjut. Sepintas 

ke!ihatannya ketentuan ayat (1) pasal itu dapat juga diterapkan kepada ko!pUrasi. 

Narnun apabila diteliti lahih jaah, terutama dihubungkan dengan ketentuan ayat 

(Z) dan ayat (3) pasal tersahut, ketentuan itu berorientasi kepada terdakwa atau 

letpidana perorangan. Itulah sebabnya maka temadap ketentuan ayat (1) hurufb 

ditindak lanjuti oleh pembuat undang-undang dengan inencantumkan kntentuan 

khusus (ayat 2 dan ayat 3) yaitu apabila terdapat keadaan dimana letpidana tidak 

membayar uang pengganti dimaksud. Dengan demik:ian, ketentuan ayat (2) dan 

ayat (3) barus dibaca sebagai satu kesatuan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), 

khususnya huruf b. Karenanya, jelaslah ketentuan tersebut hanya berlalru bagi 

le!pidana perorangan. Dengan kata lain, ketentuan tersebut tidak dapat 

diberlakukan terbadap ko!]>Utasi. Menurut penulis, kntentuan Pasal 18 tersehu~ 

meskipun terbatas pada ayat (I), dapat diberlakukan kepada k01porasi apahila 

16) R. Wiyono. op. cil,, hal, 142~143. 
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ditegsskan dalam rumusan Pasal 20 UU PTPK. Tegasnya, ancaman pidana 

tambahan bagi korponlsi perlu dicnntumkan secara tegas dalam ketentuan, 

sehingga dalam apHkasinya tidak menimbulkan perdebatan. Mengenai hal ini 

penulis telah mengemukakan sebagaimana contoh pengaturan dalam UU No. 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Persoalan ini juga mendapat pe1hatian dari perancang KUHP baru. 

Sebagaimana terlihat dalam Pasal 67 ayat (3) jo pasal 91 ayat (2) Rancangan 

KUHP telah diruruuskan bahwa terhadap kOJ:porasi dapat dijatuhkan pidana 

tambahan berupa pencabutan segala hak yang diperolah korporasi. 

Barcia Nawawi Arief mengemukakan bahwa beberapa jenis pidana 

tambahan dalam Pasal l 8 ayat ( t) UU PTPK sesungguhnya dapat dijadikan 

pidana pokok bagi korporasi. Dikatakannya : 364 

Kalau pidana penjara (perampasan kemerdekaan) mernpakan pidana pokok 
untuk "orang'', maka ptdana pokok untuk korporasi yang dapat diidentikkan 
dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa "penutupan 
perusahaanl korporasi tmtuk waktu tertentu" atau l'pencabutan hakli.zin 
usaha». 

Bersandar pada idenya, konsep double track system mestinya juga 

dapat diterapkan dalam pemidanaan terhadap korporasi yang terbukti melakukan 

tindak pidana korupsi. Hal ini mengingat potensi akibat tirnlak pidana korupsi 

yang dilakukan oleh korporasi akan sangat berdampak besar. Konsep demikian 

dapat ditemukan juga pada baholllpa undang-undang di luar KUHP yang 

mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti UU No.7 Drt Tahun 

1955 (UU Tindak Pidana Ekonomi) dan UU No. 23 Tahun 1997 (UU Pengelolaan 

Lingkungan Hidup ). 

Menurut Muladi, penjatuhan sanksi tindakan berupa penutupan seluruh 

korporasi, pada dasamya merupakan "corporate death penalty", sedangkan sanksi 

berupa segala pernbatasan terhadap aktivitas korporasi, sebemrmya mempunyai 

hakekat yang sama dengan pidana penjanl atau kurungan, sehingga ada istilah 

'~corporate imprisonment', yang mengandllilg pengertian larangan suatu korporasi 

untuk berusaha di bidang uaaha terrentu dan pembatasan-pembatasan lain terbadap 

Iangkah-langkah korponlSi dalam berusaha.'" Dengan larangan yaog dikemuka-

)64 Barda Nawawi Arief(a), (Jp. cit., hal. 152. 
us Mu!adi, ()p.cil., hal. 21 
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kan Muladi ini, menurul penulis maka akan menimbulkan efek pencegahan bagi 

korporasi untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi. 

Hrunzah Hatrik mengemukakan pendapatnya bahwa penting juga 

mempertimbangkan penjatuhan pidana berbentuk pengumoman keputusan hakim 

(adverse publicity) sebagai sanksi terhadap korporasi.366 Jenls pidana ini memang 

merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang bersifat non-financial 

impacts. Dengan penjatuhan p!dana jenis ini dimaksudkan agar masyarakat 

mengetahui perbuatan apa dan pidana bagaimana yang dijatuhkan terhadap 

korporasi yang melakukan tindak pidana. Hakim dapat memerintahkan biaya 

pengurnuman putusan hakim dibebankan pada korporasi. Tentunya perintah ini 

dicantumkan dalarn putusan. 

Sutan Remy Sjahdeini menyabut bentuk-bentuk sanksi pidana yang 

mungk:in dijatuhkan kepada korporasjt diantaranya sebagai berikut :367 

I. Pidana Pokok 

a. Pidana Denda ; 

b. Pengumuman Putusan Hakim ; 

c. Pernbubaran yaug diikuti dengan likuidasi korporasi ; 

d. Pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi korpo111Si ; 

e. Pembekuan kegiatan usaha ; 

f. Perampasan aset korporasi ; 

g. Pengambilalihan korporasi oleh negara ; 

2. Pidana Tambahan berupa melakukan kegiatan sosialtertentu dan 

3. Penyitaan korporasi. 

Dalam kaitan menentuk:an bentuk-bentuk pidana bagi korporasi, 

sebagai perbandingan dapat dikemukakan jenis-jenis sanksi yang juga dapat 

diterapkan dalam pemidanaan terhadap korporasi sebagai basil «Jntemational 

Meeting of Expert on the Use of Criminal Sanction in the Protection of 

Environment' di Portland, Oregon, USA tanggal 19-23 Maret 1994, sebagai 

berikut :36
" 

366 Ha:mzah Hatrik. op, cit., hat 107 
367 Sutan Remy Sjahdeini, op. cit., bal20S~213 
~ Dwidja Priyatno, op. cit., hal. 132~134. 
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1. Sanksi bemilai uang (monetary sanctif>ns); 
a, mengganli keuntungan ekonomis (recoups any economic benefit) 

yang diperoleh sebagai basil kejahatan; 
b. mengganli (recover) semua atau sebagian biaya pengusutan! 

penyidikan dan melakul<an perbaika.n (reparation) setiap kerugian 
yang ditimbulkan. 

c. denda 

2. Pidana Tambahan berupa : 
a. larangan rnelakukan perbuatanfaktifitas yang dapat menyebabkan 

berlanjutnya atau terulangnya kejahatan itu; 
b. perintah unluk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk 

sementata atau selamanya), pencabutan izin kegiatan, pembuharan 
usaha bisnis; 

c. perampasan kekayaan (property asset) dan basil kejahatan dengan 
memberi perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bonafid; 

d. mengeluarkan atau mendiskualiftkasi terpidanalk:orporasi dari 
kontrak~kontrak pemerintah, keuntungan fiskat atau subsidi~subsidi; 

e. mernerintahkan pemecatan manajcr dan mendiskualifikasikan/ 
membataJkan petugas dari jabatannya; 

f. memerintahkan texpidanalkorporasi melakukan perbuatan untuk 
memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap linglrungan; 

g. mengharuskan terpidana mematuhi syarnt-syaratlkondisi yang di­
tetapkan pengadilan untuk: mencegah terpidana mengulangi lagi 
perbuatannya; 

h. memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berlmbungan dengan 
putusan pengadilan pcngadilan; 

i. memerintahkan terpidana untuk memberltahu orang-orang }'Q.Dg 
dirugikas oleh pctbuatannya; 

J. memerintahkan terpidana (apabila merupakan organisasi) untuk 
memberitahukan kepada publik di semua negara tempat ber­
operasinya organisasi itu, kepada cabangweabangnya, kepada para 
direktur, petugas. maoajer atau karyawannya, mengenai pertang­
gungiawab atau sanksi yang dikenakan kepadanya; 

k. memerintahka.n terpidana untuk melakukan pelayanan kelja sosial 
(community service). 

Dalam Rancangan KUHP, pidana denda ditetapkan berdasarkan 

kategori369 Terhadap korporasi berlaku ketentuan pasal 80 ayat (4), (5) dan (6) 

sebagaj berilrut: 

( 4) Pidana denda paling ban yak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi 

berilrutnya. 

:u.? Kategori tetsebut yaitu : 
a, kategori I Rp.l.SOO.OOO,OO (satu juta lima ratus ribu rupiah); 
b. kategori ll Rp.7 .500.000,00 (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah); 
'· Jmtegori m Rp.3o.ooo.ooo,oo (tiga puluhjula rupiah); 
d.lmtegori IV Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh limajutarupiah); 
e. lmtegori V Rp.300.000.000,00 (tip !B1US juta rupiah); dan 
f.lm!egori VI Rp.3.000.000.000,00 (riga miliM rupiah). 
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(5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan : 

a. pidann penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan IS (lima belas) 

talmn adalah pidana denda Kategori V; 

b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 

20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori Vl. 

(6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada aya! 

(5) adalah pidana denda Kategori IV. 

Sedangkan mengenai sank:si tindakan terhadap korporasi dapat dtlihat 

pada Pasal 101 ayat (2) hurufb dan c Rancangan KUHP yang menentukan sanksi 

tindakan yang dapat dikenakan yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari 

tindak pidana dan perbaikan akibat tindak pidana. 

Perancang UU Peroberantasan Tindak Pidana Korupsi, rnerumuskan 

pidana lambahan yang dapat dijatubkan tedbadap korporasi berupa perampasan, 

pencabutan izin usaha dan/atau pengumuman putusan hakim (Pasal 26). 
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4.1 KESIMPULAN 

BAB IV 

PENUTUP 

l. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

kebutuhan masyarakat sehingga UU ini menjadi tidak efektif dalam 

mencegah dan rnemberantas iindak pidana korupsi. Pemerintah 

berpendapat bahwa salah satu kelemahan mendasar dalam UU itu adalah 

karena korporasi bukan sebagai subyek hukum. Padahal dalam 

masyarakat modem, peranan korporasi sangat strategis, bahkan dalam 

praktik dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan (corporate 

criminal) dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahat:an (crimes for 

corporation). Tak hanya itu saja, dalam praktik temyata hanya pengurus 

korporasi yang dituntut dan dijatuhi pidana. Hal ini, menurut pembuat 

undang-undang tidak adil. Atas dasar inilah, maka pemerintah 

melakukan penyusunan. Rancangan .UU PTPK. Pada sisi lain, pada 

perkembangannya dalam hukum positif Indonesia, korporasi sebagai 

subyek tindak pidana sudah tidak asing lagi, antara lain terdapat dalarn 

UU No. 7 Drt Tahun 1955 dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang 

Lingkungan Hidup. Mesldpun masih berbentuk rancangan, konsep 

Rancangan KUIIP Nasional telah mengakomodir pertanggungjawaban 

pidana korporasi. Kondisi ini juga tidak terlepas dari perhatian 

intemasional yang tarnpak dalarn dokumen-dokumen intemasional 

(Kongres PBB ke-8/1990 dan ke-9/1995) yang perlunya semua negara 

seharnsnya mengambil tindakan yang cocokltepat terhadap perusahaan· 

perusahaan yang terlibat di dalarn koropsi serta mewaspadai aktifitas 

keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi, terutarna berkaitan 

dengan penyuapan terhadap para pejabal Di samping itu, korporasi 

diyakini dan diprediksi merniliki potensi melakukan tindak pidana 

korupsi. 
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2. Proses penuntutan perkara tinc:lak pidana korupsi, selain mengacu pada 

KUHAP, hukum acara yang digunakan dalam proses penuntutan tindak 

pidana korupsi dilakukan bcrdasarkan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU 

No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK). Dalam hal kegiatan penyidikan dan 

penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (KPK), dilakukan berdasarkan KUHAP, UU 

PTPK dan UU No. 30 Tabun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindal< Pidana Kompsi (UU KPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Pasal 39 ayat (I). Sedangkan berkaitan dengan proses penuntutan pada 

tahap pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 

dilakukan dengan tetap mengacu berdasarkan KUHAP dan UU PTPK 

(Pasal 62 UU KPK). Meskipun terbilang sumir, proses penuntutan 

terhadap korporasi telab diatur dalam UU PTPK. 

Proses penuntutan pidana terhadap subyek tindak pidana korporasi pad a 

dasarnya berlaku sama dengan proses penanganan perkara tindak pidana 

korupsi pada subyek tindak pidana perorangan. Meski demikian, dalarn 

penelitian ini diternukan hal-hal yang berbeda, diantaranya : 

a. Mengenai PerwakHan Korporasi 

Proses penuntutan pidana terbadap kmporasi tetap harus 

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kOiporasi. 

Pada korporasi yang berbentuk perseroan, mekanisme penunjukan 

mengenai perwakilan korporasi untuk mewalcili korporasi di dalarn 

pengadilan merupakan urusan intern dari korporasi yang 

bersangkotae. 

b. Mengenai Identitas Tersangkafferdakwa 

Pencantuman identitas tersangka/tendakwa dalam administrasi 

peradilan (berkas perkara, berkas acara pemeriksaan, surat dakwaan, 

sural putusan pengadilan) penting untuk mernbedakannya dalam 

kedudokan sebagai pribadi perorangan atau sebagai pengurus yang 

mewakili korporasi sebagai tersangka/terdakwa. Hal ini terutama 

berkaitan dengan syarat formal sura! dakwaan dan 
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pertanggungjawaban pidananya. Dalam praklik peradilan pidana 

(kasus PT NMR), pengadilan telah menerima pencantuman ldentitas 

pengurus sebagal pihak yang ml.."\vakili korporasi. Namun demikian. 

sepatutnya dalam hal korporasi sebagai terdakwa, maku yang haros 

dlcantumkan dalom adm.intrasi peradilan adalah identitas korporasi. 

Dcngan demikian menjadi jelas siapa yang dituntut (korporasi atuu 

perorangan) dan kepada siapa pelaksanaan putusan dapat dilakukan. 

c. Mengenai Surat Dakwaan 

Dalam praktik peradilan pidana., penyusunan konstruksi surat 

dakwaan terhadap korporasi temyata bervariasi. Hal ini berimplikasi 

terhadap penjatuhan pidana bagi korporasi. Dalam hal korpornsl 

didakwa secara sendiri (terpisah dari pengurusnya) membawa 

konsekuensi memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana yang 

ditujukan kbusus kepada korporasi. 

d. Mengenai pelaksanaan putusan pidana denda 

Tidak diatumya altematif sanksi lain sebagai pengganti apabila 

terdapat keadaan korporasi tidak membayar pidana denda merupakan 

salah satu kelemahan UU PIPK. Hal ini berakibat sanksi pidana 

yang dijatuhkan hakim kepada korporasi menjadi tidak bernrti. 

Artinya, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengeksekusi putusan 

pemidanaan tersebut apahila terdapat keadaan terpidana korporasi itu 

tidak mempunyal kemampuan membayar pidana dendanya. Lebih­

lebih lagi jika korporasi tersebut beritikad tidak mau membayamya. 

Eksekutor tidak dapat memaksakan agar terpidana melakukan 

pembayaran dendanya. 

3. Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalarn perkara tindak 

pidana korupsi temyata belum pernah dilakukan. Berkaitan dengan hal 

ini, basil penelitian menemukan kendala dan upaya mengatasinya 

sebagai heriku! : 
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A. Kendala 

L Faktor Hukum. 

a. Bclum adanyn peroturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan 

untuk mcnerapkan undang-undang. 

Tata cara mengenui pcnyidiknn, pcnuntutan, pemeriksaan di 

sidang maupun pelaksanaan putusan terhadap korporasi yang 

melakukan tindak pidana k:orupsi tidak diatur dalmn KUHAP. 

Pengaturan mengenai prosedur tersebut dapat ditemukan dalam 

UU PTPK. Na.mun demikian, pengaturannya yang terbilang 

sumir itu temyata masih menimbulkan permasalahan pada 

praktiknya. 

Bertolak dari pembahasan kasus·kasus, menunjukkan 

diperlukannya peraturan pelaksanaan yang lebih jelas dan detail 

mengenai pengaturan tata cara penuntutan pidana terhadap 

korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini 

penting agar tidak menimbulkan keraguan bagi aparat penegak 

hukum untuk melakukan penuntutan pidana terhadap korporasi 

b. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalarn undang-undang yang 

mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta 

penerapannya. 

Sistem sanksi ancaman pidana yang dirumuskan pada pasal-pasal 

tindak pidana korupsi dala.m UU PTPK berbentuk kumulatif dan 

altematif. Perumusan berbentuk kwnuJatif dapat menimbulkan 

masalah apabila diterapkan terhadap korporasi. Sistem 

perumusan demikian menimbulkan keraguan bagi penyidik dan 

penuntut umum berkaitan dengan pertanyaan, apakah ketentuan 

pasal-pasal yang ancaman pidananya berbentuk kumulatif dapat 

diterapkan kepada korporasi. 

2. Faktor Penegak Hakmn. 

Aparat penegak hukum kelihatannya belum siap menerima korporasi 

sebagai tersangka dan terdakwa di sidang pengadilan. Di samping 

disebabkan karena sebagian besar penegak hukum, baik penyidik, 
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Jaksa/Penuntut Umum maupun hakim kurang memahami 

pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat kesulitan untuk 

membuktikan kesalahan (kesengajann atau kelalaian) korporasi, 

Kendala lain adalah belum herubahnya pola pikir dan pola tindak 

aparat pcnegak hukum yang musih berorientas! kepnda penanganan 

perkara tindak pidana korupsi yang masih berorientasi kepado 

subyek tindak pidana perorangan. 

B. Upaya Mengalasi Kendala 

1. Faktor penegak hukum sangat memegang peranan penting dalam 

upaya penegakan hukum pidana terhadap koqmrnsl, termasuk 

dalam penanganan perkara tindak pidana kornpsi. Meskipun 

disadari dalarn UU PTPK terdapat kekurangan dan kelemahan, 

namun sangat penting terobosan hukum oleh dilakukan oleh 

aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan pidana 

terhadap kOiporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. 

Penuntutan pidana korporasi dapat dilakukan apabila aparat 

penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) tidak 

hanya berorientasi kepada subyek tindak pidana perorangan 

melainkan juga korporasi. Dengan demikian, aparat penegak 

hukum mesti melakukan pernhaban pola pikir dan pola tindak 

dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Untuk hal ini, 

kecuali diperlukan ketrampilan dan pro!esionalitas dalam 

penanganan perkara tindak pidana korupsi, pentingnya upaya 

penyamaan pernepsi diantara aparat penegak hukum mengenai 

pertanggungjawaban pidana korporasi. 

2. Pentingnya upaya pembaharuan hukum, terutama yang berkaitan 

dengan penuntutan pidana terbadap korporasi, lennesuk 

peraturan tindak pidana korupsi. Pernbaharuan hukum itu 

meliputi: 
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a. revisi mengenai Hukum Acara Pidana yang berorientasi tidak 

hanya kepada subyek tindak pidana perorangan !etapi juga 

korporasi. Revlsi tersebut meliputi sejak proses pada tahap 

penyidikan hingga tahap pelaksanaan putusan pidana bagi 

korporasi. 

b. revisi materi peraturan Pemberantasan Tindak PJdana 

Korupsi. KelemahanMkelemahan berkaitan dengan penuntutan 

pidana terhadap korporasi, diantaranya me!iputi sistem 

perumusan ancaman pidana pada pasal-pasal tindak pidana 

korupsi, pengaturan jenis sanksi terhadap korporasi, 

pengaturan alternatif sanksi pengganti pidana denda. 

4. Pengenaan ancaman pidana denda (sekalipun sangat tinggi nilainya) 

hanya efektif dikenakan kepada korporasi dalam skala kecil dan 

menengah. Sedangkan bagi korporasi-korporasi yang memiliki aset 

kekayaan tergolong besar, sangat mungkin ancaman pidana demikian 

bukanlah menjadi persoalan. Keadaan ini bisa menimbulkan peluang 

bagi kemungkinan teljadinya pengulangan tindak pidana korupsi oleh 

korporasi demikian. Dalam kondisi tersebut, sanksi pidana denda 

terhadap koqmrasi dapat dianggap belum cukup memadai. Oleh karena 

itu, menjadikan sanksi pidana denda sebagai satu-satunya sanksi yang 

dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana 

korupsi perlu dievaluasi lagi. Oleh karcnanya, masih diperlukan sanksi 

lain sebingga tujuaa pemidanaan terbadap kOiporasi, teru!ama dalam 

tindak pidana korupsi dapet !ercapai. Di samping itu, masih terdapatnya 

perdebatan mengenai konsep pemidanaan terlladap korporasi dalam UU 

PTPK juga dapat dilihat sebagai bentuk kelemahan yang dapat 

mcmpengaruhi efektifitasnya dalam tahap pelaksanaan. Mengingat 

potensi akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi akan 

berdampak sangat besar, konsep double track system juga dapat 

diterapkan terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana 

korupsi. 
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4.2 SARAN 

Berkaitan dengan pembahasan hasil pene1itian tesis ini, maka dapat 

disarankan sebagai berlkut : 

l. Pentingnya perubahan pola pikir dan pola tindak aparat penegak hukum 

(penyidik, jaksatpenuntut umurn dan hakim) terkait kemungkinan 

melakukan penuntutan pidana terhadap korporasi (terpisah dari 

pengurusnya) dalam perkara tindak pidana korupsL 

2. Dalam jangka pendek, Mahkamah Agung (MA) perlu mengeluarkan 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai hukum acara 

penuntutan terhadap korporasi. 

3. Melakukan revisi materi peraturan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Revisi 

tersebut meHputi perumusan ancaman pidana yang berbentuk altematif 

pad a pasal-pasal tindak pidana korupsi, pengaturan sanksi lain ( di 

samping pidana denda) terhadap korporasi, pengaturan altematif sanksi 

sebagai pengganti pidana denda dalam hal korporasi tidak mernpunyai 

kernampuan membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. 
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